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i  Buku Referensi 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

Pada konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan 

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Posyandu sebagai 

salah satu program kesehatan berbasis masyarakat menjadi wadah 

penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Oleh 

karena itu, memahami motivasi ibu rumah tangga dalam berpartisipasi 

pada kegiatan Posyandu menjadi hal yang sangat relevan untuk dikaji 

secara mendalam melalui perspektif pendidikan masyarakat. 

 

Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai 

pendidikan masyarakat dengan menitikberatkan pada motivasi ibu 

rumah tangga dalam kegiatan Posyandu, meliputi konsep dasar 

pendidikan masyarakat, landasan filosofis dan teoritis, pendidikan orang 

dewasa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peran motivasi 

dalam perubahan perilaku. Selain itu, buku referensi ini juga membahas 

peran kader dan fasilitator, pendidikan kesehatan berbasis masyarakat, 

metode dan strategi pembelajaran partisipatif, hingga tantangan dan 

perkembangan pendidikan masyarakat di era globalisasi dan digitalisasi, 

sehingga memberikan pemahaman yang utuh dalam mendukung 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

 

Semoga buku referensi ini dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif serta menjadi pedoman dalam meningkatkan motivasi dan 

partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan Posyandu. 

 

 

Salam Hangat 

 

 

Tim Penulis 

 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  ii 

 

DAFTAR ISI 
 

 

KATA PENGANTAR ........................................................................... i 

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii 

 

BAB I  KONSEP DASAR PENDIDIKAN MASYARAKAT ..... 1 

A. Pengertian Pendidikan Masyarakat ..................................... 1 

B. Ruang Lingkup dan Karakteristik ........................................ 5 

C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Masyarakat ......................... 9 

D. Perkembangan Pendidikan Masyarakat di Indonesia ........ 13 

 

BAB II  LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS ................. 17 

A. Landasan Filosofis Pendidikan Masyarakat ...................... 17 

B. Teori-Teori Pendidikan Nonformal ................................... 21 

C. Konsep Andragogi dalam Pembelajaran ........................... 24 

D. Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat ..................... 28 

 

BAB III  PENDIDIKAN ORANG DEWASA ............................... 32 

A. Konsep dan Prinsip Pendidikan Orang Dewasa ................ 32 

B. Karakteristik Peserta Didik Dewasa .................................. 37 

C. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa ............................... 41 

D. Evaluasi Pembelajaran Orang Dewasa .............................. 45 

 

BAB IV  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ........................... 49 

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ................................... 49 

B. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan ............................ 53 

C. Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan ............................ 57 

D. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan .............................. 60 

 

BAB V  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN ........................................................... 64 

A. Konsep Partisipasi Masyarakat .......................................... 64 

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi ............................. 68 



iii  Buku Referensi 

 

C. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi ...................................... 71 

D. Strategi Meningkatkan Partisipasi ..................................... 75 

BAB VI  MOTIVASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT

 ........................................................................................... 79 

A. Pengertian dan Jenis Motivasi ........................................... 79 

B. Faktor Internal dan Eksternal............................................. 83 

C. Peran Motivasi dalam Perubahan Perilaku ........................ 86 

D. Teknik Meningkatkan Motivasi Masyarakat ..................... 89 

 

BAB VII  PERAN KADER DAN FASILITATOR 

MASYARAKAT .............................................................. 93 

A. Pengertian dan Fungsi Kader ............................................. 93 

B. Kompetensi Kader dan Fasilitator ..................................... 96 

C. Peran Kader dalam Edukasi Masyarakat ........................... 99 

D. Tantangan dan Penguatan Kapasitas Kader ..................... 102 

 

BAB VIII  PENDIDIKAN KESEHATAN BERBASIS 

MASYARAKAT ............................................................ 106 

A. Konsep Pendidikan Kesehatan Masyarakat ..................... 106 

B. Program Posyandu sebagai Media Edukasi ..................... 109 

C. Peran Kader dalam Kesehatan Ibu dan Anak .................. 112 

D. Evaluasi Program Kesehatan Berbasis Masyarakat ......... 115 

 

BAB IX  METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

MASYARAKAT ............................................................ 118 

A. Metode Pembelajaran Partisipatif .................................... 118 

B. Pendekatan Komunikasi Efektif ...................................... 121 

C. Media dan Teknologi dalam Pendidikan Masyarakat ..... 125 

D. Inovasi Pembelajaran Berbasis Komunitas ..................... 129 

 

BAB X  TANTANGAN DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN 

MASYARAKAT ............................................................ 133 

A. Tantangan Global dan Lokal ........................................... 133 

B. Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat ...................... 137 

C. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah ............................. 140 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  iv 

 

D. Arah Pengembangan Pendidikan Masyarakat ................. 144 

 

BAB XI PENUTUP ........................................................................... 148 

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 150 

GLOSARIUM ................................................................................... 156 

INDEKS  ......................................................................................... 160 

BIOGRAFI PENULIS ...................................................................... 164 

SINOPSIS  ......................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Buku Referensi 

 

BAB I 
KONSEP DASAR PENDIDIKAN 

MASYARAKAT 
 

 

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek penting 

dalam pembangunan sumber daya manusia yang tidak dapat dipisahkan 

dari dinamika kehidupan sosial. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, 

dan budaya yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendidikan tidak 

lagi terbatas pada jalur formal, tetapi juga mencakup proses 

pembelajaran yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Pendidikan 

masyarakat hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap pendidikan 

formal yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan 

pendekatan yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual. 

Pada praktiknya, pendidikan masyarakat berperan sebagai sarana 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kesadaran 

masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. 

Melalui proses pembelajaran yang berbasis kebutuhan dan pengalaman, 

masyarakat didorong untuk menjadi subjek aktif dalam pembangunan. 

Dengan demikian, pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai 

proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan 

yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

 

A. Pengertian Pendidikan Masyarakat 

 

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam 

pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam konteks 

pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Di tengah dinamika 

sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, pendidikan tidak 

lagi terbatas pada jalur formal seperti sekolah, melainkan juga mencakup 

berbagai bentuk pembelajaran yang berlangsung di lingkungan 

masyarakat. Pendidikan masyarakat hadir sebagai respons terhadap 

kebutuhan tersebut, dengan tujuan memberdayakan individu dan 
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kelompok agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri 

dan berkelanjutan. 

Pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan 

masyarakat memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok-

kelompok yang belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan 

formal. Hal ini mencakup masyarakat pedesaan, kelompok marginal, 

serta individu dewasa yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan. Melalui pendekatan yang fleksibel, partisipatif, dan 

kontekstual, pendidikan masyarakat mampu menjadi sarana efektif 

dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat, 

termasuk dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. 

Pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai media 

transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. 

Melalui proses pembelajaran yang berbasis pengalaman dan kebutuhan 

nyata, masyarakat didorong untuk menjadi subjek aktif dalam 

pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif 

mengenai pengertian pendidikan masyarakat menjadi sangat penting 

sebagai landasan dalam merancang program-program pemberdayaan 

yang efektif. 

 

1. Definisi Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat sering diidentikkan dengan pendidikan 

nonformal yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat (UU No. 20 

Tahun 2003). 

Secara konseptual, pendidikan masyarakat dapat diartikan 

sebagai proses pembelajaran yang ditujukan kepada masyarakat luas 

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

kesadaran dalam rangka memperbaiki kualitas hidup. Sudjana (2004) 

menyatakan bahwa pendidikan masyarakat adalah upaya sadar dan 

terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan 

masyarakat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 
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Menurut Kindervatter (1979), pendidikan masyarakat merupakan 

proses pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan kemampuan 

individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupannya serta 

berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Definisi ini menekankan 

bahwa pendidikan masyarakat tidak hanya berorientasi pada aspek 

kognitif, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Dengan demikian, 

pendidikan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses pendidikan 

yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. 

 

2. Karakteristik Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat memiliki karakteristik yang 

membedakannya dari pendidikan formal. 

a. Pendidikan masyarakat bersifat fleksibel, baik dari segi waktu, 

tempat, maupun metode pembelajaran. Hal ini memungkinkan 

masyarakat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisinya. 

b. Pendidikan masyarakat bersifat partisipatif, di mana peserta didik 

tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses 

pembelajaran. Menurut Freire (1970), pendidikan yang efektif 

adalah pendidikan yang dialogis, di mana terjadi interaksi dua 

arah antara pendidik dan peserta didik. 

c. Pendidikan masyarakat berorientasi pada kebutuhan nyata 

masyarakat. Program-program pendidikan dirancang 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti 

kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini membuat 

pendidikan masyarakat lebih relevan dan aplikatif. 

d. Pendidikan masyarakat menekankan pada pemberdayaan. 

Tujuan utama pendidikan ini adalah meningkatkan kemampuan 

masyarakat agar mandiri dan mampu mengambil keputusan yang 

tepat dalam kehidupannya. 

 

3. Tujuan Pendidikan Masyarakat 

Tujuan utama pendidikan masyarakat adalah meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Menurut Coombs dan Ahmed (1974), 
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pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar 

kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, serta 

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Secara lebih rinci, tujuan 

pendidikan masyarakat meliputi: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai 

permasalahan sosial 

b. Mengembangkan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan 

ekonomi keluarga  

c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan  

d. Membentuk perilaku yang sehat dan produktif  

Pada konteks kesehatan, misalnya, pendidikan masyarakat 

berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu 

dan anak, sebagaimana tercermin dalam kegiatan Posyandu. 

 

4. Pendidikan Masyarakat sebagai Proses Pemberdayaan 

Salah satu aspek penting dalam pendidikan masyarakat adalah 

pemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan merupakan proses yang 

memungkinkan individu atau kelompok memiliki kontrol terhadap 

kehidupannya. Menurut Zimmerman (2000), pemberdayaan mencakup 

peningkatan kapasitas individu dalam mengambil keputusan dan 

bertindak secara mandiri. Dalam praktiknya, pendidikan masyarakat 

berfungsi sebagai sarana pemberdayaan melalui: 

a. Penyediaan informasi dan pengetahuan  

b. Pengembangan keterampilan  

c. Peningkatan kepercayaan diri  

d. Penguatan jaringan sosial  

Contoh konkret dapat dilihat dalam kegiatan Posyandu, di mana 

kader berperan sebagai fasilitator yang memberikan edukasi kepada ibu 

rumah tangga tentang kesehatan dan gizi. Melalui proses ini, ibu-ibu 

menjadi lebih sadar dan termotivasi untuk menjaga kesehatan keluarga. 

 

5. Pendidikan Masyarakat dalam Konteks Pembelajaran 

Sepanjang Hayat 

Pendidikan masyarakat merupakan bagian integral dari konsep 

pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). UNESCO (2015) 

menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk belajar 
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sepanjang hidupnya, tidak terbatas pada usia atau jenjang pendidikan 

tertentu. Dalam hal ini, pendidikan masyarakat memberikan kesempatan 

bagi orang dewasa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hal ini 

sangat penting mengingat perubahan sosial dan teknologi yang cepat 

menuntut individu untuk terus beradaptasi. Pendidikan masyarakat juga 

berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat, baik literasi dasar 

maupun literasi fungsional, seperti literasi kesehatan dan literasi digital. 

 

6. Relevansi Pendidikan Masyarakat dalam Kehidupan Sosial 

Pendidikan masyarakat memiliki relevansi yang tinggi dalam 

kehidupan sosial, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Melalui pendidikan masyarakat, individu dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi 

berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, 

pendidikan masyarakat berperan dalam mengubah perilaku masyarakat 

menjadi lebih sehat. Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan 

kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih sehat. Selain itu, pendidikan masyarakat juga berperan dalam 

memperkuat kohesi sosial dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi, 

masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah. 

 

B. Ruang Lingkup dan Karakteristik  

 

Pendidikan masyarakat merupakan suatu bentuk pendidikan 

yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

kompleks. Tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, pendidikan 

masyarakat juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok. Oleh karena 

itu, pemahaman mengenai ruang lingkup dan karakteristik pendidikan 

masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program 

yang dirancang dapat berjalan secara efektif, relevan, dan berkelanjutan. 

Ruang lingkup pendidikan masyarakat mencerminkan luasnya 

bidang yang dapat dijangkau oleh proses pembelajaran di masyarakat, 

mulai dari pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, hingga budaya. 
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Sementara itu, karakteristik pendidikan masyarakat menunjukkan ciri 

khas yang membedakannya dari pendidikan formal, terutama dalam hal 

pendekatan, metode, dan orientasi pembelajaran. Dengan memahami 

kedua aspek ini, pelaku pendidikan masyarakat, termasuk fasilitator dan 

kader, dapat merancang strategi yang lebih tepat dalam memberdayakan 

masyarakat. 

 

1. Ruang Lingkup Pendidikan Masyarakat 

Ruang lingkup pendidikan masyarakat sangat luas dan mencakup 

berbagai bidang kehidupan. Menurut Coombs dan Ahmed (1974), 

pendidikan nonformal memiliki cakupan yang fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjangkau 

berbagai sektor pembangunan. Beberapa ruang lingkup utama 

pendidikan masyarakat meliputi: 

a. Pendidikan Sosial 

Pendidikan masyarakat berperan dalam membangun kesadaran 

sosial, nilai-nilai kebersamaan, serta solidaritas antaranggota 

masyarakat. Melalui pendidikan ini, masyarakat didorong untuk 

memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta 

meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sosial.  

b. Pendidikan Ekonomi 

Pendidikan masyarakat juga mencakup pengembangan 

keterampilan ekonomi, seperti kewirausahaan, pengelolaan 

keuangan, dan peningkatan produktivitas. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.  

c. Pendidikan Kesehatan 

Salah satu ruang lingkup yang sangat penting adalah pendidikan 

kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku 

hidup sehat. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pendidikan 

kesehatan merupakan upaya untuk mengubah perilaku 

masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran.  

d. Pendidikan Lingkungan 

Pendidikan masyarakat juga mencakup kesadaran terhadap 

pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, konservasi 

sumber daya alam, dan perilaku ramah lingkungan. 

e. Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup (Life Skills) 
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Pendidikan ini bertujuan membekali masyarakat dengan 

keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti keterampilan kerja, komunikasi, dan 

pemecahan masalah.  

Dengan ruang lingkup yang luas ini, pendidikan masyarakat 

menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

 

2. Pendidikan Masyarakat dalam Berbagai Konteks Kehidupan 

Pendidikan masyarakat tidak hanya terbatas pada satu sektor 

tertentu, tetapi hadir dalam berbagai konteks kehidupan. UNESCO 

(2015) menegaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat mencakup 

semua bentuk pendidikan yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk 

keluarga, komunitas, dan tempat kerja. Dalam konteks keluarga, 

pendidikan masyarakat berperan dalam membentuk pola asuh, kesehatan 

keluarga, dan pendidikan anak. Dalam konteks komunitas, pendidikan 

ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti 

Posyandu, gotong royong, dan organisasi masyarakat. Selain itu, dalam 

konteks pembangunan, pendidikan masyarakat berfungsi sebagai sarana 

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berkontribusi 

dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan konsep 

pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan. 

 

3. Karakteristik Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat memiliki beberapa karakteristik utama 

yang membedakannya dari pendidikan formal. Menurut Sudjana (2004), 

pendidikan masyarakat memiliki sifat yang fleksibel, partisipatif, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adapun karakteristik tersebut 

meliputi: 

a. Fleksibel 

Pendidikan masyarakat tidak terikat oleh waktu, tempat, dan 

kurikulum yang kaku. Program dapat disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan masyarakat.  

b. Partisipatif 
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Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Freire (1970) menekankan pentingnya dialog dalam pendidikan 

agar peserta didik menjadi subjek yang aktif.  

c. Berbasis Kebutuhan 

Materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata 

masyarakat, sehingga lebih relevan dan aplikatif.  

d. Berorientasi pada Pemberdayaan 

Tujuan utama pendidikan masyarakat adalah meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat.  

Karakteristik ini menjadikan pendidikan masyarakat lebih 

adaptif dan efektif dalam menjawab permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. 

 

4. Pendekatan dalam Pendidikan Masyarakat 

Pada pelaksanaannya, pendidikan masyarakat menggunakan 

berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. 

Kindervatter (1979) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan 

merupakan pendekatan utama dalam pendidikan masyarakat. Beberapa 

pendekatan yang digunakan antara lain: 

a. Pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif  

b. Pendekatan kontekstual, yang menyesuaikan dengan kondisi 

lokal  

c. Pendekatan berbasis pengalaman, yang memanfaatkan 

pengalaman hidup peserta  

d. Pendekatan dialogis, yang menekankan komunikasi dua arah  

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang efektif dan bermakna. 

 

5. Perbedaan Pendidikan Masyarakat dengan Pendidikan Formal 

Pendidikan masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan pendidikan formal. Pendidikan formal bersifat terstruktur, 

memiliki kurikulum baku, dan berlangsung di lembaga resmi seperti 

sekolah. Sebaliknya, pendidikan masyarakat lebih fleksibel dan tidak 

terikat oleh sistem yang kaku. Menurut Coombs dan Ahmed (1974), 

pendidikan nonformal dirancang untuk melengkapi pendidikan formal 

dan menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem formal. 
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Oleh karena itu, pendidikan masyarakat lebih menekankan pada 

kebutuhan praktis dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. 

 

6. Relevansi Ruang Lingkup dan Karakteristik dalam Praktik 

Pemahaman terhadap ruang lingkup dan karakteristik pendidikan 

masyarakat sangat penting dalam praktik di lapangan. Dengan 

memahami kebutuhan masyarakat, fasilitator dapat merancang program 

yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai contoh, dalam kegiatan 

Posyandu, pendidikan masyarakat diterapkan melalui penyuluhan 

kesehatan, pemantauan gizi, dan edukasi keluarga. Program ini 

menunjukkan bagaimana pendidikan masyarakat dapat berkontribusi 

dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara langsung. 

Selain itu, karakteristik yang fleksibel dan partisipatif memungkinkan 

masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, 

sehingga hasil yang dicapai lebih berkelanjutan. 

 

C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Masyarakat 

 

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting 

dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok di 

tengah dinamika perubahan sosial yang semakin kompleks. Tidak hanya 

berperan sebagai sarana penyampaian pengetahuan, pendidikan 

masyarakat juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk 

kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu beradaptasi serta 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap tujuan dan fungsi pendidikan masyarakat menjadi sangat 

penting sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan program 

pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. 

Pada praktiknya, pendidikan masyarakat tidak dapat dipisahkan 

dari kebutuhan nyata masyarakat. Setiap program yang dirancang harus 

memiliki tujuan yang jelas serta fungsi yang mampu menjawab 

permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dalam aspek sosial, 

ekonomi, kesehatan, maupun budaya. Dengan demikian, pendidikan 

masyarakat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan 

kontekstual. Hal ini menjadikan pendidikan masyarakat sebagai salah 

satu pendekatan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. 
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1. Tujuan Umum Pendidikan Masyarakat 

Secara umum, tujuan pendidikan masyarakat adalah 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan 

kebutuhannya. Coombs dan Ahmed (1974) menyatakan bahwa 

pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar 

kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal serta 

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitasnya. 

Tujuan ini mencerminkan bahwa pendidikan masyarakat tidak 

hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek 

afektif dan psikomotorik. Artinya, pendidikan masyarakat bertujuan 

membentuk individu yang tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu 

bertindak dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, tujuan umum pendidikan masyarakat juga berkaitan dengan 

peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai 

permasalahan yang dihadapi. Freire (1970) menekankan bahwa 

pendidikan harus mampu membangkitkan kesadaran kritis (critical 

consciousness) sehingga masyarakat dapat memahami realitas sosial dan 

berperan aktif dalam perubahan sosial. 

 

2. Tujuan Khusus Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat juga memiliki tujuan khusus yang lebih 

terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa tujuan khusus 

tersebut antara lain: 

a. Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat membantu individu memahami berbagai 

informasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.  

b. Mengembangkan Keterampilan Praktis 

Program pendidikan masyarakat seringkali berfokus pada 

pengembangan keterampilan yang dapat langsung diterapkan, 

seperti keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pengelolaan 

sumber daya.  

 

 



11  Buku Referensi 

 

c. Mendorong Perubahan Perilaku Positif 

Pendidikan masyarakat bertujuan mengubah perilaku masyarakat 

menjadi lebih baik, misalnya dalam hal pola hidup sehat, 

kebersihan lingkungan, dan partisipasi sosial.  

d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Pendidikan masyarakat mendorong masyarakat untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan.  

e. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat 

Dengan pendidikan, masyarakat diharapkan mampu mengatasi 

permasalahannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada 

pihak luar.  

Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat 

memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk masyarakat 

yang mandiri dan berdaya. 

 

 

3. Fungsi Pendidikan Masyarakat sebagai Sarana Pemberdayaan 

Salah satu fungsi utama pendidikan masyarakat adalah sebagai 

sarana pemberdayaan (empowerment). Menurut Kindervatter (1979), 

pendidikan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

individu dan kelompok dalam mengontrol kehidupannya serta 

berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks ini, pendidikan 

masyarakat berfungsi untuk: 

a. Memberikan akses terhadap informasi dan pengetahuan  

b. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat  

c. Membangun kepercayaan diri dan kemandirian  

d. Menguatkan posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan  

Pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat memungkinkan 

masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Hal ini 

sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang 

menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. 

 

4. Fungsi Pendidikan Masyarakat sebagai Agen Perubahan Sosial 

Pendidikan masyarakat juga berfungsi sebagai agen perubahan 

sosial (agent of change). Melalui proses pembelajaran, masyarakat 

didorong untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang kurang produktif 
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menjadi lebih positif dan konstruktif. Menurut Freire (1970), pendidikan 

harus bersifat transformatif, yaitu mampu mengubah struktur sosial yang 

tidak adil melalui kesadaran kritis. Dalam konteks ini, pendidikan 

masyarakat berperan dalam: 

a. Mengurangi kesenjangan sosial  

b. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban  

c. Mendorong terciptanya keadilan sosial  

Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat 

dapat mengubah perilaku masyarakat dari yang kurang peduli terhadap 

kesehatan menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan 

keluarga. 

 

5. Fungsi Pendidikan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas 

Hidup 

Pendidikan masyarakat memiliki fungsi penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan, individu 

dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

membantunyadalam memenuhi kebutuhan hidup. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa pendidikan kesehatan sebagai bagian dari pendidikan 

masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat memiliki dampak langsung 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan masyarakat 

juga berfungsi dalam: 

a. Meningkatkan produktivitas ekonomi  

b. Memperbaiki kualitas kesehatan  

c. Meningkatkan kualitas pendidikan keluarga  

d. Memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat  

Dengan demikian, pendidikan masyarakat berkontribusi secara 

signifikan dalam pembangunan manusia secara menyeluruh. 

 

6. Fungsi Pendidikan Masyarakat dalam Mendukung 

Pembangunan Berkelanjutan 

Di era globalisasi, pendidikan masyarakat memiliki peran 

penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). UNESCO (2015) menekankan bahwa pendidikan 
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merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 

termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan 

pelestarian lingkungan. Pendidikan masyarakat berfungsi dalam: 

a. Meningkatkan kesadaran lingkungan  

b. Mendorong penggunaan sumber daya secara bijak  

c. Mengembangkan perilaku hidup berkelanjutan  

d. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs)  

Dengan pendekatan yang berbasis masyarakat, pendidikan ini 

mampu menjangkau kelompok-kelompok yang rentan dan memberikan 

dampak yang lebih luas. 

 

D. Perkembangan Pendidikan Masyarakat di Indonesia 

 

Pendidikan masyarakat di Indonesia mengalami perkembangan 

yang dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi 

bangsa. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga era modern saat ini, 

pendidikan masyarakat terus bertransformasi untuk menjawab berbagai 

tantangan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh peran aktif 

masyarakat, organisasi sosial, serta lembaga pendidikan nonformal. 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan 

masyarakat memiliki peran strategis dalam memperluas akses 

pendidikan, terutama bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh 

pendidikan formal. Hal ini menjadikan pendidikan masyarakat sebagai 

salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia Indonesia. 

Oleh karena itu, memahami perkembangan pendidikan masyarakat di 

Indonesia menjadi penting untuk melihat bagaimana pendidikan ini 

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta 

menghadapi tantangan masa depan. 

 

1. Pendidikan Masyarakat pada Masa Pra-Kemerdekaan 

Pada masa pra-kemerdekaan, pendidikan masyarakat di 

Indonesia berkembang melalui berbagai bentuk pendidikan tradisional 

dan kegiatan sosial yang berbasis komunitas. Pendidikan pada masa ini 

banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat. 
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Lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan padepokan menjadi 

pusat pendidikan masyarakat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, 

tetapi juga nilai-nilai kehidupan dan keterampilan praktis. Selain itu, 

organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Taman Siswa 

juga berperan dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat luas. 

Menurut Tilaar (2002), pendidikan pada masa ini memiliki karakter yang 

kuat dalam membangun kesadaran nasional dan semangat kebangsaan. 

Pendidikan masyarakat menjadi sarana penting dalam membangkitkan 

kesadaran rakyat terhadap penjajahan serta mendorong perjuangan 

menuju kemerdekaan. 

 

2. Pendidikan Masyarakat pada Masa Awal Kemerdekaan 

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan masyarakat mulai 

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini terlihat dari upaya 

pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Salah satu program penting pada masa ini adalah 

pemberantasan buta huruf melalui program keaksaraan. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca, menulis, 

dan berhitung bagi masyarakat dewasa. Menurut Sudjana (2004), 

pendidikan masyarakat pada masa ini difokuskan pada peningkatan 

literasi dan kesadaran nasional sebagai bagian dari pembangunan 

bangsa. Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan pendidikan 

luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan 

masyarakat pada masa ini berfungsi sebagai pelengkap pendidikan 

formal dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

 

3. Perkembangan Pendidikan Masyarakat pada Masa Orde Baru 

Pada masa Orde Baru, pendidikan masyarakat mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal program dan 

kelembagaan. Pemerintah mulai mengembangkan berbagai program 

pendidikan nonformal yang terstruktur, seperti Paket A, Paket B, dan 

Paket C. Program-program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal agar 

tetap dapat memperoleh pendidikan yang setara. Selain itu, berbagai 

program pemberdayaan masyarakat juga mulai dikembangkan, seperti 
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pelatihan keterampilan dan penyuluhan kesehatan. Menurut Coombs dan 

Ahmed (1974), pendidikan nonformal pada masa ini menjadi bagian 

penting dalam pembangunan, terutama dalam meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatan yang 

digunakan masih cenderung top-down, di mana program dirancang oleh 

pemerintah dan masyarakat berperan sebagai penerima. 

 

4. Pendidikan Masyarakat pada Era Reformasi 

Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem 

pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan masyarakat. Salah satu 

perubahan penting adalah diberlakukannya desentralisasi pendidikan, 

yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam 

mengelola pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum yang kuat bagi 

pengembangan pendidikan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut, 

pendidikan nonformal diakui sebagai salah satu jalur pendidikan yang 

memiliki kedudukan setara dengan pendidikan formal dan informal. 

Pada era ini, pendekatan pendidikan masyarakat mulai bergeser dari 

yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif. Masyarakat dilibatkan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Hal 

ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan. 

 

5. Pendidikan Masyarakat di Era Globalisasi dan Digitalisasi 

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, pendidikan 

masyarakat menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka 

akses yang lebih luas terhadap sumber belajar. UNESCO (2015) 

menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dalam 

menghadapi perubahan global. Dalam konteks ini, pendidikan 

masyarakat berperan dalam meningkatkan literasi digital, keterampilan 

abad 21, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan 

teknologi. Program-program pendidikan masyarakat kini tidak hanya 

dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui platform digital. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk belajar secara fleksibel dan mandiri. 

Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya 
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literasi teknologi, dan keterbatasan akses internet masih menjadi 

hambatan yang perlu diatasi. 

 

6. Peran Pendidikan Masyarakat dalam Pembangunan Nasional 

Sepanjang perkembangannya, pendidikan masyarakat telah 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. 

Pendidikan ini berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kohesi sosial. 

Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan masyarakat, khususnya 

pendidikan kesehatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa pendidikan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan masyarakat juga 

berperan dalam mendukung program-program pemerintah, seperti 

pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan 

berkelanjutan. 
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BAB II 
LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS 

 

 

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan 

memiliki dasar pemikiran yang kuat, baik secara filosofis maupun 

teoritis. Landasan filosofis memberikan arah dan nilai-nilai dasar yang 

menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti pandangan 

tentang manusia, masyarakat, dan tujuan pendidikan itu sendiri. 

Sementara itu, landasan teoritis memberikan kerangka konseptual yang 

menjelaskan bagaimana proses pembelajaran berlangsung, termasuk 

pendekatan, metode, serta strategi yang digunakan dalam pendidikan 

masyarakat. 

Pada konteks pendidikan masyarakat, landasan filosofis dan 

teoritis menjadi sangat penting karena pendidikan ini tidak hanya 

bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong 

perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai teori 

pendidikan, khususnya pendidikan nonformal dan pendidikan orang 

dewasa, menjadi acuan dalam merancang pembelajaran yang partisipatif, 

kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya 

landasan yang kuat, pendidikan masyarakat diharapkan mampu 

berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas hidup 

individu dan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

A. Landasan Filosofis Pendidikan Masyarakat 

 

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan 

memiliki dasar pemikiran yang tidak terlepas dari landasan filosofis yang 

kuat. Landasan filosofis ini menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan, 

pendekatan, serta praktik pendidikan masyarakat agar selaras dengan 

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembangunan 

berkelanjutan. Tanpa dasar filosofis yang jelas, pendidikan masyarakat 

berisiko kehilangan arah dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata 

masyarakat. 
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Pada konteks pendidikan masyarakat, landasan filosofis tidak 

hanya berkaitan dengan teori pendidikan semata, tetapi juga menyangkut 

pandangan tentang manusia, masyarakat, dan proses perubahan sosial. 

Pendidikan masyarakat memandang manusia sebagai makhluk yang 

memiliki potensi untuk berkembang, sekaligus sebagai bagian dari 

komunitas yang memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, 

pendidikan masyarakat tidak hanya bertujuan mencerdaskan individu, 

tetapi juga membentuk masyarakat yang adil, demokratis, dan berdaya. 

Perkembangan pemikiran filosofis dalam pendidikan masyarakat 

dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat pendidikan, seperti humanisme, 

progresivisme, konstruktivisme, dan kritisisme. Masing-masing aliran 

memberikan kontribusi dalam membentuk pendekatan pendidikan 

masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan transformatif. Dengan 

memahami landasan filosofis ini, pelaksanaan pendidikan masyarakat 

dapat dilakukan secara lebih reflektif dan bermakna. 

 

1. Hakikat Manusia dalam Pendidikan Masyarakat 

Landasan filosofis pendidikan masyarakat berangkat dari 

pemahaman tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki 

potensi untuk berkembang. Menurut John Dewey, manusia adalah 

makhluk yang belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya (Dewey, 1916). Pandangan ini menekankan bahwa 

pendidikan harus memberikan ruang bagi individu untuk belajar secara 

aktif dan kontekstual. Dalam pendidikan masyarakat, manusia 

dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir, 

bertindak, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, proses pendidikan 

tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, Rogers (1969) dalam pendekatan humanistik 

menyatakan bahwa pendidikan harus berpusat pada individu (learner-

centered) dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri secara 

optimal. Dalam konteks pendidikan masyarakat, hal ini berarti bahwa 

setiap individu memiliki hak untuk belajar dan berkembang sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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2. Pendidikan sebagai Proses Humanisasi 

Salah satu landasan filosofis penting dalam pendidikan 

masyarakat adalah konsep humanisasi, yaitu proses memanusiakan 

manusia. Freire (1972) menyatakan bahwa pendidikan harus 

membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan, serta 

membantunya menjadi individu yang sadar akan realitas sosial. Dalam 

pendidikan masyarakat, humanisasi diwujudkan melalui proses 

pembelajaran yang menghargai martabat manusia, mendorong 

kesetaraan, dan menghindari praktik-praktik diskriminatif. Pendidikan 

tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk 

membentuk kesadaran kritis yang memungkinkan masyarakat 

memahami dan mengubah kondisi sosialnya. Dengan demikian, 

pendidikan masyarakat berfungsi sebagai alat pembebasan yang 

membantu masyarakat keluar dari ketertinggalan dan ketidakberdayaan. 

 

3. Pendidikan sebagai Proses Sosial dan Kultural 

Pendidikan masyarakat juga memiliki landasan filosofis sebagai 

proses sosial dan kultural. Menurut Durkheim, pendidikan merupakan 

proses sosial yang bertujuan untuk mentransmisikan nilai-nilai dan 

norma-norma masyarakat kepada generasi berikutnya (Durkheim, 1956). 

Dalam konteks pendidikan masyarakat, proses ini tidak hanya bersifat 

satu arah, tetapi juga melibatkan interaksi antara individu dan komunitas. 

Pendidikan menjadi sarana untuk mempertahankan budaya sekaligus 

mendorong perubahan sosial. Vygotsky (1978) juga menekankan bahwa 

pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Konsep ini dikenal dengan 

teori konstruktivisme sosial, yang menyatakan bahwa pengetahuan 

dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Oleh 

karena itu, pendidikan masyarakat harus memperhatikan konteks sosial 

dan budaya masyarakat agar proses pembelajaran menjadi lebih relevan 

dan efektif. 

 

4. Prinsip Demokrasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Demokrasi merupakan salah satu nilai fundamental dalam 

pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat harus memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua individu untuk belajar dan 

berpartisipasi dalam proses pendidikan. Dewey (1916) menyatakan 
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bahwa pendidikan dan demokrasi memiliki hubungan yang erat, di mana 

pendidikan berperan dalam membentuk warga negara yang aktif dan 

bertanggung jawab. Dalam pendidikan masyarakat, prinsip demokrasi 

diwujudkan melalui: 

a. Partisipasi aktif masyarakat  

b. Kesetaraan akses pendidikan  

c. Pengambilan keputusan secara bersama  

d. Penghargaan terhadap keberagaman  

Dengan menerapkan prinsip demokrasi, pendidikan masyarakat 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan 

memberdayakan. 

 

5. Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Sosial 

Landasan filosofis lain yang penting adalah pendidikan sebagai 

sarana transformasi sosial. Pendidikan masyarakat tidak hanya bertujuan 

mempertahankan kondisi yang ada, tetapi juga mendorong perubahan ke 

arah yang lebih baik. Illich (1971) dalam karyanya Deschooling Society 

mengkritik sistem pendidikan formal yang dianggap tidak mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya 

pendidikan alternatif yang lebih fleksibel dan berbasis masyarakat. 

Dalam konteks ini, pendidikan masyarakat menjadi sarana untuk: 

a. Mengatasi ketimpangan sosial  

b. Meningkatkan kesadaran kritis  

c. Mendorong inovasi dan perubahan  

d. Membentuk masyarakat yang mandiri  

Pendidikan masyarakat berperan sebagai katalisator perubahan 

yang membantu masyarakat menghadapi tantangan global. 

 

6. Pendidikan Berbasis Nilai dan Kearifan Lokal 

Pendidikan masyarakat juga berlandaskan pada nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang 

menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan pendidikan harus 

mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut. Menurut Ki Hadjar 

Dewantara, pendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan bertujuan 

untuk membentuk manusia yang merdeka (Dewantara, 1977). Dalam 

konteks pendidikan masyarakat, hal ini berarti bahwa program 
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pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya 

masyarakat setempat. Pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain: 

a. Lebih mudah diterima oleh masyarakat  

b. Relevan dengan kehidupan sehari-hari  

c. Mampu menjaga identitas budaya  

d. Mendukung keberlanjutan sosial  

Dengan demikian, pendidikan masyarakat tidak hanya menjadi 

sarana modernisasi, tetapi juga pelestarian budaya. 

 

B. Teori-Teori Pendidikan Nonformal 

 

Pendidikan nonformal merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar 

masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Dalam praktiknya, 

pendidikan nonformal tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, 

tetapi juga pada pengembangan keterampilan, sikap, dan pemberdayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori yang 

melandasi pendidikan nonformal menjadi sangat penting agar 

pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. 

Teori-teori pendidikan nonformal berkembang seiring dengan 

perubahan paradigma pendidikan, dari yang bersifat tradisional dan 

berpusat pada pengajar menuju pendekatan yang lebih partisipatif, 

kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Berbagai 

teori dari para ahli memberikan kontribusi dalam membentuk praktik 

pendidikan nonformal yang lebih adaptif dan relevan dengan kehidupan 

masyarakat. Dengan memahami teori-teori tersebut, pelaku pendidikan 

masyarakat dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif 

dan bermakna. 

 

1. Teori Andragogi (Pendidikan Orang Dewasa) 

Salah satu teori utama dalam pendidikan nonformal adalah teori 

andragogi yang dikembangkan oleh Knowles. Teori ini menekankan 

bahwa orang dewasa memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan 

anak-anak. Knowles (1980) menyatakan bahwa orang dewasa cenderung 
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belajar berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan yang jelas. 

Prinsip-prinsip andragogi meliputi: 

a. Kebutuhan untuk mengetahui alasan belajar  

b. Pengalaman sebagai sumber belajar utama  

c. Kesiapan belajar yang berkaitan dengan peran sosial  

d. Orientasi belajar yang bersifat problem-centered  

Pada pendidikan nonformal, teori ini sangat relevan karena 

sebagian besar peserta didik adalah orang dewasa. Oleh karena itu, 

pendekatan pembelajaran harus bersifat fleksibel, partisipatif, dan 

berbasis pengalaman. 

 

2. Teori Pembelajaran Eksperiensial (Experiential Learning) 

Teori pembelajaran eksperiensial dikembangkan oleh Kolb 

(1984), yang menekankan bahwa belajar adalah proses yang terjadi 

melalui pengalaman langsung. Menurut Kolb, proses belajar melibatkan 

empat tahap, yaitu pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan 

eksperimen aktif. Dalam konteks pendidikan nonformal, teori ini sangat 

penting karena pembelajaran seringkali dilakukan melalui praktik 

langsung, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan kegiatan 

lapangan. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga 

mengalami dan merefleksikan pengalamannya. Pendekatan ini 

memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif, 

sehingga peserta didik dapat langsung menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Teori Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun 

oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya 

sendiri. Piaget (1970) menekankan bahwa individu secara aktif 

membangun pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi. 

Dalam pendidikan nonformal, teori konstruktivisme mendorong 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fasilitator 

berperan sebagai pendamping yang membantu peserta didik dalam 

membangun pemahamannya sendiri. Selain itu, Vygotsky (1978) 

melalui konstruktivisme sosial menekankan pentingnya interaksi sosial 

dalam proses belajar. Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) 
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menunjukkan bahwa individu dapat mencapai tingkat pemahaman yang 

lebih tinggi melalui bantuan orang lain. 

 

4. Teori Pembelajaran Transformasional 

Teori pembelajaran transformasional dikembangkan oleh 

Mezirow (1991), yang menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya 

mengubah pengetahuan, tetapi juga cara berpikir dan perspektif individu. 

Dalam pendidikan nonformal, pembelajaran transformasional terjadi 

ketika peserta didik mengalami perubahan dalam caranya memahami 

dunia, terutama setelah melalui refleksi kritis terhadap pengalamannya. 

Proses ini melibatkan: 

a. Refleksi kritis  

b. Dialog  

c. Perubahan perspektif  

Teori ini sangat relevan dalam pendidikan masyarakat karena 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis dan mendorong 

perubahan sosial. 

 

5. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura 

(1977) menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, 

dan interaksi dengan lingkungan sosial. Dalam pendidikan nonformal, 

teori ini sering diterapkan dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, di 

mana peserta didik belajar dari contoh atau model yang diberikan oleh 

fasilitator atau anggota masyarakat lainnya. Konsep penting dalam teori 

ini adalah: 

a. Observational learning  

b. Modeling  

c. Self-efficacy  

Peningkatan kepercayaan diri (self-efficacy) menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan pembelajaran, karena individu yang percaya 

diri cenderung lebih aktif dalam belajar dan mencoba hal baru. 
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6. Teori Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based 

Education) 

Teori ini menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada 

kebutuhan dan potensi masyarakat. Menurut Brookfield (1986), 

pendidikan berbasis masyarakat bertujuan untuk memberdayakan 

individu dan kelompok agar mampu mengatasi permasalahannya sendiri. 

Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga 

subjek dalam proses pendidikan. Program dirancang berdasarkan 

kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ciri-ciri 

utama pendidikan berbasis masyarakat meliputi: 

a. Partisipasi aktif masyarakat  

b. Relevansi dengan kebutuhan lokal  

c. Pendekatan kolaboratif  

d. Fokus pada pemberdayaan  

Teori ini sangat penting dalam pendidikan nonformal karena 

memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

C. Konsep Andragogi dalam Pembelajaran 

 

Perkembangan pendidikan masyarakat tidak dapat dilepaskan 

dari kebutuhan belajar orang dewasa yang memiliki karakteristik 

berbeda dengan peserta didik pada pendidikan formal. Dalam konteks 

ini, konsep andragogi menjadi sangat penting sebagai pendekatan yang 

secara khusus dirancang untuk memahami bagaimana orang dewasa 

belajar. Andragogi tidak hanya menekankan pada proses transfer 

pengetahuan, tetapi juga pada pengalaman, kebutuhan, dan tujuan belajar 

individu dewasa. 

Pada praktik pendidikan masyarakat, sebagian besar peserta 

didik adalah orang dewasa yang telah memiliki pengalaman hidup, 

tanggung jawab sosial, serta motivasi yang beragam. Oleh karena itu, 

pendekatan pembelajaran yang digunakan harus mampu 

mengakomodasi karakteristik tersebut. Andragogi hadir sebagai solusi 

dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (learner-

centered) serta mendorong partisipasi aktif dalam proses belajar. Dengan 

demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep andragogi 
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menjadi sangat penting bagi fasilitator dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

 

1. Pengertian Andragogi 

Istilah andragogi pertama kali dipopulerkan oleh Malcolm S. 

Knowles sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada orang 

dewasa. Knowles (1984) mendefinisikan andragogi sebagai seni dan 

ilmu membantu orang dewasa belajar (the art and science of helping 

adults learn). Berbeda dengan pedagogi yang berorientasi pada 

pembelajaran anak, andragogi menekankan pada kemandirian peserta 

didik, pengalaman sebagai sumber belajar, serta relevansi materi dengan 

kebutuhan kehidupan nyata. Dalam pendidikan masyarakat, konsep ini 

sangat relevan karena peserta didik umumnya merupakan individu 

dewasa yang memiliki kebutuhan belajar yang spesifik dan kontekstual. 

Dengan demikian, andragogi dapat dipahami sebagai pendekatan 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik dewasa sebagai subjek 

aktif yang memiliki kontrol terhadap proses belajar. 

 

2. Asumsi Dasar Andragogi 

Knowles (1984) mengemukakan beberapa asumsi dasar tentang 

pembelajaran orang dewasa yang menjadi landasan dalam konsep 

andragogi, yaitu: 

a. Kebutuhan untuk Mengetahui (Need to Know) 

Orang dewasa perlu mengetahui alasan mengapa ia harus 

mempelajari sesuatu sebelum ia terlibat dalam pembelajaran. 

b. Konsep Diri (Self-Concept) 

Orang dewasa memiliki konsep diri sebagai individu yang 

mandiri, sehingga ia ingin terlibat dalam perencanaan dan 

evaluasi pembelajaran.  

c. Pengalaman sebagai Sumber Belajar 

Pengalaman hidup menjadi sumber belajar yang sangat penting 

bagi orang dewasa.  

d. Kesiapan untuk Belajar (Readiness to Learn) 

Kesiapan belajar orang dewasa berkaitan dengan peran sosial dan 

kebutuhan hidupnya.  
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e. Orientasi Belajar (Orientation to Learning) 

Orang dewasa cenderung memiliki orientasi belajar yang 

berpusat pada pemecahan masalah (problem-centered).  

f. Motivasi Internal 

Motivasi belajar orang dewasa lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor internal, seperti keinginan untuk berkembang dan 

meningkatkan kualitas hidup.  

Asumsi-asumsi ini menjadi dasar dalam merancang 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa. 

 

3. Prinsip-Prinsip Andragogi dalam Pembelajaran 

Pada implementasinya, andragogi memiliki beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a. Partisipasi Aktif Peserta Didik 

Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, 

baik dalam diskusi, praktik, maupun evaluasi.  

b. Pembelajaran Berbasis Pengalaman 

Proses belajar memanfaatkan pengalaman peserta didik sebagai 

sumber utama pembelajaran.  

c. Relevansi dengan Kebutuhan Nyata 

Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi peserta didik.  

d. Pendekatan Problem-Solving 

Pembelajaran difokuskan pada pemecahan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Lingkungan Belajar yang Kondusif 

Suasana pembelajaran harus mendukung keterbukaan, 

kepercayaan, dan interaksi yang positif.  

Prinsip-prinsip ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan 

efektif bagi orang dewasa. 

 

4. Peran Fasilitator dalam Andragogi 

Pada pendekatan andragogi, peran pendidik berubah menjadi 

fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Knowles 

(1984) menekankan bahwa fasilitator harus mampu menciptakan 
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lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif. 

Peran fasilitator meliputi: 

a. Membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar  

b. Menyediakan sumber belajar yang relevan  

c. Mendorong diskusi dan refleksi  

d. Memberikan umpan balik yang konstruktif  

e. Memfasilitasi evaluasi pembelajaran  

Fasilitator tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, 

tetapi berperan sebagai pendamping dalam proses pembelajaran. 

 

5. Implementasi Andragogi dalam Pendidikan Masyarakat 

Konsep andragogi banyak diterapkan dalam berbagai program 

pendidikan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan 

kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, 

pembelajaran dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat. Sebagai contoh, dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, 

fasilitator tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melibatkan 

peserta dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan praktik langsung. Hal 

ini memungkinkan peserta didik untuk memahami materi secara lebih 

mendalam dan aplikatif. Selain itu, pendekatan andragogi juga 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi 

program, sehingga program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan 

kebutuhannya. 

6. Kelebihan dan Tantangan Andragogi 

Konsep andragogi memiliki berbagai kelebihan, antara lain: 

a. Meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar  

b. Membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif  

c. Menghargai pengalaman peserta didik  

d. Mendorong kemandirian belajar  

Terdapat juga beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti: 

a. Perbedaan latar belakang peserta didik  

b. Keterbatasan fasilitator dalam memahami konsep andragogi  

c. Kurangnya sarana dan prasarana  

d. Rendahnya motivasi belajar pada sebagian peserta  
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Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

fasilitator serta menyediakan dukungan yang memadai agar penerapan 

andragogi dapat berjalan secara optimal. 

 

D. Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat 

 

Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) 

merupakan salah satu pendekatan penting dalam pendidikan masyarakat 

yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pembelajaran. 

Paradigma ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem 

pendidikan formal yang sering kali tidak mampu menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat secara merata serta kurang responsif terhadap 

kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dipandang 

sebagai proses yang berlangsung secara top-down, melainkan sebagai 

proses partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. 

Paradigma pendidikan berbasis masyarakat menekankan bahwa 

masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam proses 

pendidikan. Artinya, masyarakat memiliki peran penting dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. 

Dengan pendekatan ini, pendidikan diharapkan menjadi lebih relevan, 

kontekstual, dan mampu memberdayakan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai 

paradigma pendidikan berbasis masyarakat menjadi sangat penting 

dalam pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

1. Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendekatan pendidikan 

yang berorientasi pada kebutuhan, potensi, dan partisipasi masyarakat 

dalam proses pembelajaran. Menurut Hadiyanto (2000), pendidikan 

berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang dirancang, 

dilaksanakan, dan dievaluasi oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan 

harus berakar pada realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Program 

pendidikan tidak hanya ditentukan oleh lembaga formal, tetapi juga 

melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar 

perencanaan. Selain itu, pendidikan berbasis masyarakat juga bertujuan 
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untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui proses 

pembelajaran yang partisipatif dan berkelanjutan. 

 

2. Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Paradigma pendidikan berbasis masyarakat didasarkan pada 

beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. 

Menurut Sihombing (2001), prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

a. Partisipasi Aktif Masyarakat 

Masyarakat terlibat dalam setiap tahap proses pendidikan, mulai 

dari perencanaan hingga evaluasi.  

b. Berbasis Kebutuhan Local 

Program pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi 

masyarakat setempat.  

c. Kemandirian dan Pemberdayaan 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat agar mandiri.  

d. Keterpaduan dengan Pembangunan 

Pendidikan dikaitkan dengan program pembangunan di berbagai 

sektor, seperti ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.  

e. Fleksibilitas 

Program pendidikan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat.  

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pendidikan yang 

dilaksanakan benar-benar relevan dan memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. 

 

3. Karakteristik Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Paradigma pendidikan berbasis masyarakat memiliki beberapa 

karakteristik yang membedakannya dari pendekatan pendidikan lainnya, 

antara lain: 

a. Bottom-Up Approach 

Perencanaan program berasal dari kebutuhan masyarakat, bukan 

semata-mata dari kebijakan pemerintah.  

b. Kontekstual dan Aplikatif 

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi nyata 

masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.  
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c. Kolaboratif 

Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.  

d. Berorientasi pada Perubahan Sosial 

Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, 

tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kondisi sosial.  

e. Berbasis Pengalaman 

Pengalaman masyarakat menjadi sumber utama dalam proses 

pembelajaran.  

Karakteristik ini menjadikan pendidikan berbasis masyarakat 

sebagai pendekatan yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. 

 

4. Peran Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Pad paradigma ini, masyarakat memiliki peran yang sangat 

penting sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Masyarakat tidak 

hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai perencana, 

pelaksana, dan evaluator program. Menurut Korten (1980), keberhasilan 

program berbasis masyarakat sangat bergantung pada tingkat partisipasi 

masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, semakin besar peluang 

keberhasilan program tersebut. Peran masyarakat meliputi: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah  

b. Merancang program pendidikan  

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

d. Mengevaluasi hasil program  

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, program pendidikan 

menjadi lebih relevan dan berkelanjutan. 

 

5. Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Implementasi pendidikan berbasis masyarakat dapat ditemukan 

dalam berbagai program, seperti pendidikan keaksaraan, pelatihan 

keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan kesehatan. 

Sebagai contoh, kegiatan Posyandu merupakan bentuk pendidikan 

berbasis masyarakat di bidang kesehatan. Dalam kegiatan ini, 

masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan program, sementara kader 

berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan edukasi kepada 

masyarakat. Menurut Suprijanto (2007), keberhasilan implementasi 
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pendidikan berbasis masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

a. Dukungan pemerintah  

b. Ketersediaan sumber daya  

c. Kapasitas fasilitator  

d. Partisipasi masyarakat  

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, program 

pendidikan berbasis masyarakat dapat berjalan secara efektif dan 

berkelanjutan. 

 

6. Tantangan dan Peluang Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendidikan berbasis 

masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti: 

a. Rendahnya partisipasi masyarakat  

b. Keterbatasan sumber daya  

c. Kurangnya koordinasi antar lembaga  

d. Perbedaan kepentingan dalam masyarakat  

Terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti: 

a. Dukungan kebijakan pemerintah  

b. Perkembangan teknologi informasi  

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan  

d. Peran aktif organisasi masyarakat sipil  

Dengan memanfaatkan peluang tersebut, pendidikan berbasis 

masyarakat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang 

lebih besar dalam pembangunan. 
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BAB III 
PENDIDIKAN ORANG DEWASA 
 

 

Pendidikan orang dewasa merupakan bagian penting dalam 

konsep pembelajaran sepanjang hayat yang menekankan bahwa proses 

belajar tidak berhenti pada pendidikan formal, tetapi berlangsung terus 

menerus sepanjang kehidupan individu. Dalam konteks masyarakat yang 

terus berkembang, orang dewasa dituntut untuk mampu beradaptasi 

dengan berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena 

itu, pendidikan orang dewasa hadir sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan belajar yang bersifat praktis, relevan, dan berorientasi pada 

peningkatan kualitas hidup. 

Berbeda dengan pendidikan anak, pendidikan orang dewasa 

memiliki karakteristik khusus yang menempatkan peserta didik sebagai 

subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan 

lebih menekankan pada pengalaman, kebutuhan, serta peran sosial 

individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan 

orang dewasa tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, 

tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan kemandirian 

dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. 

 

A. Konsep dan Prinsip Pendidikan Orang Dewasa 

 

Pendidikan orang dewasa merupakan salah satu bagian penting 

dalam sistem pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) yang 

menekankan bahwa proses belajar tidak berhenti pada jenjang 

pendidikan formal, melainkan berlangsung terus menerus sepanjang 

kehidupan individu. Dalam masyarakat modern yang terus mengalami 

perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, kebutuhan untuk terus belajar 

menjadi semakin penting, terutama bagi orang dewasa yang memiliki 

peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan 

masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan orang dewasa hadir sebagai 

suatu pendekatan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan 

belajar individu dewasa yang berbeda dengan anak-anak. 
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Berbeda dengan pendidikan anak yang bersifat pedagogis, 

pendidikan orang dewasa menggunakan pendekatan andragogi yang 

menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses 

pembelajaran. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang luas, 

motivasi yang beragam, serta kebutuhan belajar yang spesifik dan 

kontekstual. Dalam konteks pendidikan masyarakat, pendidikan orang 

dewasa menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kualitas hidup, 

kesadaran sosial, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, 

termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang konsep dan prinsip pendidikan orang dewasa 

menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merancang dan 

melaksanakan program pendidikan yang efektif dan relevan. 

 

1. Konsep Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi) 

Pendidikan orang dewasa secara konseptual dikenal dengan 

istilah andragogi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aner yang 

berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin. Istilah ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Kapp dan kemudian 

dipopulerkan oleh Malcolm Knowles sebagai pendekatan yang berbeda 

dari pedagogi. Knowles (1984) mendefinisikan andragogi sebagai seni 

dan ilmu membantu orang dewasa belajar, yang menekankan pada peran 

aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pada perspektif ini, pendidikan orang dewasa tidak hanya 

berfokus pada penyampaian materi atau transfer pengetahuan, tetapi juga 

pada pengembangan kemampuan individu dalam memahami, 

menganalisis, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan orang dewasa bersifat fleksibel, kontekstual, dan 

berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik. Hal ini menjadikan 

proses pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik, 

karena ia dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan orang dewasa juga merupakan bagian dari 

pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar bagi 

individu yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Sudjana (2004) 

menyatakan bahwa pendidikan nonformal, termasuk pendidikan orang 

dewasa, berfungsi untuk mengembangkan potensi individu agar mampu 
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meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, 

pendidikan orang dewasa memiliki peran penting dalam mendukung 

pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

 

2. Karakteristik Peserta Didik Dewasa 

Peserta didik dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

peserta didik anak-anak, yang mempengaruhi caranya belajar dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Salah satu karakteristik utama 

adalah pengalaman hidup yang luas, yang menjadi sumber belajar yang 

sangat berharga. Pengalaman ini memungkinkan peserta didik untuk 

mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna 

(Knowles, 1980). 

Orang dewasa memiliki orientasi belajar yang bersifat praktis 

dan berfokus pada pemecahan masalah, cenderung belajar untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu, seperti meningkatkan keterampilan kerja, 

memperbaiki kondisi ekonomi, atau meningkatkan kualitas hidup 

keluarga. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus dirancang 

sedemikian rupa agar relevan dengan kebutuhan tersebut. Orang dewasa 

juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam belajar, di mana ia 

ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran 

yang dijalani. 

Motivasi belajar pada orang dewasa umumnya bersifat internal, 

seperti keinginan untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, atau 

memenuhi tanggung jawab sosial. Selain itu, kesiapan belajar orang 

dewasa sangat dipengaruhi oleh peran sosial yang dijalani. Misalnya, 

seorang ibu rumah tangga akan lebih tertarik pada materi yang berkaitan 

dengan kesehatan keluarga atau pengasuhan anak. Karakteristik ini 

menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran harus bersifat fleksibel, 

partisipatif, dan berbasis kebutuhan agar dapat berjalan secara efektif. 

 

3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa didasarkan pada sejumlah prinsip yang 

menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kebutuhan dan 

relevansi, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 
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nyata peserta didik. Knowles (1984) menekankan bahwa orang dewasa 

akan lebih termotivasi untuk belajar jika materi yang diberikan memiliki 

hubungan langsung dengan kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi 

pendidik untuk memahami kebutuhan peserta sebelum menyusun 

program pembelajaran. 

Prinsip lain yang penting adalah pengalaman sebagai sumber 

belajar. Dalam pendidikan orang dewasa, pengalaman tidak hanya 

dianggap sebagai latar belakang peserta didik, tetapi juga sebagai bagian 

integral dari proses pembelajaran. Kolb (1984) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif terjadi melalui siklus pengalaman, refleksi, 

konseptualisasi, dan eksperimen. Dengan demikian, pembelajaran harus 

memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, 

dan merefleksikan pengalaman tersebut. 

Kemandirian belajar juga menjadi prinsip penting dalam 

pendidikan orang dewasa. Peserta didik dewasa memiliki kecenderungan 

untuk mengarahkan proses belajar sendiri, sehingga peran pendidik lebih 

sebagai fasilitator daripada sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam 

hal ini, pendidik bertugas untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, memberikan motivasi, serta membantu peserta dalam 

mencapai tujuan belajar. Selain itu, pendidikan orang dewasa juga 

berorientasi pada pemecahan masalah, di mana pembelajaran difokuskan 

pada upaya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Motivasi internal menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

pendidikan orang dewasa. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa 

motivasi merupakan pendorong utama dalam perubahan perilaku. Dalam 

konteks pendidikan, motivasi ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi 

dan keberhasilan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, penting bagi pendidik untuk menciptakan suasana belajar 

yang mampu membangkitkan motivasi peserta didik. 

 

4. Pendekatan dalam Pendidikan Orang Dewasa 

Pada pelaksanaannya, pendidikan orang dewasa menggunakan 

berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik. Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan utama 

yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  36 

 

pembelajaran. Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan yang efektif 

adalah pendidikan yang dialogis, di mana terjadi interaksi dua arah 

antara pendidik dan peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik 

tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai 

subjek yang aktif dalam pembelajaran. 

Pendekatan kontekstual juga sangat penting dalam pendidikan 

orang dewasa, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sosial, 

budaya, dan ekonomi peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan 

materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Selain 

itu, pendekatan berbasis pengalaman menekankan pada penggunaan 

pengalaman hidup peserta sebagai sumber belajar utama. Dengan 

pendekatan ini, peserta dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan 

pengalaman yang dimiliki, sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 

Pendekatan pemberdayaan (empowerment) juga menjadi ciri 

khas pendidikan orang dewasa. Kindervatter (1979) menyatakan bahwa 

pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan individu dalam 

mengontrol kehidupan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui 

pendekatan ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kemandirian dan 

kepercayaan diri peserta didik. 

 

5. Tujuan Pendidikan Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa memiliki tujuan yang luas dan 

mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara umum, tujuan pendidikan 

ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

individu agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain 

itu, pendidikan orang dewasa juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup individu melalui pembelajaran yang relevan dengan 

kebutuhannya. 

Pada konteks sosial, pendidikan orang dewasa bertujuan untuk 

mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan. Pendidikan ini diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran sosial, memperkuat solidaritas, dan mendorong keterlibatan 

aktif masyarakat dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendidikan orang 

dewasa juga berperan dalam meningkatkan kemandirian individu, 
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sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi tanpa 

ketergantungan pada pihak lain. 

 

6. Tantangan dalam Pendidikan Orang Dewasa 

Pada praktiknya, pendidikan orang dewasa menghadapi berbagai 

tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Salah 

satu tantangan utama adalah rendahnya motivasi belajar pada sebagian 

masyarakat, terutama bagi yang belum menyadari pentingnya 

pendidikan. Selain itu, keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja dan 

tanggung jawab keluarga juga menjadi hambatan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Perbedaan latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya peserta 

didik juga dapat menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menuntut pendidik untuk mampu menyesuaikan metode dan strategi 

pembelajaran agar dapat menjangkau seluruh peserta didik secara 

efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel, 

partisipatif, dan kontekstual agar pendidikan orang dewasa dapat 

berjalan secara optimal. 

 

B. Karakteristik Peserta Didik Dewasa 

 

Peserta didik dewasa memiliki karakteristik yang berbeda secara 

signifikan dibandingkan dengan peserta didik anak-anak, baik dari segi 

psikologis, sosial, maupun pengalaman belajar. Perbedaan ini menuntut 

adanya pendekatan pembelajaran yang berbeda, yang dikenal dengan 

pendekatan andragogi. Dalam pendidikan orang dewasa, peserta didik 

tidak lagi diposisikan sebagai individu yang pasif, melainkan sebagai 

subjek aktif yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan tujuan belajar 

yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik peserta 

didik dewasa menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merancang 

proses pembelajaran yang efektif, relevan, dan bermakna. 

 

1. Pengalaman sebagai Sumber Belajar Utama 

Salah satu karakteristik utama peserta didik dewasa adalah 

memiliki pengalaman hidup yang luas, yang menjadi sumber belajar 

yang sangat berharga. Pengalaman tersebut mencakup pengalaman kerja, 
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kehidupan keluarga, interaksi sosial, serta berbagai peristiwa yang 

membentuk cara berpikir dan bertindak individu. Dalam konteks 

pembelajaran, pengalaman ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memahami konsep baru, sehingga proses belajar menjadi lebih 

kontekstual dan bermakna. Knowles (1980) menyatakan bahwa 

pengalaman merupakan salah satu sumber belajar utama dalam 

pendidikan orang dewasa, yang membedakannya dari pendidikan anak-

anak yang lebih bergantung pada transfer pengetahuan dari pendidik. 

Dengan memanfaatkan pengalaman sebagai sumber belajar, 

proses pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi, studi kasus, dan 

refleksi pengalaman. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk 

mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

2. Orientasi Belajar yang Bersifat Praktis dan Problem-Centered 

Peserta didik dewasa cenderung memiliki orientasi belajar yang 

bersifat praktis dan berfokus pada pemecahan masalah. Belajar bukan 

semata-mata untuk memperoleh pengetahuan, tetapi untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu atau mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Knowles (1984) menjelaskan bahwa orang 

dewasa memiliki orientasi belajar yang berpusat pada masalah (problem-

centered) dibandingkan pada materi (subject-centered). 

Pada konteks ini, pembelajaran harus dirancang dengan 

pendekatan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. 

Materi yang disampaikan sebaiknya berkaitan langsung dengan 

kehidupan, seperti kesehatan keluarga, keterampilan kerja, atau 

pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, peserta didik 

dewasa akan lebih termotivasi untuk belajar karena dapat melihat 

manfaat langsung dari pembelajaran tersebut. 

 

3. Kemandirian dalam Belajar (Self-Directed Learning) 

Karakteristik lain yang menonjol pada peserta didik dewasa 

adalah tingkat kemandirian yang tinggi dalam belajar. Orang dewasa 

cenderung ingin mengontrol proses belajarnya sendiri, termasuk dalam 

menentukan tujuan, materi, dan cara belajar. Merriam dan Bierema 
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(2014) menyatakan bahwa orang dewasa memiliki kecenderungan untuk 

menjadi pembelajar mandiri (self-directed learners), yang mampu 

mengelola proses belajar secara aktif. Dalam hal ini, peran pendidik 

berubah dari penyampai informasi menjadi fasilitator yang membantu 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidik perlu 

memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait metode 

dan materi pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih 

partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

4. Motivasi Belajar yang Bersifat Internal 

Motivasi belajar pada peserta didik dewasa umumnya bersifat 

internal, yang berasal dari dalam diri individu, seperti keinginan untuk 

meningkatkan kualitas hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi, atau 

menjalankan peran sosial dengan lebih baik. Berbeda dengan anak-anak 

yang seringkali dipengaruhi oleh motivasi eksternal, seperti nilai atau 

tekanan dari orang tua, orang dewasa lebih termotivasi oleh kebutuhan 

pribadi dan tujuan hidupnya. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa 

motivasi merupakan faktor penting dalam mendorong seseorang untuk 

melakukan perubahan perilaku. Dalam konteks pendidikan orang 

dewasa, motivasi internal menjadi pendorong utama dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk 

memahami kebutuhan dan tujuan peserta didik agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi. 

 

5. Kesiapan Belajar yang Dipengaruhi oleh Peran Sosial 

Kesiapan belajar peserta didik dewasa sangat dipengaruhi oleh 

peran sosial yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Knowles (1984) 

menjelaskan bahwa orang dewasa akan siap belajar ketika menghadapi 

situasi atau tuntutan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

baru. Misalnya, seorang ibu rumah tangga akan lebih tertarik untuk 

belajar tentang kesehatan anak atau pengelolaan gizi keluarga, sementara 

seorang pekerja akan lebih tertarik pada pelatihan yang berkaitan dengan 

pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan peran sosial peserta didik agar dapat 

berjalan secara efektif. Dengan memahami konteks kehidupan peserta 
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didik, pendidik dapat merancang materi pembelajaran yang lebih relevan 

dan sesuai dengan kebutuhannya. 

 

6. Konsep Diri sebagai Individu Dewasa 

Peserta didik dewasa memiliki konsep diri yang berbeda 

dibandingkan dengan anak-anak. Melihat dirinya sebagai individu yang 

mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Oleh 

karena itu, cenderung tidak menyukai pendekatan pembelajaran yang 

bersifat otoriter atau memaksakan. Knowles (1980) menyatakan bahwa 

perubahan konsep diri dari ketergantungan menjadi kemandirian 

merupakan salah satu ciri utama perkembangan individu dewasa. Dalam 

konteks pembelajaran, hal ini berarti bahwa pendidik harus menghargai 

peserta didik sebagai individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, 

dan kemampuan. Pendekatan yang dialogis dan partisipatif menjadi 

sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

menghargai keberagaman peserta didik. 

 

7. Perbedaan Latar Belakang Peserta Didik 

Peserta didik dewasa umumnya memiliki latar belakang yang 

sangat beragam, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, budaya, maupun 

pengalaman hidup. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan dalam 

proses pembelajaran, karena memungkinkan terjadinya pertukaran 

pengalaman dan pengetahuan antar peserta didik. Namun, di sisi lain, 

perbedaan ini juga dapat menjadi tantangan dalam merancang 

pembelajaran yang dapat menjangkau semua peserta didik secara efektif. 

Oleh karena itu, pendidik perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel 

dan inklusif, serta mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan 

kondisi peserta didik. Pendekatan yang partisipatif dan berbasis 

pengalaman dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi perbedaan 

tersebut, sehingga semua peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 

8. Kebutuhan Akan Pembelajaran yang Relevan dan Bermakna 

Peserta didik dewasa memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap 

pembelajaran yang relevan dan bermakna, cenderung tidak tertarik pada 

materi yang bersifat teoritis dan tidak memiliki keterkaitan dengan 
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kehidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang 

sedemikian rupa agar memiliki nilai praktis dan dapat langsung 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kolb (1984) menekankan 

pentingnya pengalaman dalam menciptakan pembelajaran yang 

bermakna. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

dan kebutuhan peserta didik, proses belajar menjadi lebih efektif dan 

memberikan dampak yang nyata. Hal ini juga dapat meningkatkan 

motivasi dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

C. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa 

 

Strategi pembelajaran orang dewasa merupakan komponen 

penting dalam penyelenggaraan pendidikan orang dewasa yang efektif 

dan bermakna. Orang dewasa sebagai peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak, seperti 

pengalaman hidup yang luas, motivasi belajar yang bersifat internal, 

serta orientasi belajar yang berfokus pada pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu 

menyesuaikan dengan karakteristik tersebut agar proses pembelajaran 

dapat berjalan secara optimal. 

Pada konteks pendidikan masyarakat, strategi pembelajaran 

orang dewasa menjadi sangat penting karena peserta didik berasal dari 

latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun 

budaya. Strategi yang tepat dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta 

didik serta mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai 

metode penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan 

yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. 

 

1. Strategi Pembelajaran Partisipatif 

Strategi pembelajaran partisipatif menempatkan peserta didik 

sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, 

peserta didik dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran, seperti diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman. 

Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan yang efektif harus bersifat 

dialogis, di mana terjadi interaksi dua arah antara pendidik dan peserta 
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didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak boleh bersifat satu 

arah, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik. 

Dengan strategi partisipatif, peserta didik memiliki kesempatan 

untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan memberikan kontribusi 

dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri 

serta tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajaran. Selain itu, 

keterlibatan aktif peserta didik juga dapat memperdalam pemahaman 

terhadap materi yang dipelajari, karena tidak hanya menerima informasi, 

tetapi juga mengolah dan menginterpretasikan informasi tersebut. 

Pada praktiknya, strategi ini dapat diterapkan melalui berbagai 

metode, seperti diskusi kelompok, curah pendapat (brainstorming), 

simulasi, dan permainan peran (role play). Metode-metode tersebut 

memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara aktif dan belajar 

dari pengalaman satu sama lain. Dengan demikian, pembelajaran 

menjadi lebih hidup, menarik, dan relevan dengan kebutuhan peserta 

didik. 

 

2. Strategi Pembelajaran Berbasis Pengalaman 

Strategi pembelajaran berbasis pengalaman merupakan 

pendekatan yang memanfaatkan pengalaman hidup peserta didik sebagai 

sumber belajar utama. Orang dewasa memiliki pengalaman yang 

beragam, sehingga pembelajaran akan lebih efektif jika dikaitkan dengan 

pengalaman tersebut. Kolb (1984) menyatakan bahwa pembelajaran 

yang efektif terjadi melalui siklus pengalaman yang melibatkan tahap 

pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. 

Pada strategi ini, peserta didik diajak untuk merefleksikan 

pengalaman yang dimiliki, kemudian mengaitkannya dengan konsep 

atau teori yang dipelajari. Proses refleksi ini memungkinkan peserta 

didik untuk memahami makna dari pengalaman serta mengembangkan 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. 

Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

praktis dan aplikatif. 

Penerapan strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti 

studi kasus, berbagi pengalaman, dan diskusi reflektif. Dalam kegiatan 

tersebut, peserta didik dapat saling bertukar pengalaman dan belajar dari 

pengalaman orang lain. Hal ini tidak hanya memperkaya proses 
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pembelajaran, tetapi juga membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. 

 

3. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah 

sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, 

peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, 

menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang tepat. Knowles 

(1984) menjelaskan bahwa orang dewasa memiliki orientasi belajar yang 

berpusat pada pemecahan masalah, sehingga strategi ini sangat sesuai 

untuk diterapkan dalam pendidikan orang dewasa. 

Dengan strategi ini, peserta didik tidak hanya belajar memahami 

konsep, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan konsep tersebut 

dalam menyelesaikan masalah nyata. Hal ini dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif peserta didik. Selain itu, 

strategi ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar, karena peserta 

didik dapat melihat manfaat langsung dari pembelajaran yang dilakukan. 

Dalam praktiknya, strategi ini dapat diterapkan melalui diskusi kasus, 

simulasi masalah, dan proyek berbasis masalah. Peserta didik dapat 

bekerja secara individu maupun kelompok untuk mencari solusi terhadap 

masalah yang diberikan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih 

aktif, interaktif, dan berorientasi pada hasil yang nyata. 

 

4. Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Strategi pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya 

mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi 

oleh peserta didik. Dalam strategi ini, pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik, sehingga materi yang 

disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Merriam dan 

Bierema (2014) menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa harus 

memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan peserta didik. 

Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik dapat memahami 

hubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Hal 

ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta memudahkan peserta didik 

dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian, 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memberikan manfaat yang 

nyata. 

Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

contoh-contoh nyata, studi lapangan, dan simulasi yang sesuai dengan 

kondisi peserta didik. Dengan mengaitkan materi dengan konteks 

kehidupan nyata, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan 

mengingat materi yang dipelajari. Selain itu, strategi ini juga dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5. Strategi Pembelajaran Kolaboratif 

Strategi pembelajaran kolaboratif menekankan kerja sama antar 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, peserta 

didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau 

memecahkan masalah secara bersama-sama. Melalui interaksi sosial, 

peserta didik dapat saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan 

perspektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih kaya dan mendalam. 

Pembelajaran kolaboratif juga dapat meningkatkan keterampilan 

sosial peserta didik, seperti komunikasi, kerja sama, dan toleransi 

terhadap perbedaan. Hal ini sangat penting dalam pendidikan orang 

dewasa, karena peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam. 

Dengan bekerja sama dalam kelompok, peserta didik dapat belajar untuk 

menghargai perbedaan serta mengembangkan kemampuan bekerja 

dalam tim. Dalam praktiknya, strategi ini dapat diterapkan melalui kerja 

kelompok, diskusi tim, dan proyek kolaboratif. Peserta didik dapat 

diberikan tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama, sehingga 

dapat saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Dengan 

demikian, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. 

 

6. Strategi Pembelajaran Mandiri 

Strategi pembelajaran mandiri memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengelola proses belajar sendiri. Dalam strategi ini, 

peserta didik memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan belajar, 

memilih sumber belajar, serta mengevaluasi hasil belajar. Merriam dan 

Bierema (2014) menyatakan bahwa orang dewasa memiliki 

kecenderungan untuk menjadi pembelajar mandiri yang aktif. 
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Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap proses belajar. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang 

memberikan bimbingan dan dukungan, bukan sebagai sumber utama 

informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip andragogi yang menekankan 

kemandirian peserta didik dalam belajar. Penerapan strategi ini dapat 

dilakukan melalui tugas individu, pembelajaran berbasis proyek, serta 

penggunaan berbagai sumber belajar seperti modul, buku, dan media 

digital. Dengan demikian, peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan belajar sepanjang hayat yang sangat penting dalam 

menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. 

 

D. Evaluasi Pembelajaran Orang Dewasa 

 

Evaluasi pembelajaran orang dewasa merupakan bagian penting 

dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk menilai efektivitas 

pembelajaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

konteks pendidikan orang dewasa, evaluasi tidak hanya berfokus pada 

pengukuran hasil belajar, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, 

keterlibatan peserta didik, serta perubahan sikap dan perilaku. Hal ini 

sejalan dengan karakteristik orang dewasa yang belajar berdasarkan 

kebutuhan dan pengalaman, sehingga evaluasi harus dirancang secara 

fleksibel dan kontekstual. 

Berbeda dengan evaluasi dalam pendidikan formal yang sering 

bersifat standar dan berbasis tes, evaluasi pembelajaran orang dewasa 

lebih menekankan pada pendekatan partisipatif dan reflektif. Peserta 

didik dilibatkan dalam proses evaluasi, baik sebagai objek maupun 

subjek evaluasi, sehingga dapat memahami perkembangan belajar 

sendiri. Oleh karena itu, evaluasi dalam pendidikan orang dewasa tidak 

hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana 

pembelajaran itu sendiri. 

 

1. Evaluasi Berbasis Tujuan Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran orang dewasa harus didasarkan pada 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan 

tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

ingin dicapai oleh peserta didik. Knowles (1984) menekankan bahwa 
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pembelajaran orang dewasa harus berorientasi pada kebutuhan dan 

tujuan yang relevan dengan kehidupan peserta didik, sehingga evaluasi 

juga harus mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai. 

Pada praktiknya, evaluasi berbasis tujuan dilakukan dengan 

membandingkan hasil belajar peserta didik dengan indikator yang telah 

ditetapkan. Indikator tersebut harus jelas, terukur, dan relevan dengan 

kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, evaluasi dapat memberikan 

gambaran yang akurat tentang keberhasilan pembelajaran. Selain itu, 

evaluasi berbasis tujuan juga dapat membantu pendidik dalam 

memperbaiki proses pembelajaran. Dengan mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan, pendidik dapat mengidentifikasi kelemahan dan 

kekuatan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dilakukan 

perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 

 

2. Evaluasi Proses Pembelajaran 

Evaluasi dalam pendidikan orang dewasa tidak hanya berfokus 

pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung. 

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai bagaimana pembelajaran 

dilaksanakan, termasuk metode yang digunakan, keterlibatan peserta 

didik, serta interaksi antara pendidik dan peserta didik. Hal ini penting 

karena proses pembelajaran yang baik akan berpengaruh pada hasil yang 

dicapai. 

Pada evaluasi proses, berbagai aspek dapat dinilai, seperti 

partisipasi peserta didik, efektivitas metode pembelajaran, serta suasana 

belajar. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik, seperti observasi, 

wawancara, dan diskusi, untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai 

alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Melalui evaluasi proses, pendidik dapat mengetahui 

apakah strategi pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. Jika ditemukan kekurangan, maka pendidik 

dapat melakukan penyesuaian agar pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
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3. Evaluasi Partisipatif dan Reflektif 

Evaluasi partisipatif merupakan pendekatan evaluasi yang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses evaluasi. Dalam 

pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menjadi objek evaluasi, tetapi 

juga berperan sebagai subjek yang memberikan penilaian terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. Freire (1970) menekankan pentingnya 

keterlibatan peserta didik dalam proses pendidikan, termasuk dalam 

evaluasi. 

Pendekatan reflektif juga menjadi bagian penting dalam evaluasi 

pembelajaran orang dewasa. Peserta didik diajak untuk merefleksikan 

pengalaman belajar, mengidentifikasi apa yang telah dipelajari, serta 

mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Kolb (1984) 

menyatakan bahwa refleksi merupakan bagian penting dalam proses 

pembelajaran yang efektif. Dengan melibatkan peserta didik dalam 

evaluasi, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendorong 

kesadaran diri. Peserta didik dapat memahami perkembangan serta 

mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan di masa depan. 

Hal ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap proses 

belajar. 

 

4. Evaluasi Berbasis Kinerja (Performance Assessment) 

Evaluasi berbasis kinerja merupakan pendekatan yang menilai 

kemampuan peserta didik berdasarkan kinerja nyata dalam melakukan 

suatu tugas atau aktivitas. Dalam pendidikan orang dewasa, pendekatan 

ini sangat relevan karena pembelajaran lebih berorientasi pada 

keterampilan praktis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Merriam dan Bierema (2014) menyatakan bahwa pembelajaran orang 

dewasa harus dapat diukur melalui kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. 

Pada evaluasi berbasis kinerja, peserta didik diminta untuk 

menunjukkan kemampuan melalui tugas-tugas tertentu, seperti praktik 

langsung, proyek, atau demonstrasi. Penilaian dilakukan berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan, sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan 

terukur. Pendekatan ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses 

yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Dengan 

demikian, evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih 
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komprehensif tentang kemampuan peserta didik serta membantunya 

dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan. 

 

5. Evaluasi Berkelanjutan (Continuous Evaluation) 

Evaluasi dalam pendidikan orang dewasa sebaiknya dilakukan 

secara berkelanjutan, tidak hanya pada akhir pembelajaran. Evaluasi 

berkelanjutan memungkinkan pendidik untuk memantau perkembangan 

peserta didik secara terus menerus serta memberikan umpan balik yang 

diperlukan untuk meningkatkan proses belajar. Dalam pendekatan ini, 

evaluasi dilakukan pada berbagai tahap pembelajaran, mulai dari awal, 

selama proses berlangsung, hingga akhir pembelajaran. Hal ini 

memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi kesulitan yang 

dihadapi peserta didik serta memberikan bantuan yang diperlukan secara 

tepat waktu. Selain itu, evaluasi berkelanjutan juga dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik, karena mendapatkan umpan balik secara 

terus menerus. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui 

perkembangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

6. Penggunaan Berbagai Teknik dan Instrumen Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran orang dewasa memerlukan penggunaan 

berbagai teknik dan instrumen yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik. Teknik evaluasi tidak hanya terbatas pada tes tertulis, tetapi juga 

mencakup observasi, wawancara, diskusi, penilaian diri, dan portofolio. 

Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pemilihan teknik evaluasi harus 

disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik peserta didik agar hasil 

evaluasi lebih akurat. Penggunaan berbagai teknik evaluasi 

memungkinkan pendidik untuk memperoleh informasi yang lebih 

lengkap tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Setiap 

teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kombinasi 

beberapa teknik dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. 

Selain itu, penggunaan instrumen evaluasi yang bervariasi juga dapat 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses evaluasi. Dengan 

demikian, evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi 

bagian dari proses pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan peserta didik.  
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BAB IV 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan 

penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu dan 

kelompok secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada proses 

penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali potensi, 

mengatasi permasalahan, serta mengambil keputusan secara mandiri 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang efektif karena 

menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek 

dari program pembangunan. 

Dengan proses pemberdayaan, masyarakat didorong untuk 

berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi. Pendidikan masyarakat memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mendukung proses ini, terutama dalam 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis 

masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya 

berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang mampu membangun 

kemandirian, kepercayaan diri, serta keberlanjutan dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan 

penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks 

pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek 

pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Oleh 

karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan 

dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 
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Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada 

peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, 

dan politik. Proses ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan 

masyarakat merupakan proses yang kompleks dan multidimensional 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara 

menyeluruh. 

 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat secara umum diartikan sebagai proses 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

mengelola kehidupan sendiri. Istilah pemberdayaan berasal dari kata 

“daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, sehingga pemberdayaan 

dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan atau meningkatkan 

kekuatan kepada masyarakat. Menurut Chambers (1995), pemberdayaan 

masyarakat adalah proses yang memungkinkan masyarakat untuk 

memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan dan sumber daya yang 

mempengaruhi kehidupan. 

Pada perspektif lain, Ife (2013) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam 

pembangunan. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran kritis, 

kemampuan organisasi, serta akses terhadap sumber daya. Dengan 

demikian, pemberdayaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga 

mencakup aspek psikologis dan sosial. Pemberdayaan masyarakat juga 

berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial, di mana masyarakat 

diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Proses ini 

menekankan pentingnya partisipasi, kesetaraan, dan keadilan dalam 

pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas 

individu dan kelompok. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan, 
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keterampilan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kehidupan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan 

mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat 

didorong untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat. Tujuan lain dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

menciptakan kemandirian dan keberlanjutan. Masyarakat yang berdaya 

diharapkan tidak bergantung pada bantuan dari pihak luar, tetapi mampu 

mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif. Dengan demikian, 

pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 

 

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada beberapa prinsip 

yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip utama 

adalah partisipasi, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam 

setiap tahap pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya bersifat formal, 

tetapi juga substantif, sehingga masyarakat benar-benar memiliki peran 

dalam pengambilan keputusan (Ife, 2013). 

Prinsip lain adalah kemandirian, yang menekankan bahwa 

masyarakat harus mampu mengelola kehidupan sendiri tanpa 

ketergantungan pada pihak luar. Pemberdayaan bukan berarti 

memberikan bantuan secara terus-menerus, tetapi lebih pada 

meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri. Selain itu, 

prinsip keadilan dan kesetaraan juga menjadi dasar dalam pemberdayaan 

masyarakat. Semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari 

pembangunan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan 

sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 

 

4. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 
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Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan 

partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh 

proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog 

dan kerja sama antara masyarakat dan pihak luar. Pendekatan lain adalah 

pendekatan berbasis potensi lokal, yang menekankan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, 

masyarakat didorong untuk mengenali dan mengembangkan potensi 

yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. 

Selain itu, pendekatan pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan diri. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu 

instrumen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

 

5. Peran Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembangunan, karena dapat meningkatkan partisipasi dan 

kemandirian masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat 

tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama 

dalam pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan program pembangunan. Selain itu, pemberdayaan 

masyarakat juga dapat memperkuat kapasitas sosial masyarakat, seperti 

kemampuan bekerja sama, berorganisasi, dan mengambil keputusan. 

Kapasitas ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan 

sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial, dengan 

memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat 

untuk berkembang. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat 

menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

6. Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat menghadapi 

berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Salah 

satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi 

masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, 
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pendidikan, atau kepercayaan terhadap program yang dilaksanakan. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, manusia, 

maupun infrastruktur, juga menjadi hambatan dalam proses 

pemberdayaan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, program 

pemberdayaan sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Tantangan 

lainnya adalah adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam 

masyarakat, yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai 

tantangan tersebut agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara 

optimal. 

 

B. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan 

 

Strategi dan pendekatan pemberdayaan merupakan aspek penting 

dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, 

tetapi juga dengan cara atau metode yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan strategi dan pendekatan yang 

tepat menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses pemberdayaan 

berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. 

Pada praktiknya, strategi pemberdayaan harus disesuaikan 

dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Setiap 

komunitas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan 

yang digunakan tidak dapat bersifat seragam. Selain itu, pemberdayaan 

masyarakat juga menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam 

setiap tahap kegiatan, sehingga strategi yang digunakan harus mampu 

mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. 

 

1. Strategi Partisipatif dalam Pemberdayaan 

Strategi partisipatif merupakan pendekatan utama dalam 

pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif 

masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Dalam strategi ini, 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi 

pelaku utama yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program. Chambers (1995) menegaskan bahwa partisipasi 
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masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Dengan strategi partisipatif, masyarakat diberikan ruang untuk 

menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapannya. Hal ini 

memungkinkan program yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, partisipasi juga dapat 

meningkatkan rasa memiliki terhadap program, sehingga masyarakat 

lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Penerapan strategi 

partisipatif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti 

musyawarah, diskusi kelompok, dan forum komunitas. Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, proses pemberdayaan menjadi lebih 

demokratis dan inklusif, serta mampu meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam mengambil keputusan. 

 

2. Pendekatan Berbasis Potensi Lokal (Asset-Based Approach) 

Pendekatan berbasis potensi lokal menekankan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dasar dalam proses 

pemberdayaan. Dalam pendekatan ini, masyarakat didorong untuk 

mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, baik berupa sumber 

daya alam, keterampilan, maupun nilai-nilai budaya. Ife (2013) 

menyatakan bahwa pemberdayaan yang efektif harus berangkat dari 

kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan berbasis masalah 

yang cenderung fokus pada kekurangan atau kelemahan masyarakat. 

Dengan menekankan pada potensi, masyarakat menjadi lebih percaya 

diri dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Selain itu, pendekatan 

ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan program, karena masyarakat 

memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Dalam praktiknya, 

pendekatan berbasis potensi lokal dapat diterapkan melalui pemetaan 

potensi masyarakat, pelatihan keterampilan, serta pengembangan usaha 

berbasis lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan 

kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

3. Strategi Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi penting dalam 

pemberdayaan masyarakat, karena dapat meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pendidikan, 

masyarakat dapat memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih 

baik tentang berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, dan 

lingkungan. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan sarana utama dalam mengubah perilaku dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

Pelatihan keterampilan juga menjadi bagian penting dalam 

strategi ini, terutama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi 

masyarakat. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, masyarakat 

dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatannya. 

Hal ini sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan strategi ini dapat 

dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, 

penyuluhan kesehatan, dan pendidikan nonformal. Dengan demikian, 

masyarakat dapat mengembangkan kapasitas secara optimal dan menjadi 

lebih mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. 

 

4. Pendekatan Pemberdayaan Berbasis Kelompok 

Pendekatan berbasis kelompok merupakan strategi 

pemberdayaan yang dilakukan melalui pembentukan dan penguatan 

kelompok masyarakat. Dalam pendekatan ini, individu-individu dalam 

masyarakat dihimpun dalam suatu kelompok untuk bekerja sama dalam 

mencapai tujuan bersama. Kelompok dapat menjadi sarana untuk 

berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. 

Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat mengembangkan 

kemampuan organisasi, kepemimpinan, dan kerja sama. Selain itu, 

kelompok juga dapat menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas 

sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan. Ife (2013) menekankan bahwa kelompok merupakan unit 

penting dalam pemberdayaan masyarakat karena dapat memperkuat 

posisi tawar masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat 

diterapkan melalui pembentukan kelompok usaha, kelompok tani, atau 

kelompok belajar. Dengan adanya kelompok, masyarakat dapat lebih 

mudah mengakses sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 
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5. Strategi Pendampingan (Facilitation Strategy) 

Strategi pendampingan merupakan pendekatan yang 

menekankan peran fasilitator dalam mendukung proses pemberdayaan 

masyarakat. Dalam strategi ini, fasilitator tidak berperan sebagai 

pemberi bantuan, tetapi sebagai pendamping yang membantu 

masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan 

melaksanakan program. Chambers (1995) menyatakan bahwa peran 

fasilitator sangat penting dalam mendorong partisipasi dan kemandirian 

masyarakat. 

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa masyarakat mampu menjalankan program secara 

mandiri. Fasilitator memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan 

teknis yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, proses 

pemberdayaan dapat berjalan secara lebih terarah dan efektif. Penerapan 

strategi ini memerlukan kemampuan fasilitator dalam berkomunikasi, 

memahami kondisi masyarakat, serta membangun hubungan yang baik 

dengan masyarakat. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat 

dapat mengembangkan kapasitas secara optimal dan mencapai 

kemandirian. 

 

6. Pendekatan Pemberdayaan Berbasis Kemandirian dan 

Keberlanjutan 

Pendekatan pemberdayaan berbasis kemandirian dan 

keberlanjutan menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang 

mampu mengelola kehidupan secara mandiri dalam jangka panjang. 

Dalam pendekatan ini, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada 

pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan program 

dalam jangka panjang. Ife (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan 

yang efektif harus mampu menciptakan kemandirian masyarakat. 

Pendekatan ini mengharuskan adanya penguatan kapasitas 

masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan. Masyarakat didorong untuk mengembangkan kemampuan 

dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, serta menghadapi 

berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dalam praktiknya, 

pendekatan ini dapat diterapkan melalui pengembangan usaha 

berkelanjutan, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan 
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kapasitas kepemimpinan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat 

tidak hanya mampu berkembang, tetapi juga mampu mempertahankan 

dan meningkatkan hasil yang telah dicapai. 

 

C. Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan 

 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses 

pemberdayaan masyarakat, karena menjadi sarana utama dalam 

meningkatkan kapasitas individu dan kelompok. Melalui pendidikan, 

masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-

nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan 

kualitas hidup. Dalam konteks pemberdayaan, pendidikan tidak hanya 

berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai 

proses transformasi sosial yang mendorong perubahan sikap, pola pikir, 

dan perilaku masyarakat. 

Pada pembangunan masyarakat, pendidikan menjadi instrumen 

penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendidikan 

membuka akses terhadap informasi dan peluang yang sebelumnya 

terbatas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam 

pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan 

masyarakat yang mandiri, kritis, dan berdaya saing. 

 

1. Pendidikan sebagai Sarana Peningkatan Pengetahuan 

Pendidikan berperan sebagai sarana utama dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan, seperti 

kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Dengan adanya 

pendidikan, masyarakat dapat memahami berbagai informasi yang 

relevan dengan kebutuhan, sehingga mampu mengambil keputusan yang 

lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pengetahuan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

perilaku individu. 

Peningkatan pengetahuan melalui pendidikan juga 

memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Hal ini penting dalam mendorong partisipasi masyarakat 
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dalam pembangunan serta meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu 

sosial yang ada di lingkungannya. Selain itu, pendidikan juga dapat 

membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih luas, 

terutama di era digital saat ini. Dengan pengetahuan yang memadai, 

masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

2. Pendidikan sebagai Sarana Pengembangan Keterampilan 

Pendidikan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterampilan tersebut dapat berupa 

keterampilan teknis, seperti keterampilan kerja dan kewirausahaan, 

maupun keterampilan non-teknis, seperti komunikasi, kepemimpinan, 

dan manajemen. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, 

masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. 

Pengembangan keterampilan melalui pendidikan sangat penting dalam 

mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan keterampilan 

yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan peluang usaha dan 

meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat membantu mengurangi 

tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan keterampilan juga 

dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, karena memiliki 

kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan 

demikian, pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, 

tetapi juga memperkuat aspek psikologis individu. 

 

3. Pendidikan sebagai Sarana Pembentukan Kesadaran Kritis 

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran 

kritis masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang 

dihadapi. Freire (1970) menyatakan bahwa pendidikan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari ketidakadilan melalui pengembangan 

kesadaran kritis. Dengan kesadaran kritis, masyarakat dapat memahami 

akar permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat. 

Kesadaran kritis memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya 

menerima kondisi yang ada, tetapi juga berupaya untuk melakukan 

perubahan. Hal ini sangat penting dalam proses pemberdayaan, karena 

masyarakat yang kritis akan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-

haknya. Melalui pendidikan, masyarakat dapat diajak untuk berdiskusi, 
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menganalisis, dan merefleksikan berbagai isu yang ada. Dengan 

demikian, pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran 

dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

 

4. Pendidikan sebagai Sarana Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dengan pendidikan, 

masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting 

untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi 

dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program 

pembangunan. Masyarakat yang terlibat secara aktif akan memiliki rasa 

memiliki terhadap program tersebut, sehingga lebih bertanggung jawab 

dalam pelaksanaannya. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu 

masyarakat dalam memahami pentingnya kerja sama dan kolaborasi 

dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pendidikan dapat 

memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kohesi dalam 

masyarakat. 

 

5. Pendidikan sebagai Sarana Peningkatan Kemandirian 

Pendidikan berperan dalam meningkatkan kemandirian 

masyarakat dengan memberikan kemampuan untuk mengelola 

kehidupan sendiri. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

masyarakat dapat mengambil keputusan secara mandiri dan tidak 

bergantung pada pihak lain. Ife (2013) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian 

dalam berbagai aspek kehidupan. Kemandirian ini mencakup 

kemampuan dalam mengelola sumber daya, mengembangkan usaha, 

serta menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Pendidikan 

membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan tersebut, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selain 

itu, pendidikan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat, 

karena memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah. 

Dengan demikian, pendidikan menjadi faktor penting dalam 

menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. 
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6. Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Sosial 

Pendidikan memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang 

dapat mendorong transformasi dalam masyarakat. Melalui pendidikan, 

nilai-nilai baru dapat diperkenalkan dan dikembangkan, seperti 

kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini penting dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Transformasi sosial melalui pendidikan juga mencakup perubahan dalam 

pola pikir dan perilaku masyarakat. Pendidikan dapat membantu 

masyarakat untuk lebih terbuka terhadap perubahan serta mampu 

beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks 

pemberdayaan, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas individu, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang lebih 

luas dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu 

instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

D. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan 

 

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat merupakan 

alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses 

pemberdayaan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks 

pembangunan berbasis masyarakat, keberhasilan tidak hanya diukur dari 

aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan 

kelembagaan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pemberdayaan 

harus bersifat multidimensional dan mampu menggambarkan perubahan 

yang terjadi secara menyeluruh. 

Pentingnya indikator dalam pemberdayaan terletak pada 

fungsinya sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan 

adanya indikator yang jelas, pelaksana program dapat menilai efektivitas 

kegiatan yang dilakukan serta mengidentifikasi aspek yang perlu 

diperbaiki. Selain itu, indikator juga dapat digunakan untuk memastikan 

bahwa proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. 
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1. Peningkatan Kapasitas Individu 

Salah satu indikator utama keberhasilan pemberdayaan adalah 

peningkatan kapasitas individu dalam masyarakat. Kapasitas ini 

mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang memungkinkan 

individu untuk mengelola kehidupan secara lebih baik. Notoatmodjo 

(2010) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas individu merupakan 

langkah awal dalam proses perubahan perilaku yang lebih luas. 

Peningkatan kapasitas individu dapat dilihat dari kemampuan 

masyarakat dalam memahami informasi, mengambil keputusan, serta 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Individu yang berdaya akan lebih 

mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang 

ada untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, peningkatan 

kapasitas juga mencakup aspek psikologis, seperti kepercayaan diri dan 

motivasi. Individu yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat 

dan berani mengambil inisiatif dalam berbagai bidang. 

 

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 

Indikator keberhasilan pemberdayaan lainnya adalah 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan. Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Chambers (1995) 

menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci 

dalam keberhasilan pemberdayaan. Masyarakat yang berdaya akan lebih 

aktif dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta terlibat 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

tidak lagi bersifat pasif, tetapi telah menjadi subjek yang memiliki peran 

dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi juga dapat memperkuat 

rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, 

masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan 

program tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat bertahan dalam 

jangka panjang. 

 

3. Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu indikator penting 

dalam menilai keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian ini 
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ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidup tanpa ketergantungan pada bantuan pihak luar. Ife (2013) 

menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Indikator kemandirian 

ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, berkembangnya 

usaha masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya 

secara efektif. Masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi 

cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan 

ekonomi. Selain itu, kemandirian ekonomi juga berkaitan dengan 

kemampuan masyarakat dalam menciptakan peluang usaha dan inovasi. 

Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya meningkatkan 

pendapatan, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam 

masyarakat. 

 

4. Penguatan Kelembagaan Lokal 

Penguatan kelembagaan lokal merupakan indikator penting 

dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan lokal, 

seperti kelompok masyarakat, organisasi komunitas, dan lembaga adat, 

berperan dalam mengorganisasi kegiatan masyarakat serta menjadi 

wadah dalam pengambilan keputusan. Ife (2013) menekankan bahwa 

kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

mengelola pembangunan. Kelembagaan yang kuat ditandai dengan 

adanya struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan yang efektif, serta 

mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini memungkinkan 

masyarakat untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai tujuan 

bersama. Selain itu, kelembagaan lokal juga dapat meningkatkan posisi 

tawar masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar, seperti 

pemerintah dan sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih 

mudah mengakses sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. 

 

5. Perubahan Sosial dan Perilaku 

Keberhasilan pemberdayaan juga dapat dilihat dari adanya 

perubahan sosial dan perilaku dalam masyarakat. Perubahan ini 

mencakup perubahan dalam pola pikir, sikap, dan kebiasaan yang 

mendukung peningkatan kualitas hidup. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa perubahan perilaku merupakan indikator penting 
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dalam keberhasilan program pendidikan dan pemberdayaan. Perubahan 

sosial dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

isu-isu penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. 

Masyarakat yang berdaya akan lebih peduli terhadap kondisi 

lingkungannya serta berupaya untuk melakukan perubahan yang positif. 

Selain itu, perubahan perilaku juga mencakup peningkatan nilai-nilai 

sosial, seperti kerja sama, toleransi, dan solidaritas. Hal ini dapat 

memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat serta menciptakan 

lingkungan yang lebih harmonis. 

 

6. Keberlanjutan Program Pemberdayaan 

Indikator terakhir dalam menilai keberhasilan pemberdayaan 

adalah keberlanjutan program yang telah dilaksanakan. Keberlanjutan 

menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat dalam 

jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam 

jangka panjang. Chambers (1995) menyatakan bahwa keberlanjutan 

merupakan salah satu tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat. 

Keberlanjutan program dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam 

melanjutkan kegiatan tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas dan sumber 

daya yang cukup untuk mengelola program secara mandiri. Selain itu, 

keberlanjutan juga berkaitan dengan adanya dukungan kelembagaan, 

kebijakan, dan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, program 

pemberdayaan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 

jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  64 

 

BAB V 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN 
 

 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam 

keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif 

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi, menjadi indikator penting dalam 

menciptakan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 

nyata di lapangan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak hanya 

menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama 

dalam proses pembangunan. 

Pada praktiknya, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kesadaran, motivasi, serta 

dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Pendidikan masyarakat 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi tersebut 

melalui proses pembelajaran yang mendorong kesadaran kritis dan 

keterlibatan aktif. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi 

masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta 

pembangunan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada 

kesejahteraan bersama. 

 

A. Konsep Partisipasi Masyarakat 

 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting 

dalam pembangunan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat 

dalam setiap tahap kegiatan pembangunan. Dalam paradigma 

pembangunan modern, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek 

yang hanya menerima hasil pembangunan, tetapi sebagai subjek yang 

memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi 

masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang 

inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Konsep partisipasi masyarakat juga berkaitan erat dengan upaya 

pemberdayaan, di mana masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran, 

kemampuan, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. 

Partisipasi yang efektif tidak hanya sekadar kehadiran dalam kegiatan, 

tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan serta 

tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, 

pemahaman yang mendalam tentang konsep partisipasi masyarakat 

menjadi penting dalam merancang dan melaksanakan program 

pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. 

 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat secara umum diartikan sebagai 

keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan pembangunan. Keterlibatan ini dapat berupa kontribusi ide, 

tenaga, waktu, maupun sumber daya lainnya. Menurut Cohen dan 

Uphoff (1977), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi 

kegiatan pembangunan.  

Pada perspektif lain, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat 

sebagai bentuk keikutsertaan, tetapi juga sebagai proses yang 

memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap keputusan 

yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Chambers (1995) yang menekankan bahwa partisipasi harus 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah 

pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, 

partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi 

merupakan proses yang melibatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan masyarakat untuk berperan aktif. Partisipasi yang 

berkualitas akan memberikan dampak yang lebih besar dalam 

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. 

 

2. Tujuan Partisipasi Masyarakat 

Tujuan utama partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehingga program yang 

dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan 

adanya partisipasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan 
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kebutuhan secara langsung, sehingga program yang dirancang menjadi 

lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat juga bertujuan 

untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. 

Masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar dalam menjaga dan melanjutkan program 

tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam 

jangka panjang. Partisipasi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas 

masyarakat, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 

Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan, masyarakat dapat belajar 

dan mengembangkan kemampuannya, sehingga menjadi lebih mandiri 

dan berdaya. 

 

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

tergantung pada konteks dan kebutuhan yang ada. Salah satu bentuk 

partisipasi adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana 

masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan. 

Bentuk ini merupakan partisipasi yang paling tinggi karena memberikan 

pengaruh langsung terhadap arah pembangunan. Selain itu, partisipasi 

juga dapat berupa kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti tenaga 

kerja, dana, atau sumber daya lainnya. Bentuk partisipasi ini 

menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

program pembangunan. Partisipasi juga dapat terjadi dalam tahap 

pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Masyarakat dapat memberikan 

umpan balik terhadap hasil yang dicapai serta berperan dalam menilai 

keberhasilan program. Dengan demikian, partisipasi masyarakat 

mencakup seluruh tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga 

evaluasi. 

 

4. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat didasarkan pada beberapa prinsip yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip utama 

adalah inklusivitas, di mana semua anggota masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa partisipasi tidak hanya didominasi oleh kelompok 

tertentu. Prinsip transparansi juga menjadi dasar dalam partisipasi 
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masyarakat. Informasi tentang program dan kegiatan harus disampaikan 

secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan terlibat secara 

aktif. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga penting untuk memastikan 

bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip lainnya 

adalah kesetaraan dan penghargaan terhadap pendapat masyarakat. 

Dalam proses partisipasi, setiap individu harus dihargai dan diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, 

partisipasi masyarakat dapat berjalan secara demokratis dan efektif. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, 

pengetahuan, motivasi, serta kesadaran masyarakat. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran sangat 

berpengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam kegiatan masyarakat. 

Faktor eksternal meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta 

dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Lingkungan yang 

mendukung akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam 

berpartisipasi. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dan akses 

informasi dapat menjadi hambatan dalam partisipasi. Selain itu, faktor 

kepemimpinan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang baik dapat mendorong 

masyarakat untuk terlibat secara aktif, sedangkan kepemimpinan yang 

lemah dapat menghambat partisipasi. 

 

6. Peran Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat 

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembangunan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan 

program. Dengan adanya partisipasi, program yang dilaksanakan akan 

lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil yang dicapai 

lebih optimal. Selain itu, partisipasi juga dapat meningkatkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program 

pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dapat 

terus berjalan meskipun tidak lagi didukung oleh pihak luar. Partisipasi 

masyarakat juga berperan dalam memperkuat kapasitas sosial, seperti 

kerja sama, solidaritas, dan kepercayaan antar anggota masyarakat. 
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Dengan demikian, partisipasi tidak hanya berdampak pada hasil 

pembangunan, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial dalam 

masyarakat. 

 

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

 

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam 

keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Tingkat partisipasi yang 

tinggi menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam 

berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu 

berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

kompleks dan saling berkaitan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dapat berasal dari 

dalam diri individu (internal) maupun dari lingkungan sosial (eksternal). 

Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar program 

pembangunan dapat dirancang secara lebih efektif dan mampu 

mendorong keterlibatan masyarakat secara maksimal. Dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, pihak pelaksana program dapat 

menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. 

 

1. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan merupakan salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Individu yang 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam 

pembangunan. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan dasar dalam pembentukan perilaku, termasuk dalam hal 

partisipasi masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat 

dapat memahami tujuan dan manfaat dari suatu program, sehingga lebih 

termotivasi untuk terlibat. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan 

dapat menjadi hambatan dalam partisipasi, karena masyarakat mungkin 

tidak memahami pentingnya keterlibatannya atau merasa tidak memiliki 

kemampuan untuk berkontribusi. Selain itu, pendidikan juga berperan 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang 
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diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

peningkatan pendidikan dan pengetahuan menjadi langkah penting 

dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan 

berkualitas. 

 

2. Motivasi dan Kesadaran Individu 

Motivasi dan kesadaran individu merupakan faktor internal yang 

sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Individu yang 

memiliki motivasi tinggi akan lebih terdorong untuk terlibat dalam 

kegiatan masyarakat. Motivasi ini dapat berasal dari kebutuhan pribadi, 

keinginan untuk berkembang, maupun dorongan untuk berkontribusi 

terhadap masyarakat. Kesadaran akan pentingnya partisipasi juga 

menjadi faktor yang menentukan. Individu yang memiliki kesadaran 

tinggi akan lebih memahami bahwa keterlibatan dapat memberikan 

manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Notoatmodjo (2010) yang menyatakan bahwa kesadaran 

merupakan faktor penting dalam perubahan perilaku. Sebaliknya, 

rendahnya motivasi dan kesadaran dapat menyebabkan masyarakat 

bersikap pasif dan tidak tertarik untuk terlibat. Oleh karena itu, upaya 

untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat menjadi sangat 

penting dalam mendorong partisipasi yang lebih luas. 

 

3. Kondisi Sosial dan Budaya 

Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga mempengaruhi 

tingkat partisipasi. Nilai-nilai budaya, norma sosial, serta tradisi yang 

berlaku dalam masyarakat dapat menentukan sejauh mana masyarakat 

terlibat dalam kegiatan pembangunan. Ife (2013) menyatakan bahwa 

budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku individu, 

termasuk dalam hal partisipasi. Dalam masyarakat yang memiliki 

budaya gotong royong yang kuat, partisipasi cenderung lebih tinggi 

karena masyarakat terbiasa bekerja sama dalam berbagai kegiatan. 

Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualistis, tingkat 

partisipasi mungkin lebih rendah karena kurangnya dorongan untuk 

terlibat dalam kegiatan bersama. Selain itu, struktur sosial, seperti status 

sosial dan hubungan antar individu, juga dapat mempengaruhi 

partisipasi. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan sebagian kelompok 
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masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena 

itu, penting untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam 

merancang program partisipasi. 

 

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Kondisi ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang baik 

cenderung memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk terlibat 

dalam kegiatan pembangunan. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi 

ekonomi rendah mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, 

sehingga partisipasi dalam kegiatan masyarakat menjadi terbatas. 

Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi 

hambatan dalam partisipasi masyarakat, karena keterbatasan sumber 

daya yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat juga dapat berdampak pada peningkatan 

partisipasi. Namun demikian, kondisi ekonomi tidak selalu menjadi 

faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, masyarakat dengan kondisi 

ekonomi rendah justru memiliki partisipasi yang tinggi karena adanya 

kebutuhan untuk meningkatkan kondisi hidup. Oleh karena itu, faktor 

ekonomi harus dipahami secara kontekstual. 

 

5. Kepemimpinan dan Dukungan Pemerintah 

Kepemimpinan dan dukungan dari pemerintah atau lembaga 

terkait merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong 

masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. 

Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat akan 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi. Dukungan 

pemerintah juga penting dalam menyediakan fasilitas, sumber daya, 

serta kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat. Chambers 

(1995) menekankan bahwa keberhasilan partisipasi sangat dipengaruhi 

oleh adanya dukungan dari pihak luar yang mampu memfasilitasi proses 

tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan 

juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini 

menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi, karena masyarakat 
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akan lebih percaya untuk terlibat jika merasa bahwa program yang 

dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata. 

 

6. Akses Informasi dan Komunikasi 

Akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan faktor 

penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Informasi 

yang jelas dan mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk 

memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme suatu program. Tanpa 

informasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak mengetahui adanya 

program atau tidak memahami bagaimana cara untuk terlibat. 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang yang 

lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Namun, tidak 

semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi 

tersebut, sehingga kesenjangan informasi masih menjadi tantangan. 

Selain itu, komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan 

masyarakat juga sangat penting. Komunikasi yang baik dapat 

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat, sehingga 

mendorong partisipasi yang lebih aktif. Oleh karena itu, strategi 

komunikasi yang tepat perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

 

C. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi 

 

Partisipasi masyarakat merupakan konsep penting dalam 

pembangunan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam 

berbagai kegiatan yang mempengaruhi kehidupan. Dalam praktiknya, 

partisipasi tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai bentuk 

dan tingkatan yang mencerminkan derajat keterlibatan masyarakat. 

Pemahaman terhadap bentuk dan tingkatan partisipasi menjadi penting 

untuk menilai kualitas partisipasi serta merancang strategi yang tepat 

dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. 

Bentuk partisipasi berkaitan dengan cara atau wujud keterlibatan 

masyarakat, sedangkan tingkatan partisipasi menunjukkan sejauh mana 

masyarakat memiliki peran dan kontrol dalam proses pembangunan. 

Dengan memahami kedua aspek ini, pelaksana program dapat 

mengidentifikasi posisi masyarakat dalam proses pembangunan serta 
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menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan 

partisipasi secara lebih bermakna. 

 

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk 

partisipasi yang paling strategis karena memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menentukan arah pembangunan. Dalam bentuk ini, 

masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Cohen dan Uphoff (1977) 

menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan 

indikator utama dari partisipasi yang berkualitas. 

Dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, masyarakat 

dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas. Hal ini 

memungkinkan program yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, partisipasi dalam tahap ini juga 

dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang akan 

dilaksanakan. Namun demikian, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti 

keterbatasan pengetahuan dan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena 

itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa semua anggota 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses 

ini. 

 

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk 

partisipasi yang paling umum dijumpai dalam pembangunan. Dalam 

bentuk ini, masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan 

program, baik melalui kontribusi tenaga, waktu, maupun sumber daya 

lainnya. Bentuk partisipasi ini menunjukkan adanya keterlibatan nyata 

masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan. Keterlibatan 

dalam pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab 

masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Masyarakat yang 

terlibat secara aktif akan lebih peduli terhadap keberhasilan program 

serta berupaya untuk menjaga hasil yang telah dicapai. Namun, 

partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan seringkali bersifat terbatas jika 

tidak diikuti dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh 
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karena itu, penting untuk mengintegrasikan berbagai bentuk partisipasi 

agar masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga memiliki 

peran dalam menentukan arah program. 

 

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan bentuk 

partisipasi yang berkaitan dengan penggunaan hasil dari program 

pembangunan. Dalam bentuk ini, masyarakat menikmati manfaat dari 

program yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas, layanan, 

atau kesejahteraan ekonomi. Meskipun terlihat sebagai bentuk 

partisipasi yang pasif, pemanfaatan hasil tetap penting karena 

menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program. 

Namun, partisipasi dalam pemanfaatan hasil perlu diimbangi dengan 

keterlibatan dalam tahap lain, seperti perencanaan dan pelaksanaan, agar 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat. Dengan demikian, 

partisipasi dapat menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. 

 

4. Partisipasi dalam Evaluasi 

Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk keterlibatan 

masyarakat dalam menilai keberhasilan program pembangunan. Dalam 

tahap ini, masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap hasil 

yang dicapai serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. 

Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas program di masa depan. 

Melalui partisipasi dalam evaluasi, masyarakat dapat mengembangkan 

kemampuan analisis dan refleksi, dapat memahami proses yang telah 

dilalui serta belajar dari pengalaman yang ada. Hal ini sejalan dengan 

konsep pembelajaran partisipatif yang menekankan pentingnya refleksi 

dalam proses belajar. Partisipasi dalam evaluasi juga dapat 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Dengan 

melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, pelaksana program dapat 

memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 
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5. Tingkatan Partisipasi: Dari Manipulatif hingga Mandiri 

Tingkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana 

masyarakat memiliki kontrol dalam proses pembangunan. Arnstein 

(1969) mengemukakan konsep tangga partisipasi (ladder of 

participation) yang menggambarkan berbagai tingkatan partisipasi, 

mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pada 

tingkat rendah, partisipasi bersifat manipulatif, di mana masyarakat 

hanya dijadikan objek tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan. 

Pada tingkat menengah, partisipasi bersifat konsultatif, di mana 

masyarakat diminta untuk memberikan pendapat, tetapi tidak memiliki 

kontrol penuh terhadap keputusan. Meskipun demikian, tingkat ini sudah 

menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Pada tingkat tertinggi, partisipasi bersifat mandiri atau 

pemberdayaan, di mana masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap 

keputusan dan pelaksanaan program. Pada tingkat ini, masyarakat 

menjadi subjek utama dalam pembangunan dan memiliki peran yang 

sangat besar dalam menentukan arah pembangunan. 

 

6. Partisipasi sebagai Proses Pemberdayaan 

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai tujuan, 

tetapi juga sebagai proses pemberdayaan. Melalui partisipasi, 

masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta 

kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengelola kehidupannya. 

Chambers (1995) menyatakan bahwa partisipasi merupakan sarana 

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Proses partisipasi 

memungkinkan masyarakat untuk belajar dari pengalaman serta 

mengembangkan kemampuan dalam bekerja sama dan mengambil 

keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian masyarakat serta 

memperkuat kapasitas sosial yang ada. Selain itu, partisipasi juga dapat 

menciptakan perubahan dalam hubungan kekuasaan, di mana 

masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam berinteraksi dengan 

pihak luar. Dengan demikian, partisipasi menjadi salah satu instrumen 

penting dalam mencapai pemberdayaan masyarakat. 
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D. Strategi Meningkatkan Partisipasi 

 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam 

keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Tingkat partisipasi yang 

tinggi menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam 

berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 

Namun, dalam praktiknya, partisipasi tidak selalu muncul secara alami, 

melainkan perlu didorong melalui strategi yang tepat dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis untuk 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan. 

Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat harus 

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi 

sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, 

strategi yang digunakan harus mampu menciptakan ruang partisipasi 

yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat 

dapat terlibat secara aktif dan memiliki peran yang nyata dalam proses 

pembangunan. 

 

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat 

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan partisipasi adalah 

melalui peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Kesadaran yang 

tinggi akan pentingnya partisipasi dapat mendorong masyarakat untuk 

terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran merupakan faktor 

penting dalam perubahan perilaku masyarakat. Melalui edukasi, 

masyarakat dapat memahami manfaat dari partisipasi serta dampaknya 

terhadap kehidupan. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

seperti penyuluhan, pelatihan, dan kampanye sosial. Dengan 

pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih percaya diri untuk 

terlibat dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, edukasi juga dapat 

membantu menghilangkan hambatan psikologis, seperti rasa takut atau 

tidak percaya diri. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terbuka dan 

aktif dalam menyampaikan pendapat serta berkontribusi dalam kegiatan 

pembangunan. 
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2. Penerapan Pendekatan Partisipatif 

Pendekatan partisipatif merupakan strategi yang menempatkan 

masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan. Dalam 

pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap 

kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Chambers (1995) 

menekankan bahwa partisipasi yang efektif harus memberikan ruang 

bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan 

melibatkan masyarakat secara langsung, program yang dirancang akan 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini dapat 

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Selain itu, 

pendekatan partisipatif juga dapat meningkatkan rasa memiliki 

masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Penerapan pendekatan 

ini memerlukan perubahan dalam pola pikir pelaksana program, dari 

yang bersifat top-down menjadi bottom-up. Dengan demikian, 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi 

pelaku utama dalam pembangunan. 

 

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Penguatan kelembagaan masyarakat merupakan strategi penting 

dalam meningkatkan partisipasi. Kelembagaan, seperti kelompok 

masyarakat, organisasi lokal, dan lembaga adat, dapat menjadi wadah 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara kolektif. Ife (2013) 

menyatakan bahwa kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan. Melalui 

kelembagaan, masyarakat dapat mengorganisasi diri, berbagi informasi, 

serta mengambil keputusan secara bersama. Hal ini dapat meningkatkan 

efektivitas partisipasi serta memperkuat solidaritas sosial dalam 

masyarakat. Selain itu, kelembagaan yang kuat juga dapat meningkatkan 

posisi tawar masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan 

dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

 

4. Peningkatan Akses Informasi dan Transparansi 

Akses informasi yang memadai merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat. Informasi yang jelas dan 

transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami tujuan, 
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manfaat, dan mekanisme suatu program. Tanpa informasi yang 

memadai, masyarakat mungkin tidak mengetahui adanya program atau 

tidak memahami bagaimana cara untuk terlibat. Transparansi dalam 

pelaksanaan program juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Masyarakat akan lebih percaya untuk terlibat jika merasa bahwa program 

yang dijalankan dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Chambers (1995) menekankan bahwa 

transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam partisipasi. 

Untuk meningkatkan akses informasi, berbagai media komunikasi dapat 

digunakan, seperti pertemuan komunitas, media sosial, dan papan 

informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif. 

 

5. Penguatan Peran Kepemimpinan Lokal 

Kepemimpinan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendorong partisipasi masyarakat. Pemimpin yang efektif dapat 

menjadi penggerak utama dalam mengajak masyarakat untuk terlibat 

dalam kegiatan pembangunan. Kepemimpinan yang baik ditandai 

dengan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membangun 

kepercayaan masyarakat. Pemimpin lokal juga berperan dalam 

menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak luar. Dengan 

adanya komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan secara 

efektif dan masyarakat dapat lebih memahami program yang 

dilaksanakan. Selain itu, pemimpin lokal dapat menjadi contoh bagi 

masyarakat dalam berpartisipasi. Dengan menunjukkan keterlibatan 

aktif, pemimpin dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan 

terlibat dalam kegiatan yang ada. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

kepemimpinan menjadi strategi penting dalam meningkatkan partisipasi. 

 

6. Pemberian Insentif dan Penguatan Motivasi 

Pemberian insentif merupakan salah satu strategi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Insentif tidak 

selalu berupa materi, tetapi juga dapat berupa penghargaan, pengakuan, 

atau kesempatan untuk berkembang. Insentif dapat menjadi pendorong 

bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, 

penguatan motivasi intrinsik juga penting dalam meningkatkan 
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partisipasi. Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa 

partisipasi tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga 

bagi komunitas secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Strategi ini harus 

dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan pada 

insentif. Oleh karena itu, pemberian insentif harus diimbangi dengan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat. 

Dengan demikian, partisipasi yang terbentuk dapat bersifat 

berkelanjutan. 
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BAB VI 
MOTIVASI DALAM PENDIDIKAN 

MASYARAKAT 
 

 

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

keberhasilan proses pendidikan masyarakat. Dalam konteks 

pembelajaran, motivasi berperan sebagai pendorong yang memengaruhi 

minat, keterlibatan, serta keberlanjutan partisipasi individu dalam 

kegiatan pendidikan. Tanpa adanya motivasi yang kuat, program 

pendidikan masyarakat akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, 

karena peserta tidak memiliki dorongan untuk belajar dan 

mengembangkan diri. 

Pada pendidikan masyarakat, motivasi tidak hanya berasal dari 

dalam diri individu (internal), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti lingkungan sosial, dukungan keluarga, peran fasilitator, 

serta kondisi program yang diselenggarakan. Oleh karena itu, penting 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, relevan, dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan 

motivasi belajar. Dengan motivasi yang tinggi, diharapkan masyarakat 

dapat lebih aktif berpartisipasi, mengalami perubahan perilaku positif, 

serta mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. 

 

A. Pengertian dan Jenis Motivasi 

 

Motivasi merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu 

pendidikan, psikologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam 

konteks pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, motivasi berperan 

sebagai faktor pendorong yang menentukan tingkat keterlibatan individu 

dalam suatu kegiatan. Tanpa adanya motivasi, individu cenderung 

kurang bersemangat dalam belajar maupun berpartisipasi dalam berbagai 

aktivitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang motivasi menjadi 

sangat penting dalam merancang strategi pembelajaran dan 

pemberdayaan yang efektif. 
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Motivasi tidak hanya berkaitan dengan dorongan untuk 

melakukan suatu tindakan, tetapi juga mencakup arah dan intensitas dari 

tindakan tersebut. Dalam konteks pendidikan orang dewasa dan 

pemberdayaan masyarakat, motivasi memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta keberhasilan program yang 

dilaksanakan. Dengan memahami konsep dan jenis motivasi, pendidik 

dan fasilitator dapat merancang pendekatan yang lebih tepat dalam 

mendorong keterlibatan individu. 

 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi secara umum diartikan sebagai dorongan internal 

maupun eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

tindakan. Robbins dan Judge (2013) mendefinisikan motivasi sebagai 

proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam 

mencapai tujuan. Definisi ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya 

berkaitan dengan keinginan untuk bertindak, tetapi juga bagaimana 

individu mempertahankan usaha tersebut. 

Pada perspektif pendidikan, motivasi merupakan faktor yang 

mempengaruhi proses belajar seseorang. Uno (2011) menyatakan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta 

didik yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan tersebut, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga 

tujuan dapat tercapai. Motivasi juga dapat dipahami sebagai kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan, harapan, dan tujuan 

individu. Dengan demikian, motivasi merupakan konsep yang kompleks 

dan melibatkan berbagai aspek dalam diri individu. 

 

2. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan jenis motivasi yang berasal dari 

dalam diri individu tanpa adanya dorongan dari luar. Individu yang 

memiliki motivasi intrinsik melakukan suatu kegiatan karena adanya 

minat, kesenangan, atau kepuasan pribadi. Deci dan Ryan (2000) 

menyatakan bahwa motivasi intrinsik berkaitan dengan kebutuhan dasar 

manusia untuk merasa kompeten, otonom, dan terhubung dengan orang 

lain. Motivasi intrinsik sangat penting dalam proses pembelajaran, 
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karena individu yang termotivasi secara intrinsik cenderung lebih aktif, 

kreatif, dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Belajar bukan karena 

paksaan, tetapi karena keinginan untuk memahami dan mengembangkan 

diri. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivasi intrinsik dapat 

mendorong individu untuk berpartisipasi secara sukarela dalam berbagai 

kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang 

dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, seperti memberikan kesempatan 

untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri. 

 

3. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari faktor 

luar, seperti hadiah, penghargaan, atau tekanan sosial. Individu yang 

termotivasi secara ekstrinsik melakukan suatu kegiatan karena adanya 

dorongan dari luar, bukan karena keinginan pribadi. Robbins dan Judge 

(2013) menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik sering digunakan dalam 

organisasi untuk mendorong kinerja individu. Motivasi ekstrinsik dapat 

menjadi pendorong yang efektif dalam jangka pendek, terutama ketika 

individu belum memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Misalnya, 

pemberian insentif atau penghargaan dapat meningkatkan partisipasi 

dalam suatu kegiatan. Namun, ketergantungan pada motivasi ekstrinsik 

dapat menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pengembangan 

motivasi intrinsik. Oleh karena itu, penggunaan motivasi ekstrinsik harus 

dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi minat dan inisiatif individu 

dalam jangka panjang. 

 

4. Motivasi Berdasarkan Kebutuhan (Teori Maslow) 

Motivasi juga dapat dipahami melalui pendekatan kebutuhan, 

salah satunya adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh 

Maslow (1943). Menurut teori ini, kebutuhan manusia tersusun dalam 

lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih rendah harus 

terpenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih 

tinggi. Dalam konteks pembelajaran dan pemberdayaan, pemahaman 

terhadap kebutuhan ini penting untuk menentukan strategi yang tepat. 

Misalnya, individu yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar 

mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
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yang bersifat pengembangan diri. Teori ini juga menunjukkan bahwa 

motivasi individu dapat berubah seiring dengan terpenuhinya kebutuhan 

tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam 

meningkatkan motivasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

individu. 

5. Motivasi Berdasarkan Harapan (Expectancy Theory) 

Teori harapan (expectancy theory) yang dikemukakan oleh 

Vroom (1964) menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 

harapan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang 

baik dan diikuti oleh hasil yang diinginkan. Teori ini menekankan 

hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil sebagai faktor utama dalam 

motivasi. Dalam konteks ini, individu akan termotivasi jika percaya 

bahwa usaha yang dilakukan akan memberikan hasil yang sesuai dengan 

harapannya. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan kejelasan 

tujuan dan umpan balik dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan. 

Penerapan teori ini dalam praktik dapat dilakukan dengan menetapkan 

tujuan yang realistis, memberikan penghargaan yang sesuai, serta 

memastikan bahwa individu memahami hubungan antara usaha dan 

hasil. Dengan demikian, motivasi dapat ditingkatkan secara efektif. 

 

6. Motivasi dalam Konteks Sosial dan Budaya 

Motivasi tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya di mana 

individu berada. Nilai-nilai budaya, norma sosial, serta lingkungan sosial 

dapat mempengaruhi motivasi seseorang. McClelland (1987) 

menyatakan bahwa kebutuhan akan pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi 

merupakan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam 

masyarakat yang memiliki budaya kolektif, motivasi seringkali berkaitan 

dengan kepentingan kelompok dan nilai-nilai kebersamaan. Sebaliknya, 

dalam masyarakat individualistis, motivasi lebih berfokus pada 

pencapaian pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dalam 

meningkatkan motivasi harus disesuaikan dengan konteks budaya. 

Selain itu, lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan komunitas, 

juga berperan dalam membentuk motivasi individu. Dukungan sosial 

dapat meningkatkan motivasi, sementara lingkungan yang tidak 

mendukung dapat menghambat motivasi. Oleh karena itu, penting untuk 
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menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung motivasi 

individu. 

 

B. Faktor Internal dan Eksternal 

 

Faktor internal dan eksternal merupakan dua aspek utama yang 

mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk 

dalam pembelajaran, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan. Faktor 

internal berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, sikap, dan 

kemampuan, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, 

seperti keluarga, masyarakat, dan kebijakan. Kedua faktor ini saling 

berinteraksi dan menentukan tingkat keterlibatan serta keberhasilan 

individu dalam suatu kegiatan. 

Pada konteks pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, 

pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal menjadi sangat 

penting. Hal ini karena keberhasilan suatu program tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas program itu sendiri, tetapi juga oleh kondisi 

individu dan lingkungan yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, 

analisis terhadap kedua faktor ini diperlukan untuk merancang strategi 

yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. 

 

1. Faktor Internal: Motivasi dan Sikap Individu 

Motivasi merupakan salah satu faktor internal yang paling 

berpengaruh terhadap perilaku individu. Motivasi menentukan arah, 

intensitas, dan ketekunan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 

Robbins dan Judge (2013) menyatakan bahwa motivasi merupakan 

proses yang menjelaskan bagaimana individu berusaha mencapai tujuan. 

Individu dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan berkomitmen 

dalam mengikuti kegiatan. Selain motivasi, sikap juga merupakan faktor 

internal yang penting. Sikap mencerminkan kecenderungan individu 

untuk merespons suatu objek atau situasi secara positif atau negatif. 

Sikap yang positif terhadap suatu program akan meningkatkan 

kemungkinan individu untuk berpartisipasi, sedangkan sikap negatif 

dapat menjadi hambatan. Motivasi dan sikap seringkali saling berkaitan, 

di mana sikap yang positif dapat meningkatkan motivasi, dan sebaliknya. 
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Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu 

memperhatikan kedua aspek ini secara bersamaan. 

 

2. Faktor Internal: Pengetahuan dan Kemampuan 

Pengetahuan dan kemampuan merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi kemampuan individu dalam berpartisipasi. Individu yang 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu program akan lebih 

memahami tujuan dan manfaatnya, sehingga lebih termotivasi untuk 

terlibat. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan dasar dalam pembentukan perilaku. Kemampuan juga 

mencakup keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan. Tanpa kemampuan yang memadai, individu mungkin merasa 

tidak percaya diri atau tidak mampu untuk berpartisipasi. Hal ini dapat 

menghambat keterlibatannya dalam kegiatan. Oleh karena itu, 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan dan 

pelatihan menjadi strategi penting dalam meningkatkan partisipasi. 

Dengan demikian, individu dapat lebih siap dan percaya diri dalam 

berkontribusi. 

 

3. Faktor Eksternal: Lingkungan Sosial dan Budaya 

Lingkungan sosial dan budaya merupakan faktor eksternal yang 

memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Nilai-nilai budaya, 

norma sosial, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat 

mempengaruhi tingkat partisipasi individu. Ife (2013) menyatakan 

bahwa budaya merupakan salah satu faktor yang membentuk perilaku 

sosial. Dalam masyarakat yang memiliki budaya gotong royong yang 

kuat, partisipasi cenderung lebih tinggi karena adanya dorongan sosial 

untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Sebaliknya, dalam masyarakat 

yang lebih individualistis, partisipasi mungkin lebih rendah. Selain itu, 

hubungan sosial, seperti dukungan dari keluarga dan teman, juga dapat 

mempengaruhi partisipasi. Lingkungan yang mendukung akan 

mendorong individu untuk lebih aktif, sedangkan lingkungan yang tidak 

mendukung dapat menjadi hambatan. 
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4. Faktor Eksternal: Kondisi Ekonomi dan Akses Sumber Daya 

Kondisi ekonomi merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi. Individu 

dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki lebih banyak 

waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan. Sebaliknya, 

individu dengan kondisi ekonomi rendah mungkin lebih fokus pada 

pemenuhan kebutuhan dasar. Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa 

keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam partisipasi 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan 

masyarakat juga dapat berdampak pada peningkatan partisipasi. Selain 

itu, akses terhadap sumber daya, seperti informasi, fasilitas, dan layanan, 

juga mempengaruhi partisipasi. Tanpa akses yang memadai, individu 

mungkin tidak dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan. 

 

5. Faktor Eksternal: Kebijakan dan Dukungan Institusi 

Kebijakan dan dukungan dari institusi, seperti pemerintah dan 

organisasi, merupakan faktor eksternal yang sangat penting. Kebijakan 

yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

partisipasi masyarakat. Chambers (1995) menekankan bahwa dukungan 

institusi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program 

pemberdayaan. Dukungan ini dapat berupa penyediaan fasilitas, 

pendanaan, serta pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan 

adanya dukungan yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah terlibat 

dalam kegiatan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam 

kebijakan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi, 

karena masyarakat akan lebih yakin untuk terlibat jika merasa bahwa 

program yang dijalankan dapat memberikan manfaat. 

 

6. Interaksi antara Faktor Internal dan Eksternal 

Faktor internal dan eksternal tidak berdiri sendiri, melainkan 

saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku individu. Misalnya, 

motivasi yang tinggi (faktor internal) dapat didukung oleh lingkungan 

yang kondusif (faktor eksternal), sehingga meningkatkan partisipasi. 

Sebaliknya, motivasi yang tinggi mungkin tidak cukup jika tidak 

didukung oleh lingkungan yang memadai. Interaksi ini menunjukkan 
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bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi harus dilakukan secara 

holistik, dengan memperhatikan kedua faktor secara bersamaan. 

Pendekatan yang hanya fokus pada satu faktor mungkin tidak akan 

memberikan hasil yang optimal. Dengan memahami interaksi antara 

faktor internal dan eksternal, pelaksana program dapat merancang 

strategi yang lebih efektif. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan 

kapasitas individu sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung 

partisipasi. 

 

C. Peran Motivasi dalam Perubahan Perilaku 

 

Motivasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi 

perubahan perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk 

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan 

perilaku tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang 

melibatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu untuk 

mengubah tindakannya. Dalam proses ini, motivasi berperan sebagai 

pendorong utama yang menentukan apakah seseorang akan memulai, 

mempertahankan, atau menghentikan suatu perilaku. 

Pada konteks pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, 

perubahan perilaku menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. 

Program-program yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong perubahan 

sikap dan tindakan yang lebih positif. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang peran motivasi dalam perubahan perilaku menjadi sangat penting 

dalam merancang intervensi yang efektif. 

 

1. Motivasi sebagai Pendorong Perubahan Perilaku 

Motivasi berfungsi sebagai kekuatan pendorong yang 

menggerakkan individu untuk melakukan perubahan perilaku. Robbins 

dan Judge (2013) menyatakan bahwa motivasi menentukan arah, 

intensitas, dan ketekunan individu dalam mencapai tujuan. Dalam 

konteks perubahan perilaku, motivasi menjadi faktor yang menentukan 

apakah individu bersedia untuk mengubah kebiasaan lama dan 

mengadopsi perilaku baru. Individu yang memiliki motivasi tinggi 

cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam 
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proses perubahan, memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, sehingga lebih konsisten dalam melakukan perubahan. 

Sebaliknya, individu dengan motivasi rendah cenderung sulit untuk 

memulai atau mempertahankan perubahan perilaku. Motivasi juga 

berperan dalam menentukan prioritas individu. Ketika seseorang 

memiliki motivasi yang kuat terhadap suatu tujuan, akan lebih fokus dan 

berkomitmen untuk mencapainya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 

merupakan elemen penting dalam proses perubahan perilaku. 

 

2. Peran Motivasi Intrinsik dalam Perubahan Perilaku 

Motivasi intrinsik memiliki peran penting dalam perubahan 

perilaku yang bersifat jangka panjang. Motivasi ini berasal dari dalam 

diri individu, seperti keinginan untuk berkembang, rasa ingin tahu, atau 

kepuasan pribadi. Deci dan Ryan (2000) menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa 

kompeten dan otonom. Perubahan perilaku yang didorong oleh motivasi 

intrinsik cenderung lebih bertahan lama, karena individu melakukannya 

berdasarkan keinginan sendiri. Tidak bergantung pada faktor eksternal, 

sehingga lebih konsisten dalam mempertahankan perilaku baru. Dalam 

konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk menumbuhkan 

motivasi intrinsik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela 

dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

kesempatan kepada individu untuk mengembangkan potensinya serta 

menghargai kontribusi yang diberikan. 

 

3. Peran Motivasi Ekstrinsik dalam Perubahan Perilaku 

Motivasi ekstrinsik juga memiliki peran dalam mendorong 

perubahan perilaku, terutama pada tahap awal. Motivasi ini berasal dari 

faktor luar, seperti penghargaan, insentif, atau tekanan sosial. Robbins 

dan Judge (2013) menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik dapat menjadi 

alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja individu. Dalam konteks 

perubahan perilaku, motivasi ekstrinsik dapat digunakan untuk 

mendorong individu agar mulai mengadopsi perilaku baru. Misalnya, 

pemberian insentif dapat meningkatkan partisipasi dalam program 

kesehatan atau pendidikan. Namun, perubahan perilaku yang hanya 

didorong oleh motivasi ekstrinsik cenderung tidak bertahan lama jika 
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faktor eksternal tersebut dihilangkan. Oleh karena itu, penting untuk 

mengombinasikan motivasi ekstrinsik dengan upaya untuk 

mengembangkan motivasi intrinsik. 

 

4. Motivasi dalam Proses Pembentukan Kebiasaan 

Motivasi berperan penting dalam proses pembentukan kebiasaan 

baru. Perubahan perilaku seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang 

konsisten, sehingga motivasi diperlukan untuk mempertahankan usaha 

tersebut. Lally et al. (2010) menyatakan bahwa pembentukan kebiasaan 

memerlukan pengulangan perilaku dalam jangka waktu tertentu. Dalam 

proses ini, motivasi membantu individu untuk tetap konsisten dalam 

melakukan perilaku baru hingga menjadi kebiasaan. Seiring waktu, 

perilaku tersebut akan menjadi otomatis dan tidak lagi memerlukan 

usaha yang besar. Namun, motivasi dapat mengalami fluktuasi, sehingga 

penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan 

kebiasaan. Dukungan sosial, umpan balik, dan penguatan positif dapat 

membantu mempertahankan motivasi individu dalam jangka panjang. 

 

5. Motivasi dan Perubahan Perilaku Sosial 

Motivasi tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi 

juga perilaku sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, 

motivasi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama. McClelland (1987) menyatakan bahwa kebutuhan akan afiliasi 

dan pencapaian dapat mempengaruhi perilaku sosial individu. Perubahan 

perilaku sosial seringkali membutuhkan dukungan dari lingkungan 

sekitar. Motivasi individu dapat diperkuat melalui interaksi sosial, 

seperti kerja sama dan dukungan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa 

motivasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor sosial. Dengan demikian, strategi untuk mendorong perubahan 

perilaku harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Pendekatan 

yang melibatkan komunitas dapat meningkatkan efektivitas program 

dalam mendorong perubahan perilaku. 
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6. Strategi Meningkatkan Motivasi untuk Perubahan Perilaku 

Untuk meningkatkan motivasi dalam perubahan perilaku, 

diperlukan strategi yang tepat dan terencana. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. 

Vroom (1964) menyatakan bahwa individu akan lebih termotivasi jika ia 

percaya bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang 

diinginkan. Selain itu, pemberian umpan balik yang konstruktif juga 

dapat meningkatkan motivasi. Umpan balik membantu individu untuk 

memahami kemajuan yang telah dicapai serta area yang perlu diperbaiki. 

Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen terhadap 

perubahan. Strategi lain yang penting adalah menciptakan lingkungan 

yang mendukung, seperti menyediakan fasilitas, dukungan sosial, dan 

penghargaan. Dengan demikian, individu akan lebih termotivasi untuk 

melakukan perubahan perilaku secara berkelanjutan. 

 

D. Teknik Meningkatkan Motivasi Masyarakat 

 

Motivasi masyarakat merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan dan 

pemberdayaan. Tanpa adanya motivasi yang kuat, masyarakat cenderung 

kurang berpartisipasi dan tidak memiliki komitmen dalam menjalankan 

program yang telah dirancang. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik 

yang tepat untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar dapat terlibat 

secara aktif dan berkelanjutan dalam berbagai kegiatan. 

Pada konteks pemberdayaan, motivasi tidak hanya berkaitan 

dengan dorongan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, 

budaya, dan lingkungan. Teknik meningkatkan motivasi masyarakat 

harus mampu mengakomodasi berbagai faktor tersebut, sehingga dapat 

menciptakan dorongan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

masyarakat tidak hanya terlibat secara sementara, tetapi juga memiliki 

komitmen jangka panjang terhadap perubahan yang diharapkan. 

 

1. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat 

Penyuluhan dan edukasi merupakan teknik dasar yang efektif 

dalam meningkatkan motivasi masyarakat. Melalui penyuluhan, 

masyarakat diberikan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan 
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kebutuhannya. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa peningkatan 

pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu, termasuk 

dalam hal motivasi. Edukasi yang dilakukan secara sistematis dapat 

membantu masyarakat memahami manfaat dari suatu program, sehingga 

lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, edukasi juga dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perubahan 

perilaku yang lebih positif. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai 

metode, seperti ceramah, diskusi, dan media audiovisual. Dengan 

pendekatan yang tepat, penyuluhan dapat menjadi sarana yang efektif 

untuk meningkatkan motivasi masyarakat secara luas. 

 

2. Pemberian Insentif dan Penghargaan 

Pemberian insentif dan penghargaan merupakan teknik yang 

dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik masyarakat. Insentif dapat 

berupa materi, seperti uang atau bantuan, maupun non-materi, seperti 

penghargaan dan pengakuan. Robbins dan Judge (2013) menyatakan 

bahwa penghargaan dapat menjadi pendorong yang efektif dalam 

meningkatkan motivasi individu. Insentif dapat mendorong masyarakat 

untuk terlibat dalam kegiatan, terutama pada tahap awal. Dengan adanya 

penghargaan, masyarakat merasa dihargai atas kontribusi yang 

diberikan, sehingga meningkatkan semangat untuk berpartisipasi. 

Namun, pemberian insentif harus dilakukan secara bijak agar tidak 

menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, insentif perlu diimbangi 

dengan upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar partisipasi 

dapat berkelanjutan. 

 

3. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam 

membentuk motivasi Masyarakat, dapat menjadi panutan dan sumber 

inspirasi bagi anggota masyarakat lainnya. Ife (2013) menyatakan bahwa 

kepemimpinan lokal memiliki peran penting dalam mendorong 

partisipasi dan motivasi masyarakat. Dengan melibatkan tokoh 

masyarakat dalam program pemberdayaan, pesan yang disampaikan 

dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tokoh masyarakat juga 

dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi 

resistensi terhadap perubahan. Selain itu, tokoh masyarakat dapat 
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berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan 

pihak luar. Dengan demikian, penguatan peran tokoh masyarakat 

menjadi teknik yang efektif dalam meningkatkan motivasi masyarakat. 

 

4. Pendekatan Partisipatif dan Keterlibatan Aktif 

Pendekatan partisipatif merupakan teknik yang dapat 

meningkatkan motivasi masyarakat dengan melibatkan secara langsung 

dalam proses pembangunan. Chambers (1995) menekankan bahwa 

partisipasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab 

masyarakat terhadap program. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat 

merasa bahwa ia memiliki peran penting dalam program yang 

dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik serta 

komitmen terhadap keberhasilan program. Pendekatan ini juga 

memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan 

kepercayaan diri. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya 

meningkatkan motivasi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat 

secara keseluruhan. 

 

5. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung 

Lingkungan yang kondusif merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan motivasi masyarakat. Lingkungan ini mencakup 

dukungan sosial, fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang 

mendukung. McClelland (1987) menyatakan bahwa lingkungan 

memiliki pengaruh besar terhadap motivasi individu. Dukungan dari 

keluarga, teman, dan komunitas dapat memperkuat motivasi individu 

untuk berpartisipasi. Selain itu, fasilitas yang memadai juga dapat 

memudahkan masyarakat dalam terlibat dalam kegiatan. Penciptaan 

lingkungan yang mendukung juga mencakup upaya untuk 

menghilangkan hambatan yang dapat mengurangi motivasi. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih fokus dalam berpartisipasi dan 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

6. Penguatan Tujuan dan Umpan Balik 

Penetapan tujuan yang jelas dan pemberian umpan balik 

merupakan teknik penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat. 

Vroom (1964) menyatakan bahwa individu akan lebih termotivasi jika 
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memiliki tujuan yang jelas dan memahami hubungan antara usaha dan 

hasil. Tujuan yang jelas memberikan arah bagi masyarakat dalam 

berpartisipasi. Selain itu, tujuan yang realistis dapat meningkatkan 

kepercayaan diri dan motivasi untuk mencapainya. Umpan balik juga 

penting untuk memberikan informasi tentang kemajuan yang telah 

dicapai. Dengan adanya umpan balik, masyarakat dapat mengetahui 

hasil dari usahanya serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Hal ini 

dapat meningkatkan motivasi dan komitmen dalam jangka panjang. 
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BAB VII 
PERAN KADER DAN FASILITATOR 

MASYARAKAT 
 

 

Kader dan fasilitator masyarakat memiliki peran yang sangat 

strategis dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat, khususnya dalam 

mendukung berbagai program pemberdayaan dan kesehatan berbasis 

komunitas, menjadi ujung tombak dalam menjembatani antara program 

yang dirancang dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. 

Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, kader dan fasilitator 

berperan dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan. 

Kader dan fasilitator juga berfungsi sebagai motivator, 

pendamping, dan agen perubahan sosial. Ia dituntut memiliki 

kompetensi dalam komunikasi, pemahaman terhadap kondisi sosial 

masyarakat, serta kemampuan dalam memfasilitasi proses pembelajaran 

yang partisipatif. Dengan peran yang optimal, kader dan fasilitator dapat 

membantu meningkatkan kesadaran, kemandirian, serta kemampuan 

masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga 

program pendidikan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan 

berkelanjutan. 

 

A. Pengertian dan Fungsi Kader  

 

Kader merupakan elemen penting dalam pelaksanaan berbagai 

program pembangunan, khususnya yang berbasis masyarakat. Dalam 

konteks pemberdayaan dan pendidikan masyarakat, kader berperan 

sebagai penggerak, penghubung, sekaligus pelaksana kegiatan di tingkat 

komunitas. Keberadaan kader menjadi sangat strategis karena berasal 

dari masyarakat itu sendiri, sehingga memiliki pemahaman yang lebih 

baik terhadap kondisi, kebutuhan, dan potensi lokal. 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  94 

 

Peran kader tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, 

tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan. Kader diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 

Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian dan fungsi kader 

menjadi penting dalam mengoptimalkan perannya dalam berbagai 

kegiatan pemberdayaan. 

 

1. Pengertian Kader dalam Perspektif Pemberdayaan 

Kader secara umum diartikan sebagai individu yang dipilih atau 

ditunjuk dari masyarakat untuk menjalankan peran tertentu dalam suatu 

program. Kader biasanya memiliki komitmen dan kemampuan untuk 

berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Menurut 

Notoatmodjo (2010), kader merupakan anggota masyarakat yang 

dipersiapkan untuk menjadi pelaksana kegiatan tertentu di tingkat 

komunitas. Dalam perspektif pemberdayaan, kader tidak hanya 

berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator yang 

membantu masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Kader 

diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan 

berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, kader juga 

berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau lembaga 

dalam menyampaikan informasi dan program kepada masyarakat. 

Dengan demikian, kader memiliki posisi strategis dalam menjembatani 

komunikasi antara masyarakat dan pihak luar. 

 

2. Fungsi Kader sebagai Penggerak Masyarakat 

Salah satu fungsi utama kader adalah sebagai penggerak 

masyarakat. Kader berperan dalam mengajak, memotivasi, dan 

mengorganisasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. 

Peran ini sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam program pembangunan. Sebagai penggerak, kader harus memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memahami kebutuhan 

Masyarakat, juga harus mampu membangun kepercayaan dan hubungan 

yang baik dengan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, kader juga 

berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk partisipasi. 
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Dengan pendekatan yang tepat, kader dapat mendorong masyarakat 

untuk lebih aktif dan berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan. 

 

3. Fungsi Kader sebagai Penyuluh dan Edukator 

Kader juga berfungsi sebagai penyuluh dan edukator yang 

bertugas memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. 

Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat terhadap berbagai isu, seperti kesehatan, pendidikan, dan 

lingkungan. Sebagai penyuluh, kader harus mampu menyampaikan 

informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh Masyarakat, juga 

harus mampu menyesuaikan metode penyuluhan dengan kondisi dan 

karakteristik masyarakat. Selain itu, kader juga berperan dalam 

mendorong perubahan perilaku melalui edukasi. Dengan memberikan 

informasi yang tepat, kader dapat membantu masyarakat untuk 

mengadopsi perilaku yang lebih sehat dan produktif. 

 

4. Fungsi Kader sebagai Fasilitator dan Mediator 

Kader berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat 

dalam mengakses berbagai sumber daya dan layanan, dapat membantu 

masyarakat dalam memahami program yang ada serta memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan di tingkat komunitas. Ife (2013) menyatakan 

bahwa fasilitator memiliki peran penting dalam mendukung proses 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kader juga berfungsi sebagai 

mediator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak 

luar, seperti pemerintah dan lembaga swasta. Peran ini penting untuk 

memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan 

diperhatikan. Sebagai mediator, kader harus memiliki kemampuan untuk 

bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, kader dapat 

membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai pihak 

yang terlibat. 

 

5. Fungsi Kader sebagai Agen Perubahan 

Kader juga berperan sebagai agen perubahan yang mendorong 

terjadinya perubahan positif dalam masyarakat. Peran ini mencakup 

upaya untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat ke 

arah yang lebih baik. Chambers (1995) menekankan bahwa agen 
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perubahan memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan. Sebagai 

agen perubahan, kader harus memiliki visi dan komitmen yang kuat 

terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat, juga harus mampu 

menjadi teladan dalam menerapkan perubahan yang diharapkan. Selain 

itu, kader juga berperan dalam mengidentifikasi masalah dan mencari 

solusi yang tepat. Dengan demikian, kader dapat membantu masyarakat 

dalam menghadapi berbagai tantangan dan meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

 

6. Fungsi Kader dalam Keberlanjutan Program 

Kader memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan 

program Pembangunan, dapat memastikan bahwa kegiatan yang telah 

dilaksanakan dapat terus berjalan meskipun tidak lagi didukung oleh 

pihak luar. Hal ini menunjukkan pentingnya kader dalam menciptakan 

kemandirian masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kader 

memiliki kedekatan dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga dapat 

lebih mudah dalam mengorganisasi kegiatan dan menjaga keberlanjutan 

program, juga dapat menjadi sumber informasi dan motivasi bagi 

masyarakat. Selain itu, kader juga berperan dalam melakukan evaluasi 

dan perbaikan program. Dengan pengalaman yang dimiliki, kader dapat 

memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas 

program di masa depan. 

 

B. Kompetensi Kader dan Fasilitator 

 

Kader dan fasilitator memiliki peran strategis dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan berbasis komunitas. 

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh desain program 

yang baik, tetapi juga oleh kompetensi individu yang menjalankannya. 

Kompetensi kader dan fasilitator mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk mendukung proses 

pemberdayaan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks 

pemberdayaan masyarakat, kader dan fasilitator tidak hanya berfungsi 

sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak, pendamping, 

dan agen perubahan. Oleh karena itu, dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan peran tersebut 
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dengan baik. Pemahaman tentang kompetensi kader dan fasilitator 

menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta 

memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan. 

 

1. Kompetensi Pengetahuan (Knowledge Competency) 

Kompetensi pengetahuan merupakan dasar yang harus dimiliki 

oleh kader dan fasilitator dalam menjalankan tugasnya. Pengetahuan ini 

mencakup pemahaman tentang konsep pemberdayaan masyarakat, 

metode pembelajaran, serta isu-isu yang relevan dengan bidang yang 

digeluti. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan landasan dalam pembentukan perilaku dan tindakan 

seseorang.  Dengan pengetahuan yang memadai, kader dan fasilitator 

dapat merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 

kebutuhan Masyarakat, juga dapat memberikan informasi yang akurat 

dan relevan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas 

program yang dilaksanakan. Selain itu, kompetensi pengetahuan juga 

mencakup pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat. Hal ini penting agar kader dan fasilitator dapat 

menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan konteks lokal. 

 

2. Kompetensi Keterampilan (Skill Competency) 

Kompetensi keterampilan merupakan kemampuan praktis yang 

diperlukan oleh kader dan fasilitator dalam menjalankan tugasnya. 

Keterampilan ini mencakup kemampuan komunikasi, fasilitasi, 

manajemen kegiatan, serta pemecahan masalah. Ife (2013) menekankan 

bahwa keterampilan fasilitasi merupakan aspek penting dalam 

mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Kemampuan komunikasi 

yang baik memungkinkan kader dan fasilitator untuk menyampaikan 

informasi secara efektif serta membangun hubungan yang baik dengan 

masyarakat. Selain itu, keterampilan fasilitasi membantu dalam 

mengelola diskusi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

Keterampilan manajemen juga penting dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Dengan keterampilan yang 

memadai, kader dan fasilitator dapat memastikan bahwa program 

berjalan secara efektif dan efisien. 
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3. Kompetensi Sikap (Attitude Competency) 

Kompetensi sikap juga merupakan aspek penting yang harus 

dimiliki oleh kader dan fasilitator. Sikap mencerminkan nilai-nilai dan 

perilaku yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Sikap yang positif, 

seperti empati, kejujuran, dan komitmen, sangat diperlukan dalam 

membangun kepercayaan masyarakat. Chambers (1995) menekankan 

bahwa fasilitator harus memiliki sikap yang menghargai masyarakat 

serta mampu mendengarkan dan memahami kebutuhannya. Sikap ini 

penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung 

proses pemberdayaan. Selain itu, sikap terbuka terhadap perubahan dan 

pembelajaran juga penting bagi kader dan fasilitator. Dengan sikap ini, 

dapat terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

 

4. Kompetensi Sosial dan Kultural 

Kompetensi sosial dan kultural merupakan kemampuan untuk 

berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang memiliki latar 

belakang yang beragam. Kompetensi ini mencakup pemahaman 

terhadap nilai-nilai budaya, norma sosial, serta dinamika sosial yang ada 

dalam masyarakat. Ife (2013) menyatakan bahwa sensitivitas terhadap 

budaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan. 

Dengan kompetensi sosial yang baik, kader dan fasilitator dapat 

membangun hubungan yang harmonis dengan Masyarakat, dapat 

memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta menyesuaikan 

pendekatan yang digunakan. Selain itu, kompetensi kultural juga 

membantu kader dan fasilitator dalam menghindari konflik serta 

menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan demikian, program yang 

dilaksanakan dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. 

 

5. Kompetensi Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan 

Kader dan fasilitator juga dituntut untuk memiliki kompetensi 

kepemimpinan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

Kepemimpinan yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan efektivitas program. Robbins dan Judge (2013) 

menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai 
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pemimpin, kader dan fasilitator harus mampu menginspirasi dan 

memotivasi Masyarakat, juga harus mampu mengelola konflik serta 

mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Kemampuan 

pengambilan keputusan juga penting dalam menghadapi berbagai 

tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program. Dengan 

kompetensi ini, kader dan fasilitator dapat menentukan langkah yang 

tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

6. Pengembangan Kompetensi Kader dan Fasilitator 

Pengembangan kompetensi kader dan fasilitator merupakan 

proses yang berkelanjutan. Kompetensi tidak hanya diperoleh melalui 

pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman dan pelatihan. Oleh 

karena itu, diperlukan program pengembangan yang sistematis untuk 

meningkatkan kapasitas kader dan fasilitator. Pelatihan dan 

pendampingan merupakan metode yang efektif dalam mengembangkan 

kompetensi. Melalui pelatihan, kader dan fasilitator dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan baru, sedangkan pendampingan 

membantu dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik. 

Selain itu, evaluasi dan refleksi juga penting dalam proses 

pengembangan kompetensi. Dengan melakukan evaluasi, kader dan 

fasilitator dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

C. Peran Kader dalam Edukasi Masyarakat 

 

Kader merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program 

edukasi masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan dan 

pembangunan berbasis komunitas. Keberadaan kader menjadi sangat 

penting karena berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga memiliki 

kedekatan sosial, pemahaman budaya, serta kepercayaan dari 

masyarakat. Hal ini menjadikan kader sebagai aktor yang efektif dalam 

menyampaikan pesan-pesan edukatif dan mendorong perubahan 

perilaku. Dalam praktiknya, edukasi masyarakat tidak hanya berfokus 

pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses pembelajaran 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan masyarakat. Oleh karena itu, peran kader dalam edukasi 
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masyarakat menjadi sangat strategis, karena tidak hanya berfungsi 

sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, 

dan agen perubahan. 

 

1. Kader sebagai Penyampai Informasi (Edukator) 

Salah satu peran utama kader dalam edukasi masyarakat adalah 

sebagai penyampai informasi atau edukator. Kader bertugas untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai berbagai isu, 

seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Notoatmodjo 

(2010) menyatakan bahwa edukasi merupakan proses yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Sebagai 

edukator, kader harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, 

sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman Masyarakat, juga 

perlu menggunakan metode yang menarik agar pesan yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik. Selain itu, kader juga harus memastikan 

bahwa informasi yang disampaikan akurat dan relevan. Dengan 

demikian, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang benar dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Kader sebagai Fasilitator Pembelajaran 

Kader juga berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran masyarakat. Sebagai fasilitator, kader tidak hanya 

menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat untuk 

memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Ife (2013) 

menekankan bahwa fasilitator memiliki peran penting dalam mendukung 

proses pemberdayaan. Dalam peran ini, kader harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang partisipatif dan interaktif. Perlu 

mendorong masyarakat untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi 

pengalaman. Hal ini penting untuk meningkatkan keterlibatan dan 

pemahaman masyarakat. Selain itu, kader juga berperan dalam 

mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat dan menyesuaikan 

metode pembelajaran yang digunakan. Dengan pendekatan yang tepat, 

proses edukasi dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. 
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3. Kader sebagai Motivator Perubahan Perilaku 

Kader juga memiliki peran sebagai motivator yang mendorong 

masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

merupakan tujuan utama dari edukasi masyarakat, karena pengetahuan 

saja tidak cukup tanpa adanya perubahan dalam tindakan. Robbins dan 

Judge (2013) menyatakan bahwa motivasi merupakan faktor penting 

dalam mendorong perubahan perilaku. Sebagai motivator, kader harus 

mampu memberikan dorongan dan inspirasi kepada masyarakat. Perlu 

menunjukkan manfaat dari perubahan perilaku serta memberikan contoh 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kader juga harus 

mampu mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam 

melakukan perubahan. Dengan pendekatan yang empatik dan persuasif, 

kader dapat membantu masyarakat untuk lebih percaya diri dalam 

mengadopsi perilaku baru. 

 

4. Kader sebagai Penghubung (Mediator) Informasi 

Peran kader sebagai penghubung atau mediator sangat penting 

dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak luar, 

seperti pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Kader dapat 

menyampaikan informasi dari pihak luar kepada masyarakat, serta 

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak luar. Sebagai 

mediator, kader harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta 

mampu memahami kebutuhan kedua belah pihak. Chambers (1995) 

menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. Peran ini juga membantu dalam memastikan 

bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian, kader dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

efektivitas dan keberlanjutan program edukasi. 

 

5. Kader sebagai Agen Perubahan Sosial 

Kader berperan sebagai agen perubahan yang mendorong 

terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini mencakup 

perubahan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih positif. Ife 

(2013) menyatakan bahwa agen perubahan memiliki peran penting 

dalam proses pemberdayaan. Sebagai agen perubahan, kader harus 

memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas hidup 
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Masyarakat, juga harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan 

perubahan yang diharapkan. Selain itu, kader juga berperan dalam 

mengidentifikasi masalah sosial dan mencari solusi yang tepat. Dengan 

demikian, kader dapat membantu masyarakat dalam menghadapi 

berbagai tantangan dan meningkatkan kesejahteraannya. 

 

6. Kader dalam Mendukung Keberlanjutan Edukasi 

Peran kader dalam edukasi masyarakat juga mencakup upaya 

untuk menjaga keberlanjutan program edukasi. Kader dapat memastikan 

bahwa kegiatan edukasi terus berjalan meskipun tidak lagi didukung oleh 

pihak luar. Hal ini menunjukkan pentingnya kader dalam menciptakan 

kemandirian masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kader 

memiliki kedekatan dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga dapat 

lebih mudah dalam mengorganisasi kegiatan edukasi, juga dapat menjadi 

sumber informasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, kader 

juga berperan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program 

edukasi. Dengan pengalaman yang dimiliki, kader dapat memberikan 

masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas edukasi di masa 

depan. 

D. Tantangan dan Penguatan Kapasitas Kader 

 

Kader merupakan aktor penting dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dan edukasi berbasis komunitas, berperan 

sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak luar, serta sebagai 

pelaksana berbagai kegiatan di tingkat lokal. Namun, dalam 

menjalankan perannya, kader seringkali menghadapi berbagai tantangan 

yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja. Tantangan ini dapat 

berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas, maupun faktor 

eksternal, seperti dukungan lingkungan dan kebijakan. 

Pada konteks ini, penguatan kapasitas kader menjadi hal yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa ia mampu menjalankan tugas 

secara optimal. Penguatan kapasitas tidak hanya mencakup peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pengembangan sikap dan 

motivasi. Dengan kapasitas yang memadai, kader dapat lebih efektif 

dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mencapai tujuan program 

pemberdayaan. 
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1. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kader adalah 

keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Banyak kader yang berasal 

dari masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan yang beragam, 

sehingga kemampuan dalam memahami dan melaksanakan program 

seringkali berbeda-beda. Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa 

pengetahuan merupakan dasar dalam pembentukan perilaku, sehingga 

keterbatasan pengetahuan dapat mempengaruhi kinerja kader. 

Keterampilan teknis, seperti kemampuan komunikasi, fasilitasi, dan 

manajemen kegiatan, juga sering menjadi kendala. Tanpa keterampilan 

yang memadai, kader mungkin mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan informasi atau mengelola kegiatan secara efektif. Untuk 

mengatasi tantangan ini, diperlukan program pelatihan dan 

pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan harus dirancang sesuai 

dengan kebutuhan kader dan dilakukan secara praktis agar mudah 

diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. 

 

2. Keterbatasan Motivasi dan Komitmen 

Motivasi dan komitmen kader merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Namun, dalam 

praktiknya, kader sering menghadapi penurunan motivasi, terutama jika 

tidak mendapatkan dukungan atau penghargaan yang memadai. Robbins 

dan Judge (2013) menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk penghargaan dan lingkungan kerja. Kader yang bekerja 

secara sukarela seringkali menghadapi tekanan ekonomi dan 

keterbatasan waktu, sehingga sulit untuk mempertahankan komitmen 

dalam jangka panjang. Hal ini dapat berdampak pada keberlanjutan 

program yang dijalankan. Untuk meningkatkan motivasi dan komitmen, 

diperlukan strategi yang mencakup pemberian penghargaan, pengakuan, 

serta dukungan sosial. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang positif dan mendukung. 

 

3. Kendala Sosial dan Budaya 

Kader juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi 

sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya, norma sosial, serta 
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kebiasaan yang telah mengakar dapat menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan program. Ife (2013) menyatakan bahwa budaya memiliki 

pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Dalam beberapa kasus, 

masyarakat mungkin kurang menerima perubahan yang dibawa oleh 

kader, terutama jika perubahan tersebut dianggap bertentangan dengan 

tradisi atau kebiasaan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan resistensi 

dan menghambat pelaksanaan program. Untuk mengatasi kendala ini, 

kader perlu memiliki kompetensi sosial dan kultural yang baik, harus 

mampu memahami dan menghargai budaya lokal serta menggunakan 

pendekatan yang sesuai dalam menyampaikan pesan. 

 

4. Keterbatasan Dukungan dan Fasilitas 

Keterbatasan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait 

juga menjadi tantangan bagi kader. Dukungan ini mencakup penyediaan 

fasilitas, pendanaan, serta kebijakan yang mendukung kegiatan kader. 

Chambers (1995) menekankan bahwa dukungan institusi sangat penting 

dalam keberhasilan program pemberdayaan. Tanpa dukungan yang 

memadai, kader mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

kegiatan, seperti keterbatasan alat, bahan, atau akses informasi. Hal ini 

dapat mengurangi efektivitas program yang dijalankan. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari berbagai pihak, 

termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. 

Kolaborasi antar pihak dapat membantu mengatasi keterbatasan yang 

ada. 

 

5. Strategi Penguatan Kapasitas Kader 

Penguatan kapasitas kader dapat dilakukan melalui berbagai 

strategi yang terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah pelatihan dan 

pendidikan yang berkelanjutan. Pelatihan harus mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta disesuaikan dengan 

kebutuhan kader. Selain pelatihan, pendampingan juga merupakan 

strategi yang efektif. Melalui pendampingan, kader dapat memperoleh 

bimbingan dan dukungan dalam melaksanakan tugasnya. Ife (2013) 

menyatakan bahwa pendampingan merupakan bagian penting dalam 

proses pemberdayaan. Strategi lainnya adalah penguatan jaringan dan 

kerja sama antar kader. Dengan adanya jaringan, kader dapat saling 
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berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Hal ini dapat 

meningkatkan kapasitas secara kolektif. 

 

6. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas 

kader. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana kader telah 

menjalankan tugasnya serta aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga 

dapat menjadi dasar dalam merancang program pengembangan yang 

lebih efektif. Selain evaluasi, refleksi juga penting untuk membantu 

kader memahami pengalaman yang telah dialami. Dengan refleksi, kader 

dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerja di masa depan. 

Pengembangan kapasitas kader harus dilakukan secara berkelanjutan, 

karena kebutuhan dan tantangan yang dihadapi terus berubah. Oleh 

karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mendukung 

pengembangan kader secara terus-menerus. 
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BAB VIII 
PENDIDIKAN KESEHATAN BERBASIS 

MASYARAKAT 
 

 

Pendidikan kesehatan berbasis masyarakat merupakan salah satu 

pendekatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pada 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat. 

Melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan secara langsung di 

lingkungan masyarakat, berbagai informasi mengenai pencegahan 

penyakit, gizi, serta kesehatan ibu dan anak dapat disampaikan secara 

lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pada pelaksanaannya, pendidikan kesehatan berbasis masyarakat 

tidak dapat dipisahkan dari peran kader, tenaga kesehatan, serta 

dukungan lingkungan sosial. Program seperti Posyandu menjadi salah 

satu contoh nyata penerapan pendidikan kesehatan yang bersifat 

partisipatif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan 

berbasis pengalaman, masyarakat diharapkan mampu memahami 

pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan 

sejahtera. 

 

A. Konsep Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

 

Pendidikan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya 

penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 

menyeluruh. Dalam konteks pembangunan kesehatan, pendekatan 

kuratif saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan 

kesehatan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

promotif dan preventif melalui pendidikan kesehatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat 

terhadap kesehatan. 
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Konsep pendidikan kesehatan masyarakat menekankan pada 

proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan 

untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat. Pendidikan 

kesehatan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga mencakup 

keluarga dan komunitas sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, 

pendidikan kesehatan menjadi bagian integral dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat. 

 

1. Pengertian Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

Pendidikan kesehatan masyarakat dapat diartikan sebagai proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Menurut 

Notoatmodjo (2010), pendidikan kesehatan merupakan upaya untuk 

mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat agar hidup sehat 

melalui proses belajar. Dalam pengertian ini, pendidikan kesehatan tidak 

hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga mencakup perubahan 

sikap dan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan 

merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang 

sistematis. Selain itu, pendidikan kesehatan juga menekankan pada peran 

aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Masyarakat tidak hanya 

menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pelaku dalam menjaga 

kesehatannya sendiri. 

 

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

Tujuan utama pendidikan kesehatan masyarakat adalah untuk 

meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga 

kesehatan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran, 

diharapkan masyarakat dapat mengadopsi perilaku hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan kesehatan juga bertujuan 

untuk mencegah terjadinya penyakit melalui perubahan perilaku. 

Pendekatan preventif ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan 

pengobatan setelah penyakit terjadi. Pendidikan kesehatan juga 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program 

kesehatan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, program kesehatan 

dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 
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3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

Pendidikan kesehatan masyarakat didasarkan pada beberapa 

prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip 

utama adalah partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini penting untuk 

meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan. Prinsip lainnya adalah 

relevansi, yaitu materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kesehatan dapat 

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, prinsip 

keberlanjutan juga penting dalam pendidikan kesehatan. Proses 

pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus agar perubahan 

perilaku dapat bertahan dalam jangka panjang. 

 

4. Pendekatan dalam Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

Pendidikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui 

berbagai pendekatan, seperti pendekatan individual, kelompok, dan 

komunitas. Pendekatan individual dilakukan dengan memberikan 

edukasi secara langsung kepada individu, sedangkan pendekatan 

kelompok melibatkan beberapa orang dalam satu kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan komunitas menekankan pada keterlibatan seluruh 

masyarakat dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini lebih efektif 

dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Green dan Kreuter 

(2005) menyatakan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat 

meningkatkan efektivitas program kesehatan. Selain itu, pendekatan 

partisipatif juga penting dalam pendidikan kesehatan. Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, proses pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dan bermakna. 

 

5. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Perubahan Perilaku 

Pendidikan kesehatan memiliki peran penting dalam mendorong 

perubahan perilaku masyarakat. Melalui proses pembelajaran, 

masyarakat dapat memahami pentingnya perilaku hidup sehat serta 

dampaknya terhadap kesehatan. Perubahan perilaku tidak terjadi secara 

instan, melainkan melalui proses yang melibatkan peningkatan 

pengetahuan, perubahan sikap, dan pembentukan kebiasaan. 

Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa perubahan perilaku merupakan 
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tujuan utama dari pendidikan kesehatan. Selain itu, pendidikan 

kesehatan juga dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga 

kesehatan. Dengan motivasi yang kuat, masyarakat akan lebih konsisten 

dalam menerapkan perilaku hidup sehat. 

 

6. Pendidikan Kesehatan sebagai Upaya Pemberdayaan 

Masyarakat 

Pendidikan kesehatan masyarakat juga merupakan bagian dari 

proses pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan kesehatan, 

masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk mengelola kesehatannya sendiri. Ife (2013) menyatakan bahwa 

pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam mengontrol kehidupannya. Dengan adanya pendidikan kesehatan, 

masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan. Tidak 

hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga mampu mengambil 

keputusan yang tepat terkait kesehatan. Selain itu, pendidikan kesehatan 

juga dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Hal ini 

penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup 

sehat. 

 

B. Program Posyandu sebagai Media Edukasi 

 

Program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah 

satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran 

strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya 

ibu dan anak. Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan 

kesehatan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya kesehatan. Sebagai media edukasi, Posyandu memberikan 

berbagai informasi dan pembelajaran kepada masyarakat melalui 

kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup 

penyuluhan kesehatan, pemantauan pertumbuhan anak, serta pemberian 

layanan dasar lainnya. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, 

Posyandu mampu menjangkau masyarakat secara luas dan mendekatkan 

layanan kesehatan kepadanya. 
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1. Pengertian dan Fungsi Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan 

yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa 

Posyandu bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan. Dalam konteks ini, Posyandu berfungsi 

sebagai sarana pelayanan sekaligus edukasi bagi masyarakat. Sebagai 

media edukasi, Posyandu memberikan informasi mengenai berbagai 

aspek kesehatan, seperti gizi, imunisasi, dan perawatan kesehatan ibu 

dan anak. Informasi ini disampaikan melalui kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan. Selain itu, Posyandu juga 

berfungsi sebagai tempat interaksi sosial yang memungkinkan 

masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya kesehatan. 

 

2. Posyandu sebagai Sarana Edukasi Kesehatan Ibu dan Anak 

Posyandu memiliki peran penting dalam edukasi kesehatan ibu 

dan anak. Kegiatan seperti penimbangan balita, imunisasi, dan 

pemeriksaan kesehatan ibu hamil menjadi sarana untuk memberikan 

informasi yang relevan kepada masyarakat. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa edukasi kesehatan merupakan proses yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat. Melalui kegiatan 

ini, ibu dapat memperoleh informasi tentang pentingnya gizi, perawatan 

kehamilan, serta tumbuh kembang anak. Informasi ini sangat penting 

untuk mencegah berbagai masalah kesehatan, seperti gizi buruk dan 

penyakit menular. Selain itu, Posyandu juga memberikan kesempatan 

bagi ibu untuk berkonsultasi dengan kader dan tenaga kesehatan. Dengan 

demikian, edukasi yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan 

individu. 

 

3. Peran Kader dalam Edukasi di Posyandu 

Kader Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan edukasi di Posyandu. Bertugas untuk menyampaikan 

informasi, memberikan penyuluhan, serta memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran bagi masyarakat. Ife (2013) menyatakan bahwa kader 
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memiliki peran strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai bagian dari masyarakat, kader memiliki kedekatan sosial dengan 

peserta Posyandu, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan pesan-

pesan Kesehatan, juga dapat menyesuaikan metode penyuluhan dengan 

kondisi dan karakteristik masyarakat. Selain itu, kader juga berperan 

dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

Posyandu. Dengan pendekatan yang persuasif, kader dapat 

meningkatkan kehadiran dan keterlibatan masyarakat. 

 

4. Metode Edukasi dalam Kegiatan Posyandu 

Edukasi di Posyandu dapat dilakukan melalui berbagai metode, 

seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Metode 

yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar 

pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ceramah 

merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada kelompok masyarakat. Namun, metode ini perlu 

dikombinasikan dengan metode lain agar lebih interaktif dan menarik. 

Demonstrasi dan praktik langsung juga sangat efektif dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan melihat dan melakukan 

secara langsung, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan 

mengaplikasikan informasi yang diberikan. 

 

5. Posyandu sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat 

Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi 

juga sebagai media pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, 

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatannya 

sendiri. Ife (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupannya. 

Kegiatan Posyandu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

belajar dan mengembangkan kemampuannya, seperti dalam mengelola 

kegiatan dan menyampaikan informasi. Hal ini dapat meningkatkan 

kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain itu, Posyandu 

juga dapat memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan 

adanya interaksi yang intensif, masyarakat dapat saling mendukung dan 

bekerja sama dalam menjaga kesehatan lingkungan. 
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6. Tantangan dan Pengembangan Posyandu sebagai Media 

Edukasi 

Meskipun memiliki peran yang penting, Posyandu juga 

menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu 

tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga, 

fasilitas, maupun pendanaan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan dan edukasi yang diberikan. Selain itu, tingkat partisipasi 

masyarakat yang fluktuatif juga menjadi tantangan. Beberapa 

masyarakat mungkin kurang aktif dalam mengikuti kegiatan Posyandu, 

sehingga edukasi tidak dapat menjangkau semua sasaran. Untuk 

mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya pengembangan yang 

berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas kader, pemanfaatan 

teknologi, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. 

Dengan demikian, Posyandu dapat terus berfungsi sebagai media 

edukasi yang efektif dan berkelanjutan. 

 

C. Peran Kader dalam Kesehatan Ibu dan Anak 

 

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator utama 

dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. Upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga 

kesehatan, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat melalui kader 

kesehatan. Kader memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam 

menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki 

keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. 

Pada konteks ini, kader berperan tidak hanya sebagai pelaksana 

kegiatan kesehatan, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, dan 

motivator bagi masyarakat. Membantu menjembatani informasi antara 

tenaga kesehatan dan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku 

yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang peran kader menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas 

program kesehatan ibu dan anak. 

 

1. Kader sebagai Edukator Kesehatan Ibu dan Anak 

Kader memiliki peran utama sebagai edukator yang memberikan 

informasi kepada ibu dan keluarga mengenai kesehatan ibu dan anak. 
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Informasi ini mencakup perawatan kehamilan, persalinan, perawatan 

bayi, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa edukasi kesehatan merupakan proses untuk 

meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat masyarakat. Sebagai 

edukator, kader harus mampu menyampaikan informasi secara 

sederhana dan mudah dipahami, juga perlu menggunakan metode yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat, seperti penyuluhan kelompok atau 

kunjungan rumah. Selain itu, kader juga berperan dalam memastikan 

bahwa informasi yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, edukasi yang dilakukan tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku. 

 

2. Kader sebagai Fasilitator Pelayanan Kesehatan 

Kader berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat 

dalam mengakses layanan kesehatan ibu dan anak, dapat membantu ibu 

hamil untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta 

memastikan bahwa anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Peran ini 

sangat penting terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses 

terhadap fasilitas kesehatan. Kader dapat menjadi penghubung antara 

masyarakat dan tenaga kesehatan, sehingga layanan kesehatan dapat 

lebih mudah dijangkau. Selain itu, kader juga membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan Posyandu, seperti penimbangan balita dan 

pemantauan pertumbuhan. Dengan demikian, kader berkontribusi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. 

 

3. Kader sebagai Motivator Perilaku Sehat 

Peran kader sebagai motivator sangat penting dalam mendorong 

masyarakat untuk mengadopsi perilaku hidup sehat. Robbins dan Judge 

(2013) menyatakan bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam 

perubahan perilaku. Kader dapat memberikan dorongan kepada ibu dan 

keluarga untuk menerapkan praktik kesehatan yang baik, seperti 

pemberian ASI eksklusif, menjaga kebersihan, dan pola makan yang 

sehat, juga dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, kader juga berperan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 

masyarakat dalam menerapkan perilaku sehat. Dengan pendekatan yang 
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persuasif, kader dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk 

melakukan perubahan. 

 

4. Kader dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 

Kader memiliki peran penting dalam memantau tumbuh 

kembang anak melalui kegiatan Posyandu. Kegiatan ini meliputi 

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pencatatan 

perkembangan anak. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara 

dini adanya masalah kesehatan, seperti gizi buruk atau keterlambatan 

perkembangan. Dengan deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih 

cepat dan efektif. Selain itu, kader juga memberikan informasi kepada 

orang tua mengenai hasil pemantauan dan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan. Dengan demikian, orang tua dapat lebih memahami kondisi 

anak dan mengambil tindakan yang tepat. 

5. Kader sebagai Penghubung dan Mediator 

Kader berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan 

tenaga kesehatan. Menyampaikan informasi dari tenaga kesehatan 

kepada masyarakat, serta menyampaikan kebutuhan dan masalah 

masyarakat kepada tenaga kesehatan. Peran ini penting untuk 

memastikan bahwa program kesehatan ibu dan anak dapat berjalan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Chambers (1995) menekankan 

pentingnya komunikasi yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. 

Selain itu, kader juga dapat membantu dalam mengatasi kesenjangan 

informasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, 

masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik. 

 

6. Kader dalam Pemberdayaan Kesehatan Keluarga 

Kader juga berperan dalam pemberdayaan keluarga untuk 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Membantu keluarga dalam 

memahami pentingnya kesehatan serta cara-cara untuk menjaga 

kesehatan. Melalui edukasi dan pendampingan, kader dapat 

meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola kesehatannya 

sendiri. Ife (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, kader juga 

mendorong partisipasi keluarga dalam berbagai kegiatan kesehatan. 
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Dengan keterlibatan aktif keluarga, upaya peningkatan kesehatan ibu dan 

anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

D. Evaluasi Program Kesehatan Berbasis Masyarakat  

 

Evaluasi program kesehatan berbasis masyarakat merupakan 

bagian penting dalam siklus manajemen program yang bertujuan untuk 

menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu intervensi 

kesehatan. Program kesehatan berbasis masyarakat menekankan pada 

partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan kegiatan, sehingga evaluasi menjadi alat untuk memastikan 

bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada konteks ini, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pengukuran hasil, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk 

perbaikan program di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi 

secara sistematis, pelaksana program dapat mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. 

 

1. Pengertian dan Tujuan Evaluasi Program 

Evaluasi program dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai 

pencapaian tujuan program. Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman 

(2004), evaluasi program bertujuan untuk menentukan sejauh mana 

suatu program telah mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan utama 

evaluasi dalam program kesehatan berbasis masyarakat adalah untuk 

mengetahui efektivitas intervensi yang dilakukan. Selain itu, evaluasi 

juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan program. Evaluasi juga berfungsi sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk melanjutkan, 

memperbaiki, maupun menghentikan suatu program. Dengan demikian, 

evaluasi menjadi bagian integral dalam pengelolaan program kesehatan. 

 

2. Jenis-Jenis Evaluasi Program Kesehatan 

Evaluasi program kesehatan dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu evaluasi formatif, 
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evaluasi proses, dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada 

tahap awal untuk memastikan bahwa program dirancang dengan baik. 

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai pelaksanaan program, termasuk 

apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini penting 

untuk memastikan bahwa program berjalan dengan efektif. Sementara 

itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai hasil 

dan dampak yang dicapai. Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa 

ketiga jenis evaluasi ini saling melengkapi dalam menilai keberhasilan 

program kesehatan. 

 

3. Indikator dalam Evaluasi Program Kesehatan 

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan dalam evaluasi 

program kesehatan. Indikator dapat berupa indikator input, proses, 

output, dan outcome. Indikator input mencakup sumber daya yang 

digunakan dalam program, seperti tenaga, dana, dan fasilitas. Indikator 

proses menilai pelaksanaan kegiatan, seperti jumlah penyuluhan yang 

dilakukan atau tingkat partisipasi masyarakat. Indikator output 

mengukur hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah peserta yang 

mengikuti program. Sementara itu, indikator outcome menilai dampak 

jangka panjang dari program, seperti perubahan perilaku atau 

peningkatan status kesehatan masyarakat. Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa penggunaan indikator yang tepat sangat penting 

dalam evaluasi program kesehatan. 

 

4. Metode Evaluasi Program Berbasis Masyarakat 

Metode evaluasi program kesehatan berbasis masyarakat dapat 

dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur hasil program, 

seperti survei dan analisis statistik. Pendekatan kualitatif digunakan 

untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap 

program. Metode ini dapat dilakukan melalui wawancara, diskusi 

kelompok, dan observasi. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan 

program. Rossi et al. (2004) menyatakan bahwa penggunaan metode 

yang beragam dapat meningkatkan validitas hasil evaluasi. 
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5. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam 

evaluasi program berbasis masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi 

objek evaluasi, tetapi juga terlibat dalam proses pengumpulan dan 

analisis data. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akurasi dan 

relevansi hasil evaluasi. Selain itu, partisipasi juga dapat meningkatkan 

rasa memiliki terhadap program, sehingga mendorong keberlanjutan. 

Chambers (1995) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam 

evaluasi, karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pengalaman dan pandangannya. 

 

6. Pemanfaatan Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi program kesehatan memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan dan perbaikan program. Informasi yang 

diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

program serta mengatasi kelemahan yang ada. Selain itu, hasil evaluasi 

juga dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak 

terkait, seperti pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Pemanfaatan 

hasil evaluasi juga mencakup pengembangan kebijakan dan perencanaan 

program di masa depan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya 

berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran 

dan pengembangan. 
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BAB IX 
METODE DAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN MASYARAKAT 
 

 

Metode dan strategi pembelajaran masyarakat merupakan 

komponen penting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan di 

lingkungan masyarakat. Berbeda dengan pendidikan formal, 

pembelajaran masyarakat menuntut pendekatan yang lebih fleksibel, 

partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan 

peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat menjadi 

kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, 

dan bermakna bagi masyarakat. 

Pada praktiknya, berbagai metode seperti diskusi kelompok, 

penyuluhan, demonstrasi, simulasi, serta pembelajaran berbasis 

pengalaman sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta. 

Selain itu, strategi pembelajaran juga perlu mempertimbangkan aspek 

komunikasi yang efektif, penggunaan media dan teknologi, serta 

pendekatan berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-

hari. Dengan penerapan metode dan strategi yang tepat, diharapkan 

proses pembelajaran masyarakat dapat mendorong perubahan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku secara berkelanjutan. 

 

A. Metode Pembelajaran Partisipatif 

 

Metode pembelajaran partisipatif merupakan salah satu 

pendekatan penting dalam pendidikan masyarakat yang menekankan 

keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Berbeda 

dengan metode konvensional yang cenderung berpusat pada pendidik, 

metode partisipatif menempatkan peserta didik sebagai subjek utama 

yang berperan aktif dalam membangun pengetahuan dan pengalaman 

belajar. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan 

masyarakat, di mana peserta didik umumnya adalah individu dewasa 

dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. 
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Pada pendidikan masyarakat, keberhasilan proses pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi peserta didik. Semakin tinggi 

keterlibatannya, semakin besar peluang tercapainya tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu, metode pembelajaran partisipatif menjadi 

strategi yang efektif untuk menciptakan proses belajar yang interaktif, 

kontekstual, dan bermakna. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip 

pemberdayaan masyarakat yang menempatkan individu sebagai agen 

perubahan dalam lingkungannya. 

 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Partisipatif 

Metode pembelajaran partisipatif adalah pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam seluruh 

proses belajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 

Menurut Chambers (1994), partisipasi merupakan proses di mana 

individu atau kelompok memiliki peran dalam pengambilan keputusan 

yang memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, metode 

ini menekankan interaksi dua arah antara fasilitator dan peserta didik, 

serta antar peserta didik itu sendiri. Pembelajaran tidak hanya 

berlangsung melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui diskusi, 

kerja kelompok, dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, metode 

pembelajaran partisipatif bertujuan untuk menciptakan proses belajar 

yang demokratis dan memberdayakan. 

 

2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Partisipatif 

Metode pembelajaran partisipatif didasarkan pada beberapa 

prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Menurut 

Pretty (1995), prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

a. Keterlibatan Aktif Peserta Didik 

Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, bukan 

sekadar penerima informasi.  

b. Kesetaraan dalam Pembelajaran 

Tidak ada dominasi antara fasilitator dan peserta didik; semua 

pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.  

c. Pembelajaran Berbasis Pengalaman 

Pengalaman peserta didik menjadi sumber utama dalam proses 

pembelajaran.  
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d. Dialog dan Komunikasi Dua Arah 

Proses pembelajaran berlangsung melalui diskusi dan pertukaran 

ide.  

e. Relevansi dengan Kebutuhan Nyata 

Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan konteks 

kehidupan peserta didik.  

Prinsip-prinsip ini menjadikan pembelajaran lebih inklusif dan 

bermakna. 

 

3. Bentuk-Bentuk Metode Pembelajaran Partisipatif 

Metode pembelajaran partisipatif dapat diterapkan dalam 

berbagai bentuk kegiatan, antara lain: 

a. Diskusi Kelompok 

Peserta didik berdiskusi untuk membahas suatu topik atau 

masalah.  

b. Studi Kasus 

Peserta didik menganalisis kasus nyata untuk mencari solusi.  

c. Simulasi dan Role Play 

Peserta didik memerankan situasi tertentu untuk memahami 

konsep secara lebih mendalam.  

d. Brainstorming 

Peserta didik mengemukakan ide-ide secara bebas.  

e. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) 

Peserta didik mengerjakan proyek yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata.  

Menurut Silberman (1996), penggunaan metode aktif seperti ini 

dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. 

 

4. Peran Fasilitator dalam Pembelajaran Partisipatif 

Pada metode pembelajaran partisipatif, fasilitator memiliki peran 

yang berbeda dibandingkan dengan pendidik dalam metode 

konvensional. Fasilitator berfungsi sebagai pendamping yang membantu 

peserta didik dalam proses belajar. Peran fasilitator meliputi: 

a. Menciptakan suasana belajar yang kondusif  

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik  

c. Memfasilitasi diskusi dan interaksi  
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d. Memberikan umpan balik yang konstruktif  

e. Menghargai pendapat dan pengalaman peserta didik  

Menurut Brookfield (1986), fasilitator yang efektif adalah yang 

mampu membangun hubungan yang saling percaya dengan peserta 

didik. 

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Partisipatif 

Metode pembelajaran partisipatif memiliki berbagai kelebihan, 

antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik  

b. Membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif  

c. Mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi  

d. Mendorong berpikir kritis dan kreatif  

Metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti: 

a. Membutuhkan waktu yang lebih lama  

b. Memerlukan keterampilan fasilitator yang baik  

c. Tidak semua peserta didik aktif berpartisipasi  

d. Sulit diterapkan dalam kelompok yang sangat besar  

Oleh karena itu, penerapan metode ini harus disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan peserta didik. 

 

6. Implementasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Pada pendidikan masyarakat, metode pembelajaran partisipatif 

banyak digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, 

pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai contoh, dalam pelatihan kewirausahaan, peserta didik dapat 

dilibatkan dalam diskusi kelompok, simulasi usaha, dan praktik 

langsung. Hal ini memungkinkan untuk belajar secara aktif dan 

mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhannya. 

Menurut Freire (1970), pendidikan yang partisipatif dapat meningkatkan 

kesadaran kritis masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Dengan 

demikian, metode ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga 

memberdayakan masyarakat. 

 

B. Pendekatan Komunikasi Efektif 

 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  122 

 

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam proses pendidikan 

masyarakat, karena keberhasilan penyampaian pesan sangat menentukan 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan 

masyarakat, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer 

informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman, 

kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

pendekatan komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat 

diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh peserta didik. 

Pendekatan komunikasi efektif menjadi semakin penting 

mengingat karakteristik peserta didik dalam pendidikan masyarakat yang 

beragam, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, budaya, maupun 

pengalaman hidup. Tanpa pendekatan komunikasi yang tepat, proses 

pembelajaran dapat menjadi kurang optimal dan bahkan menimbulkan 

kesalahpahaman. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep, 

prinsip, dan strategi komunikasi efektif menjadi sangat penting bagi 

fasilitator dalam mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat. 

 

1. Pengertian Komunikasi Efektif 

Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan yang menghasilkan pemahaman yang 

sama sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut DeVito (2013), 

komunikasi efektif ditandai oleh adanya kejelasan pesan, kesesuaian 

konteks, serta adanya umpan balik yang menunjukkan bahwa pesan telah 

dipahami dengan baik. Dalam pendidikan masyarakat, komunikasi 

efektif tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi, tetapi juga 

pada proses interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide, 

pengalaman, dan pengetahuan. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai 

proses dua arah yang dinamis. 

 

2. Prinsip-Prinsip Komunikasi Efektif 

Pendekatan komunikasi efektif dalam pendidikan masyarakat 

didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain: 

a. Kejelasan Pesan (Clarity) 

Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami.  

b. Kesesuaian dengan Audiens 
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Komunikasi harus disesuaikan dengan latar belakang, kebutuhan, 

dan karakteristik peserta didik.  

c. Umpan Balik (Feedback) 

Adanya respon dari peserta didik untuk memastikan pemahaman.  

d. Empati 

Fasilitator harus mampu memahami perspektif dan perasaan 

peserta didik.  

e. Keterbukaan (Openness) 

Komunikasi harus berlangsung secara jujur dan terbuka.  

Menurut Rogers (2003), komunikasi yang efektif dalam proses 

perubahan sosial memerlukan kepercayaan dan hubungan yang baik 

antara komunikator dan komunikan. 

 

3. Unsur-Unsur Komunikasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Pada proses komunikasi, terdapat beberapa unsur penting yang 

saling berkaitan, yaitu: 

a. Komunikator (fasilitator atau pendidik)  

b. Pesan (materi atau informasi yang disampaikan)  

c. Media (alat atau saluran komunikasi)  

d. Komunikan (peserta didik atau masyarakat)  

e. Umpan balik (respon dari peserta didik)  

Menurut Schramm (1973), keberhasilan komunikasi dipengaruhi 

oleh kesamaan pengalaman (field of experience) antara komunikator dan 

komunikan. Semakin besar kesamaan tersebut, semakin mudah pesan 

dipahami. Dalam pendidikan masyarakat, penting bagi fasilitator untuk 

memahami konteks sosial dan budaya peserta didik agar komunikasi 

dapat berjalan dengan efektif. 

 

4. Strategi Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran 

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan strategi 

yang tepat dalam penyampaian pesan. Beberapa strategi yang dapat 

digunakan antara lain: 

a. Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Kontekstual 

Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman 

peserta didik.  
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b. Memanfaatkan Media Komunikasi yang Tepat 

Seperti gambar, video, atau alat peraga untuk memperjelas pesan.  

c. Mendorong Partisipasi Aktif 

Melibatkan peserta didik dalam diskusi dan tanya jawab.  

d. Membangun Hubungan Interpersonal 

Menciptakan suasana yang nyaman dan saling percaya.  

e. Menggunakan Pendekatan Persuasive 

Mengajak peserta didik untuk memahami dan menerima pesan 

secara sukarela.  

Menurut Berlo (1960), efektivitas komunikasi sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan 

secara jelas dan menarik. 

 

5. Hambatan dalam Komunikasi 

Pada praktiknya, komunikasi dalam pendidikan masyarakat 

seringkali menghadapi berbagai hambatan, antara lain: 

a. Hambatan Bahasa 

Perbedaan bahasa atau istilah yang digunakan dapat 

menyebabkan kesalahpahaman.  

b. Hambatan Budaya 

Perbedaan nilai dan norma dapat memengaruhi penerimaan 

pesan.  

c. Hambatan Psikologis 

Sikap, emosi, dan persepsi peserta didik dapat memengaruhi 

proses komunikasi.  

d. Hambatan Teknis 

Keterbatasan media atau sarana komunikasi.  

e. Hambatan Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu 

proses komunikasi.  

Menurut Tubbs dan Moss (2005), hambatan komunikasi harus 

diidentifikasi dan diatasi agar proses komunikasi dapat berjalan secara 

optimal. 
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6. Peran Komunikasi Efektif dalam Pendidikan Masyarakat 

Komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting dalam 

keberhasilan pendidikan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, 

fasilitator dapat: 

a. Menyampaikan informasi dengan jelas  

b. Meningkatkan pemahaman peserta didik  

c. Mendorong partisipasi aktif  

d. Membentuk sikap dan perilaku positif  

e. Membangun hubungan yang harmonis  

Komunikasi efektif juga berperan dalam proses pemberdayaan 

masyarakat, karena memungkinkan masyarakat untuk memahami 

permasalahannya dan mencari solusi secara bersama. 

 

C. Media dan Teknologi dalam Pendidikan Masyarakat 

 

Perkembangan media dan teknologi telah membawa perubahan 

besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan masyarakat. 

Jika sebelumnya proses pembelajaran lebih banyak dilakukan secara 

tatap muka dengan metode konvensional, kini pemanfaatan media dan 

teknologi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, 

interaktif, dan luas jangkauannya. Dalam konteks pendidikan 

masyarakat, penggunaan media dan teknologi menjadi sangat penting 

untuk menjangkau kelompok masyarakat yang beragam serta 

meningkatkan efektivitas penyampaian materi. 

Media dan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu 

pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mempercepat penyebaran 

informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, 

pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta 

tingkat literasi teknologi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang jenis, fungsi, serta strategi penggunaan media dan teknologi 

dalam pendidikan masyarakat menjadi sangat penting bagi fasilitator. 

 

1. Pengertian Media dan Teknologi Pendidikan 

Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan pemahaman peserta 
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didik. Sementara itu, teknologi pendidikan mencakup penggunaan 

perangkat, sistem, dan metode berbasis teknologi untuk mendukung 

proses pembelajaran. Menurut Smaldino et al. (2014), media dan 

teknologi pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan menyediakan berbagai bentuk representasi 

informasi, seperti visual, audio, dan audiovisual. Dalam pendidikan 

masyarakat, media dan teknologi membantu menyampaikan materi 

secara lebih efektif dan menarik. 

 

2. Jenis-Jenis Media dalam Pendidikan Masyarakat 

Media dalam pendidikan masyarakat dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa jenis, antara lain: 

 

 

a. Media Visual 

Seperti gambar, poster, diagram, dan grafik yang membantu 

memperjelas informasi.  

b. Media Audio 

Seperti radio dan rekaman suara yang efektif untuk menjangkau 

masyarakat luas.  

c. Media Audiovisual 

Seperti video dan film yang menggabungkan unsur visual dan 

audio.  

d. Media Cetak 

Seperti buku, modul, leaflet, dan brosur yang mudah 

didistribusikan.  

e. Media Digital 

Seperti aplikasi pembelajaran, media sosial, dan platform daring.  

Menurut Heinich et al. (2002), pemilihan media harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan 

kondisi lingkungan. 

 

3. Peran Teknologi dalam Pendidikan Masyarakat 

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan efektivitas pendidikan masyarakat. Beberapa peran utama 

teknologi antara lain: 
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a. Memperluas Akses Pembelajaran 

Teknologi memungkinkan masyarakat untuk belajar kapan saja 

dan di mana saja.  

b. Meningkatkan Interaktivitas 

Teknologi memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik 

dan fasilitator melalui platform digital.  

c. Mendukung Pembelajaran Mandiri 

Masyarakat dapat mengakses berbagai sumber belajar secara 

mandiri.  

d. Meningkatkan Efisiensi 

Pengelolaan program pendidikan menjadi lebih mudah melalui 

sistem digital.  

Menurut Bates (2015), teknologi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran jika digunakan secara tepat dan terintegrasi dengan strategi 

pembelajaran. 

4. Pemanfaatan Media Digital dalam Pendidikan Masyarakat 

Media digital menjadi salah satu komponen penting dalam 

pendidikan masyarakat di era modern. Penggunaan internet, media 

sosial, dan aplikasi mobile telah membuka peluang baru dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Beberapa bentuk pemanfaatan media 

digital antara lain: 

a. E-learning melalui platform pembelajaran daring  

b. Media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi  

c. Video pembelajaran melalui platform berbagi video  

d. Aplikasi mobile learning untuk pembelajaran mandiri  

Menurut Anderson (2008), pembelajaran berbasis digital dapat 

meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pendidikan. Namun, 

pemanfaatan media digital juga harus memperhatikan aspek literasi 

digital dan kesiapan masyarakat. 

 

5. Tantangan dalam Pemanfaatan Media dan Teknologi 

Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan media dan 

teknologi dalam pendidikan masyarakat juga menghadapi berbagai 

tantangan, seperti: 
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a. Kesenjangan Akses Teknologi 

Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap perangkat dan 

internet.  

b. Rendahnya Literasi Digital 

Banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan 

menggunakan teknologi.  

c. Keterbatasan Infrastruktur 

Akses internet yang belum merata menjadi kendala utama.  

d. Kurangnya Pelatihan bagi Fasilitator 

Fasilitator perlu memiliki kompetensi dalam menggunakan 

media dan teknologi.  

e. Resistensi terhadap Perubahan 

Sebagian masyarakat masih lebih nyaman dengan metode 

konvensional.  

Menurut Selwyn (2016), pemanfaatan teknologi harus 

memperhatikan aspek kesetaraan agar tidak memperlebar kesenjangan 

sosial. 

 

6. Strategi Penggunaan Media dan Teknologi yang Efektif 

Untuk mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi dalam 

pendidikan masyarakat, diperlukan strategi yang tepat, antara lain: 

a. Pemilihan Media yang Sesuai 

Media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

karakteristik peserta didik.  

b. Integrasi dengan Metode Pembelajaran 

Media dan teknologi harus digunakan sebagai bagian dari strategi 

pembelajaran yang terencana.  

c. Peningkatan Literasi Digital 

Masyarakat perlu dibekali keterampilan dalam menggunakan 

teknologi.  

d. Pelatihan bagi Fasilitator 

Fasilitator harus mampu memanfaatkan media dan teknologi 

secara efektif.  

e. Evaluasi Penggunaan Media 

Penggunaan media harus dievaluasi untuk mengetahui 

efektivitasnya.  
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Dengan strategi ini, media dan teknologi dapat menjadi alat yang 

efektif dalam mendukung pendidikan masyarakat. 

 

D. Inovasi Pembelajaran Berbasis Komunitas 

 

Perkembangan pendidikan masyarakat menuntut adanya inovasi 

dalam proses pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan dan 

dinamika sosial yang terus berubah. Salah satu pendekatan yang semakin 

berkembang adalah pembelajaran berbasis komunitas (community-based 

learning), yang menempatkan komunitas sebagai ruang belajar sekaligus 

sumber pengetahuan. Inovasi ini menjadi penting karena mampu 

mengintegrasikan pengalaman, potensi lokal, serta partisipasi 

masyarakat dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis komunitas tidak hanya berfokus pada 

transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat 

melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar. Dengan memanfaatkan 

lingkungan sosial sebagai sumber belajar, pendekatan ini mampu 

menciptakan pembelajaran yang kontekstual, aplikatif, dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran berbasis 

komunitas menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat. 

 

1. Pengertian Inovasi Pembelajaran Berbasis Komunitas 

Inovasi pembelajaran berbasis komunitas merupakan 

pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang melibatkan 

komunitas sebagai pusat kegiatan belajar. Menurut Wenger (1998), 

komunitas belajar (communities of practice) adalah kelompok individu 

yang berbagi kepentingan, pengalaman, dan pengetahuan serta belajar 

secara bersama melalui interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan 

masyarakat, inovasi ini menekankan pada pemanfaatan potensi lokal, 

keterlibatan aktif masyarakat, serta kolaborasi antar anggota komunitas. 

Pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di 

lingkungan sosial tempat masyarakat beraktivitas. 
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2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis Komunitas 

Pembelajaran berbasis komunitas memiliki beberapa prinsip 

utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, antara lain: 

a. Partisipasi Aktif Masyarakat 

Masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.  

b. Berbasis Kebutuhan dan Potensi Local 

Program pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan komunitas.  

c. Kolaborasi dan Kebersamaan 

Pembelajaran dilakukan melalui kerja sama antar anggota 

komunitas.  

d. Kontekstual dan Aplikatif 

Materi pembelajaran berkaitan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari.  

e. Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan utama adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian 

masyarakat.  

Menurut Freire (1970), pendidikan yang berbasis pada 

pengalaman dan realitas sosial dapat meningkatkan kesadaran kritis 

masyarakat. 

 

3. Bentuk-Bentuk Inovasi Pembelajaran Berbasis Komunitas 

Inovasi dalam pembelajaran berbasis komunitas dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 

a. Kelompok Belajar Masyarakat 

Komunitas membentuk kelompok belajar untuk berbagi 

pengetahuan dan pengalaman.  

b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Menjadi wadah pembelajaran nonformal yang berbasis 

komunitas.  

c. Pembelajaran Berbasis Proyek Komunitas 

Peserta didik terlibat dalam proyek yang bertujuan 

menyelesaikan masalah di lingkungannya.  

d. Pelatihan Keterampilan Berbasis Local 

Seperti pelatihan kerajinan, pertanian, atau kewirausahaan.  
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e. Pemanfaatan Teknologi Komunitas 

Penggunaan media sosial atau platform digital untuk mendukung 

pembelajaran.  

Menurut McMillan dan Chavis (1986), rasa memiliki (sense of 

community) menjadi faktor penting dalam keberhasilan program berbasis 

komunitas. 

 

4. Peran Komunitas dalam Proses Pembelajaran 

Pada pembelajaran berbasis komunitas, komunitas memiliki 

peran yang sangat penting sebagai aktor utama dalam proses 

pembelajaran. Peran tersebut meliputi: 

a. Sebagai Sumber Belajar 

Pengalaman dan pengetahuan anggota komunitas menjadi bahan 

pembelajaran.  

b. Sebagai Fasilitator 

Tokoh masyarakat atau anggota komunitas dapat berperan 

sebagai fasilitator.  

c. Sebagai Peserta Didik 

Masyarakat belajar secara bersama dalam komunitas.  

d. Sebagai Evaluator 

Komunitas menilai keberhasilan program pembelajaran.  

Menurut Korten (1980), keterlibatan masyarakat secara aktif 

merupakan kunci keberhasilan program pembangunan berbasis 

komunitas. 

5. Manfaat Inovasi Pembelajaran Berbasis Komunitas 

Inovasi ini memberikan berbagai manfaat dalam pendidikan 

masyarakat, antara lain: 

a. Meningkatkan Relevansi Pembelajaran 

Materi sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.  

b. Mendorong Partisipasi Aktif 

Masyarakat terlibat dalam proses belajar. 

c. Mengembangkan Keterampilan Sosial 

Seperti kerja sama, komunikasi, dan kepemimpinan.  

d. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat 

Masyarakat mampu mengelola proses belajar secara mandiri.  

e. Memperkuat Solidaritas Sosial 
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Pembelajaran dilakukan dalam suasana kebersamaan.  

Menurut Wenger (1998), pembelajaran dalam komunitas dapat 

meningkatkan kualitas pengetahuan melalui interaksi sosial. 

 

6. Tantangan dan Strategi Pengembangan 

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pembelajaran berbasis 

komunitas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti: 

a. Rendahnya partisipasi masyarakat  

b. Keterbatasan sumber daya  

c. Kurangnya fasilitator yang kompeten  

d. Kurangnya dukungan kebijakan  

e. Perbedaan kepentingan dalam komunitas  

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi 

pengembangan, antara lain: 

a. Peningkatan Kapasitas Komunitas 

Melalui pelatihan dan pendampingan.  

b. Penguatan Kemitraan 

Dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta.  

c. Pemanfaatan Teknologi 

Untuk mendukung pembelajaran.  

d. Pengembangan Program yang Partisipatif 

Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap.  

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan 

Untuk memastikan keberhasilan program.  
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BAB X 
TANTANGAN DAN MASA DEPAN 

PENDIDIKAN MASYARAKAT 
 

 

Pendidikan masyarakat di era modern menghadapi berbagai 

tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan 

globalisasi, perubahan sosial, serta kemajuan teknologi informasi. 

Tantangan tersebut meliputi kesenjangan akses pendidikan, rendahnya 

tingkat literasi di beberapa kelompok masyarakat, keterbatasan sumber 

daya, serta kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, perubahan gaya hidup dan arus informasi yang cepat juga 

menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi 

agar tidak tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. 

Perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan 

pentingnya pendidikan membuka peluang besar bagi pengembangan 

pendidikan masyarakat di masa depan. Pemanfaatan media digital, 

inovasi metode pembelajaran, serta dukungan kebijakan pemerintah 

menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan 

kualitas pendidikan masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang tersebut 

dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, pendidikan masyarakat 

diharapkan mampu terus berkembang sebagai sarana pemberdayaan 

yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, adaptif, dan 

berdaya saing di era global. 

 

A. Tantangan Global dan Lokal 

 

Pendidikan masyarakat di era modern dihadapkan pada berbagai 

tantangan yang semakin kompleks, baik yang bersifat global maupun 

lokal. Globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan demografi, serta 

dinamika sosial-ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap 

cara masyarakat belajar dan beradaptasi. Di sisi lain, kondisi lokal seperti 

ketimpangan akses pendidikan, budaya, serta keterbatasan sumber daya 
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juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan 

masyarakat. 

Tantangan global dan lokal tersebut menuntut adanya inovasi dan 

adaptasi dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Tidak hanya 

sekadar memberikan pengetahuan, pendidikan masyarakat harus mampu 

membekali individu dengan keterampilan hidup, literasi digital, serta 

kemampuan berpikir kritis agar mampu menghadapi perubahan yang 

cepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai tantangan ini 

menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pendidikan 

masyarakat yang relevan dan berkelanjutan. 

 

1. Tantangan Global dalam Pendidikan Masyarakat 

Perkembangan global membawa berbagai tantangan yang harus 

dihadapi oleh pendidikan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah 

globalisasi yang mendorong terjadinya integrasi ekonomi, sosial, dan 

budaya antarnegara. Menurut Giddens (2002), globalisasi telah 

mengubah struktur sosial masyarakat dan menuntut individu untuk 

memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Selain itu, revolusi industri 

4.0 dan perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan besar. 

Masyarakat dituntut untuk memiliki literasi digital agar dapat 

memanfaatkan teknologi secara efektif. UNESCO (2020) menekankan 

bahwa literasi digital merupakan kompetensi penting dalam 

pembelajaran sepanjang hayat. Tantangan global lainnya meliputi: 

a. Perubahan pasar kerja yang menuntut keterampilan baru  

b. Krisis lingkungan dan perubahan iklim  

c. Mobilitas penduduk dan urbanisasi  

d. Ketimpangan global dalam akses pendidikan  

Pendidikan masyarakat harus mampu merespons tantangan ini 

dengan menyediakan program yang relevan dan adaptif. 

 

2. Tantangan Lokal dalam Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan 

lokal yang spesifik pada kondisi suatu wilayah. Di Indonesia, tantangan 

tersebut antara lain meliputi keterbatasan akses pendidikan, terutama di 

daerah terpencil dan pedesaan. Menurut BPS (2022), masih terdapat 

kesenjangan dalam tingkat pendidikan antara wilayah perkotaan dan 
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pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat memiliki 

peran penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Tantangan 

lokal lainnya meliputi: 

a. Rendahnya tingkat literasi masyarakat  

b. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik  

c. Faktor budaya dan kepercayaan lokal  

d. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah  

Tantangan ini memerlukan pendekatan yang kontekstual dan 

berbasis kebutuhan masyarakat setempat. 

 

3. Kesenjangan Digital (Digital Divide) 

Salah satu tantangan yang menghubungkan aspek global dan 

lokal adalah kesenjangan digital. Perkembangan teknologi informasi 

yang pesat tidak diimbangi dengan pemerataan akses, sehingga terjadi 

perbedaan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi 

dengan yang tidak. Van Dijk (2006) menyatakan bahwa kesenjangan 

digital tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga 

kemampuan dalam menggunakannya. Dalam konteks pendidikan 

masyarakat, hal ini menjadi tantangan serius karena dapat memperlebar 

kesenjangan sosial dan ekonomi. Upaya untuk mengatasi kesenjangan 

digital meliputi: 

a. Penyediaan infrastruktur teknologi  

b. Pelatihan literasi digital  

c. Pengembangan konten pembelajaran yang mudah diakses  

d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan teknologi  

 

4. Perubahan Sosial dan Budaya 

Perubahan sosial dan budaya yang cepat juga menjadi tantangan 

dalam pendidikan masyarakat. Modernisasi dan globalisasi telah 

memengaruhi nilai-nilai tradisional dan pola kehidupan masyarakat. 

Menurut Inglehart dan Baker (2000), perubahan nilai budaya terjadi 

seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Dalam konteks 

ini, pendidikan masyarakat harus mampu menjaga keseimbangan antara 

modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Tantangan yang muncul 

antara lain: 
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a. Perubahan pola interaksi sosial  

b. Menurunnya nilai-nilai gotong royong  

c. Konflik antara nilai tradisional dan modern  

d. Pengaruh budaya global terhadap generasi muda  

Pendidikan masyarakat harus mampu menjadi sarana untuk 

memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong adaptasi terhadap 

perubahan. 

 

 

5. Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting yang 

memengaruhi keberhasilan pendidikan masyarakat. Kemiskinan dan 

keterbatasan ekonomi seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat 

untuk mengakses pendidikan. Todaro dan Smith (2015) menyatakan 

bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, keterbatasan 

ekonomi juga dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan. 

Tantangan ekonomi dalam pendidikan masyarakat meliputi: 

a. Biaya pendidikan dan pelatihan  

b. Keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan  

c. Prioritas kebutuhan ekonomi dibanding pendidikan  

d. Kurangnya akses terhadap peluang kerja  

Pendidikan masyarakat harus mampu memberikan solusi yang 

praktis dan relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. 

 

6. Strategi Menghadapi Tantangan Global dan Lokal 

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan 

strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang 

dapat dilakukan antara lain: 

a. Penguatan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Program pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan 

lokal.  

b. Peningkatan Literasi Digital 

Masyarakat perlu dibekali keterampilan dalam menggunakan 

teknologi.  
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c. Kolaborasi Antar Pihak 

Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 

sangat penting.  

d. Pendekatan Partisipatif 

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap program 

pendidikan.  

e. Pengembangan Keterampilan Hidup (Life Skills) 

Pendidikan harus membekali masyarakat dengan keterampilan 

praktis.  

Dengan strategi yang tepat, pendidikan masyarakat dapat 

menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global dan lokal. 

 

B. Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam bidang pendidikan masyarakat. Digitalisasi menjadi 

salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi, di 

mana akses terhadap informasi semakin terbuka dan proses 

pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam konteks 

pendidikan masyarakat, digitalisasi memberikan peluang besar untuk 

memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, 

serta mempercepat penyebaran informasi. 

Di balik peluang tersebut, digitalisasi juga menghadirkan 

berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat dalam 

mengakses dan memanfaatkan teknologi. Kesenjangan digital, 

keterbatasan literasi teknologi, serta infrastruktur yang belum merata 

menjadi hambatan dalam optimalisasi digitalisasi pendidikan 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif 

mengenai peran, manfaat, serta tantangan digitalisasi dalam pendidikan 

masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

1. Konsep Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Digitalisasi dalam pendidikan masyarakat merujuk pada 

pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, penyebaran 

informasi, serta pengelolaan program pendidikan. Selwyn (2016) 
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menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan mencakup penggunaan 

perangkat teknologi, platform digital, serta sumber belajar berbasis 

internet untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam pendidikan 

masyarakat, digitalisasi tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat 

seperti komputer dan smartphone, tetapi juga mencakup pemanfaatan 

media sosial, aplikasi pembelajaran, serta platform daring (online 

learning). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk belajar secara 

mandiri dan fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. 

 

2. Peran Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan efektivitas pendidikan masyarakat. Beberapa peran utama 

digitalisasi antara lain: 

 

a. Memperluas Akses Pendidikan 

Teknologi digital memungkinkan masyarakat di berbagai 

wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mengakses informasi 

dan materi pembelajaran.  

b. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Penggunaan media digital seperti video, animasi, dan simulasi 

dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah 

dipahami.  

c. Mendukung Pembelajaran Sepanjang Hayat 

Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk terus belajar kapan 

saja dan di mana saja.  

d. Meningkatkan Efisiensi Program Pendidikan 

Pengelolaan program pendidikan menjadi lebih mudah melalui 

sistem digital.  

Menurut Bates (2015), teknologi digital dapat meningkatkan 

efektivitas pembelajaran jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

 

3. Bentuk Implementasi Digitalisasi 

Digitalisasi dalam pendidikan masyarakat dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain: 

a. E-learning dan Pembelajaran Daring 
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Program pembelajaran dilakukan melalui platform online yang 

memungkinkan interaksi antara fasilitator dan peserta didik.  

b. Penggunaan Media Sosial 

Media sosial digunakan sebagai sarana penyebaran informasi dan 

edukasi kepada masyarakat.  

c. Aplikasi Pembelajaran Mobile (Mobile Learning) 

Aplikasi berbasis smartphone memungkinkan masyarakat untuk 

belajar secara mandiri.  

d. Penggunaan Video dan Konten Digital 

Materi pembelajaran disampaikan melalui video, podcast, dan 

konten interaktif.  

e. Sistem Informasi Pendidikan 

Pengelolaan data dan program pendidikan dilakukan secara 

digital.  

Implementasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat 

memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses pembelajaran. 

4. Manfaat Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Digitalisasi memberikan berbagai manfaat dalam pendidikan 

masyarakat, antara lain: 

a. Akses informasi yang lebih luas dan cepat  

b. Pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri  

c. Peningkatan literasi digital masyarakat  

d. Efisiensi waktu dan biaya  

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan  

Menurut OECD (2019), integrasi teknologi dalam pendidikan 

dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan hasil belajar jika 

didukung oleh strategi yang tepat. 

 

5. Tantangan Digitalisasi dalam Pendidikan Masyarakat 

Meskipun memiliki banyak manfaat, digitalisasi juga 

menghadapi berbagai tantangan, seperti: 

a. Kesenjangan Digital (Digital Divide) 

Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi dan 

internet.  

b. Rendahnya Literasi Digital 
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Banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan dalam 

menggunakan teknologi.  

c. Keterbatasan Infrastruktur 

Akses internet yang belum merata menjadi hambatan utama.  

d. Resistensi terhadap Perubahan 

Sebagian masyarakat masih enggan menggunakan teknologi 

dalam pembelajaran.  

e. Keamanan dan Privasi Data 

Penggunaan teknologi digital juga membawa risiko terkait 

keamanan informasi.  

Selwyn (2016) menekankan bahwa digitalisasi pendidikan harus 

memperhatikan aspek kesetaraan agar tidak memperlebar kesenjangan 

sosial. 

 

6. Strategi Penguatan Digitalisasi Pendidikan Masyarakat 

Untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam pendidikan 

masyarakat, diperlukan berbagai strategi, antara lain: 

a. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat 

Melalui pelatihan dan edukasi penggunaan teknologi.  

b. Penyediaan Infrastruktur Teknologi 

Pemerataan akses internet dan perangkat teknologi.  

c. Pengembangan Konten Pembelajaran yang Relevan 

Materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  

d. Pelatihan bagi Fasilitator 

Fasilitator perlu memiliki kompetensi dalam penggunaan 

teknologi.  

e. Kolaborasi Antar Sektor 

Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan digital.  

Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dapat menjadi alat yang 

efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 

 

C. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah  

 

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kebijakan dan 
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dukungan dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam 

merumuskan regulasi, menyediakan sumber daya, serta menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan masyarakat. 

Kebijakan yang tepat akan menjadi landasan dalam pelaksanaan 

program pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. 

Di Indonesia, perhatian terhadap pendidikan masyarakat semakin 

meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan 

sepanjang hayat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan 

yang mendukung pengembangan pendidikan nonformal dan informal 

sebagai pelengkap pendidikan formal. Dukungan ini tidak hanya berupa 

regulasi, tetapi juga mencakup pembiayaan, pengembangan program, 

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai kebijakan dan dukungan pemerintah menjadi 

penting dalam melihat arah dan perkembangan pendidikan masyarakat 

di Indonesia. 

 

1. Landasan Hukum Pendidikan Masyarakat di Indonesia 

Pendidikan masyarakat di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

kuat dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan terdiri atas tiga jalur, yaitu formal, nonformal, dan informal 

(UU No. 20 Tahun 2003). Dalam undang-undang tersebut, pendidikan 

nonformal diakui sebagai jalur pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat memiliki kedudukan yang 

setara dan penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, berbagai 

peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendidikan, juga memberikan pedoman dalam penyelenggaraan 

pendidikan masyarakat, termasuk standar program, tenaga pendidik, dan 

evaluasi. 

 

2. Program Pemerintah dalam Pendidikan Masyarakat 

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program 

pendidikan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pendidikan. Beberapa program tersebut antara lain: 

a. Program Keaksaraan 
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Program ini bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf di 

masyarakat, terutama pada kelompok usia dewasa.  

b. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) 

Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang 

tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh 

pendidikan yang setara.  

c. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.  

d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

PKBM menjadi salah satu lembaga utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan masyarakat di tingkat lokal.  

Menurut Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan 

Khusus (2020), program-program ini dirancang untuk menjangkau 

masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. 

 

3. Dukungan Pembiayaan dan Sumber Daya 

Dukungan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat juga 

diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan dan sumber daya. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Selain itu, berbagai bantuan seperti Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk pendidikan nonformal 

diberikan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan 

masyarakat. Dukungan ini mencakup: 

a. Pengadaan sarana dan prasarana  

b. Pengembangan program pendidikan  

c. Pelatihan tenaga pendidik  

d. Penyediaan bahan ajar  

Tantangan dalam hal pembiayaan masih menjadi kendala, 

terutama dalam hal pemerataan dan efisiensi penggunaan anggaran. 

 

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Masyarakat 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah 

memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan pendidikan, 

termasuk pendidikan masyarakat. Desentralisasi memberikan 
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kewenangan kepada daerah untuk merancang program pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Tilaar (2012), desentralisasi 

pendidikan memungkinkan adanya inovasi dalam pengembangan 

program pendidikan masyarakat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama 

dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat dan sektor 

swasta, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran pemerintah 

daerah meliputi: 

a. Perencanaan program pendidikan  

b. Pengelolaan anggaran  

c. Pengawasan dan evaluasi  

d. Pengembangan kapasitas tenaga pendidik  

Dengan peran ini, pendidikan masyarakat dapat lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

 

5. Kolaborasi Pemerintah dengan Berbagai Pihak 

Pengembangan pendidikan masyarakat tidak dapat dilakukan 

oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai 

pihak. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan 

organisasi non-pemerintah menjadi kunci keberhasilan program 

pendidikan masyarakat. UNESCO (2016) menekankan pentingnya 

kemitraan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai 

fasilitator yang mengoordinasikan berbagai pihak untuk bekerja sama 

dalam pengembangan pendidikan masyarakat. Kolaborasi ini dapat 

berupa: 

a. Program pelatihan berbasis industri  

b. Dukungan dari lembaga donor  

c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat  

d. Pengembangan inovasi pendidikan  

 

6. Tantangan dalam Kebijakan dan Dukungan Pemerintah 

Meskipun telah banyak kebijakan dan program yang 

dikembangkan, pendidikan masyarakat masih menghadapi berbagai 

tantangan, antara lain: 

a. Keterbatasan Anggaran 
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Alokasi dana yang belum merata menjadi kendala dalam 

pengembangan program.  

b. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga 

Program yang berjalan seringkali tidak terintegrasi dengan baik.  

c. Kualitas Tenaga Pendidik 

Masih diperlukan peningkatan kapasitas fasilitator pendidikan 

masyarakat.  

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih 

perlu ditingkatkan.  

e. Evaluasi Program yang Belum Optimal 

Monitoring dan evaluasi program masih perlu diperkuat.  

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perbaikan 

kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

 

D. Arah Pengembangan Pendidikan Masyarakat 

 

Pendidikan masyarakat terus mengalami perkembangan seiring 

dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam 

menghadapi tantangan global dan lokal, diperlukan arah pengembangan 

yang jelas agar pendidikan masyarakat dapat tetap relevan, adaptif, dan 

berkelanjutan. Arah pengembangan ini menjadi pedoman dalam 

merancang kebijakan, program, serta strategi pendidikan yang mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. 

Di era modern, pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi 

sebagai pelengkap pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana utama 

dalam mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). 

Oleh karena itu, pengembangan pendidikan masyarakat harus mengarah 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan 

masyarakat, serta penguatan kapasitas individu dalam menghadapi 

perubahan. Dengan demikian, pendidikan masyarakat dapat menjadi 

instrumen strategis dalam pembangunan nasional. 
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1. Penguatan Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong 

Learning) 

Salah satu arah utama pengembangan pendidikan masyarakat 

adalah penguatan konsep pembelajaran sepanjang hayat. UNESCO 

(2015) menegaskan bahwa pembelajaran tidak terbatas pada usia atau 

jenjang pendidikan tertentu, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan 

individu. Dalam konteks ini, pendidikan masyarakat berperan sebagai 

sarana yang memungkinkan individu untuk terus belajar, 

mengembangkan keterampilan, dan beradaptasi dengan perubahan. 

Program pendidikan harus dirancang agar fleksibel, inklusif, dan dapat 

diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penguatan konsep ini meliputi: 

a. Penyediaan akses belajar yang berkelanjutan  

b. Pengembangan program pendidikan untuk berbagai kelompok 

usia  

c. Integrasi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal  

 

2. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Masyarakat 

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama 

dalam arah pengembangan pendidikan masyarakat. Integrasi teknologi 

memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan 

fleksibel. Menurut Selwyn (2016), penggunaan teknologi dalam 

pendidikan harus disertai dengan strategi yang tepat agar dapat 

memberikan manfaat yang optimal. Dalam pendidikan masyarakat, 

teknologi dapat digunakan untuk: 

a. Pembelajaran daring (online learning)  

b. Penyebaran informasi melalui media digital  

c. Pengembangan konten pembelajaran interaktif  

d. Peningkatan literasi digital masyarakat  

Pengembangan ini juga harus diimbangi dengan upaya mengatasi 

kesenjangan digital agar tidak memperlebar ketimpangan sosial. 

 

 

3. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Arah pengembangan pendidikan masyarakat juga difokuskan 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik peserta didik 

maupun tenaga pendidik. Pendidikan masyarakat harus mampu 
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menghasilkan individu yang memiliki keterampilan abad ke-21, seperti 

berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Menurut World 

Bank (2019), peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

kunci dalam meningkatkan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, 

pendidikan masyarakat harus mengembangkan program yang: 

a. Berbasis keterampilan (skill-based education)  

b. Relevan dengan kebutuhan pasar kerja  

c. Mendorong inovasi dan kewirausahaan  

d. Mengembangkan karakter dan nilai-nilai sosial  

Peningkatan kompetensi fasilitator juga menjadi hal penting agar 

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. 

 

4. Penguatan Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Kearifan 

Lokal 

Pendidikan masyarakat harus tetap berakar pada nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal. Pengembangan pendidikan yang tidak 

memperhatikan konteks lokal berisiko tidak relevan dan sulit diterima 

oleh Masyarakat. Menurut Suyitno (2012), pendidikan berbasis kearifan 

lokal dapat memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, arah pengembangan 

pendidikan masyarakat harus mencakup: 

a. Integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran  

b. Pengembangan program berbasis potensi lokal  

c. Pelibatan tokoh masyarakat dan adat  

d. Pelestarian tradisi dan pengetahuan lokal  

Dengan pendekatan ini, pendidikan masyarakat dapat menjadi 

sarana untuk menjaga keberagaman budaya sekaligus mendorong 

kemajuan. 

 

5. Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi 

Pengembangan pendidikan masyarakat memerlukan kerja sama 

antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, 

dan organisasi non-pemerintah. Kemitraan ini penting untuk 

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan. 

UNESCO (2016) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor 

merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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Dalam konteks pendidikan masyarakat, kemitraan dapat dilakukan 

melalui: 

a. Program pelatihan berbasis industri  

b. Dukungan pendanaan dari sektor swasta  

c. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil  

d. Pengembangan inovasi pendidikan  

Dengan adanya kolaborasi, sumber daya yang tersedia dapat 

dimanfaatkan secara lebih optimal. 

 

6. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan Masyarakat 

Arah pengembangan pendidikan masyarakat juga harus 

didukung oleh kebijakan yang kuat dan tata kelola yang baik. Pemerintah 

perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan 

pendidikan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang 

dapat dilakukan antara lain: 

a. Penyusunan regulasi yang mendukung pendidikan nonformal  

b. Peningkatan alokasi anggaran  

c. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi  

d. Pengembangan standar mutu pendidikan masyarakat  

Menurut OECD (2020), tata kelola pendidikan yang baik akan 

meningkatkan efektivitas program serta memastikan keberlanjutan hasil 

yang dicapai. 
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BAB XI 
PENUTUP 

 

 

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam 

pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang 

fleksibel, partisipatif, dan berbasis kebutuhan, pendidikan masyarakat 

mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tidak terlayani 

secara optimal oleh pendidikan formal. Dalam konteks ini, pendidikan 

masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, 

tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mendorong individu dan 

kelompok untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. 

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa motivasi ibu 

rumah tangga dalam kegiatan Posyandu memiliki peran yang sangat 

penting dalam keberhasilan program kesehatan berbasis masyarakat. 

Motivasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti 

kesadaran dan kebutuhan, maupun eksternal seperti dukungan keluarga, 

peran kader, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

motivasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan 

edukatif yang tepat dan berkelanjutan. 

Peran kader dan fasilitator menjadi kunci dalam proses 

pendidikan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Posyandu. Kader 

tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai 

agen perubahan yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

Dengan kompetensi yang memadai serta pendekatan komunikasi yang 

efektif, kader dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak. 

Pendidikan kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu 

juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat partisipatif dan 

kontekstual lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Metode 

pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung, diskusi, serta 

pendekatan berbasis masalah memungkinkan masyarakat untuk lebih 

memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan masyarakat sangat 

bergantung pada relevansi dan metode yang digunakan. 
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Di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi, pendidikan 

masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses 

informasi, rendahnya literasi digital, serta perubahan sosial yang cepat. 

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka peluang 

besar untuk memperluas jangkauan pendidikan masyarakat melalui 

media digital dan inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan 

sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku 

kepentingan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. 

Akhirnya, buku ini menegaskan bahwa pendidikan masyarakat 

memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan 

motivasi, partisipasi, serta kapasitas masyarakat, diharapkan tercipta 

masyarakat yang lebih sadar, mandiri, dan berdaya. Oleh karena itu, 

penguatan pendidikan masyarakat perlu terus dilakukan sebagai bagian 

integral dari upaya pembangunan nasional yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  150 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning. 

Edmonton: AU Press. 

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the 

American Institute of Planners. 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice Hall. 

Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age. Vancouver: BCcampus. 

Berlo, D. K. (1960). The Process of Communication. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

BPS. (2022). Statistik Pendidikan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat 

Statistik. 

Brookfield, S. D. (1986). Understanding and Facilitating Adult 

Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

Brookfield, S. D. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of 

Experience. World Development. 

Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? 

London: Earthscan. 

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural Development Participation: 

Concepts and Measures for Project Design, Implementation and 

Evaluation. New York: Cornell University. 

Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). Attacking Rural Poverty: How 

Nonformal Education Can Help. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: 

Classic Definitions and New Directions. Contemporary 

Educational Psychology. 

DeVito, J. A. (2013). The Interpersonal Communication Book. New 

York: Pearson. 



151  Buku Referensi 

 

Dewantara, K. H. (1977). Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur 

Persatuan Taman Siswa. 

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: Macmillan. 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (2020). 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. Jakarta: 

Kemendikbud. 

Durkheim, E. (1956). Education and Sociology. New York: Free Press. 

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. 

Freire, P. (1972). Cultural Action for Freedom. Cambridge: Harvard 

Educational Review. 

Giddens, A. (2002). Runaway World: How Globalisation is Reshaping 

Our Lives. London: Profile Books. 

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health Program Planning: An 

Educational and Ecological Approach. New York: McGraw-

Hill. 

Hadiyanto. (2000). Pendidikan Masyarakat dalam Perspektif 

Pembangunan. Jakarta: Depdiknas. 

hambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? 

London: Earthscan. 

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (2002). 

Instructional Media and Technologies for Learning. New Jersey: 

Prentice Hall. 

Ife, J. (2013). Community Development in an Uncertain World. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Illich, I. (1971). Deschooling Society. New York: Harper & Row. 

Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). “Modernization, Cultural Change, 

and the Persistence of Traditional Values.” American 

Sociological Review, 65(1), 19–51. 

Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and 

Practice. London: RoutledgeFalmer. 

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan 

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. 

Kindervatter, S. (1979). Nonformal Education as an Empowering 

Process. Amherst: Center for International Education. 

Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice of Adult Education. New 

York: Cambridge Books. 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  152 

 

Knowles, M. S. (1984). Andragogy in Action: Applying Modern 

Principles of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). The Adult 

Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human 

Resource Development. New York: Routledge. 

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. New Jersey: Prentice Hall. 

Korten, D. C. (1980). Community Organization and Rural Development. 

New York: Ford Foundation. 

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological 

Review. 

McClelland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). “Sense of Community: A 

Definition and Theory.” Journal of Community Psychology, 

14(1), 6–23. 

Merriam, S. B. (2001). “Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars 

of Adult Learning Theory.” New Directions for Adult and 

Continuing Education, 2001(89), 3–14. 

Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2014). Adult Learning: Linking 

Theory and Practice. San Francisco: Jossey-Bass. 

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Notoatmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

OECD. (2019). OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World. 

Paris: OECD Publishing. 

OECD. (2020). Education Policy Outlook 2020. Paris: OECD 

Publishing. 

Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child. 

New York: Viking Press. 

Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. 

World Development. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. New 

Jersey: Pearson. 

Rogers, C. R. (1969). Freedom to Learn. Columbus: Charles E. Merrill. 



153  Buku Referensi 

 

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free 

Press. 

Schramm, W. (1973). Men, Messages, and Media. New York: Harper & 

Row. 

Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. 

London: Bloomsbury. 

Sihombing, U. (2001). Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan 

Masyarakat. Jakarta: Depdiknas. 

Silberman, M. (1996). Active Learning: 101 Strategies to Teach Any 

Subject. Boston: Allyn & Bacon. 

Smaldino, S. E., Lowther, D. L., & Russell, J. D. (2014). Instructional 

Technology and Media for Learning. Boston: Pearson. 

Sudjana, D. (2004). Pendidikan Nonformal. Bandung: Falah Production. 

Sudjana, D. (2004). Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah, dan 

Perkembangan. Bandung: Falah Production. 

Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan 

Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia. 

Suprijanto. (2007). Pendidikan Orang Dewasa: Dari Teori Hingga 

Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Suyitno. (2012). Pengembangan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal. 

Yogyakarta: UNY Press. 

Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar 

Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo. 

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Boston: 

Pearson. 

Tough, A. (1971). The Adult’s Learning Projects. Toronto: Ontario 

Institute for Studies in Education. 

Tubbs, S. L., & Moss, S. (2005). Human Communication. New York: 

McGraw-Hill. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

UNESCO. (2012). Community-Based Education and Learning. Paris: 

UNESCO Publishing. 

UNESCO. (2015). Rethinking Education: Towards a Global Common 

Good? Paris: UNESCO Publishing. 



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  154 

 

UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon Declaration and 

Framework for Action. Paris: UNESCO Publishing. 

UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon Declaration and 

Framework for Action. Paris: UNESCO Publishing. 

UNESCO. (2018). Digital Skills Critical for Jobs and Social Inclusion. 

Paris: UNESCO Publishing. 

UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report. Paris: 

UNESCO Publishing. 

Uno, H. B. (2011). Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Van Dijk, J. (2006). The Network Society. London: Sage Publications. 

Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher 

Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and 

Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 

WHO. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: World 

Health Organization. 

World Bank. (2018). World Development Report: Learning to Realize 

Education’s Promise. Washington, DC: World Bank. 

World Bank. (2019). World Development Report: The Changing Nature 

of Work. Washington, DC: World Bank. 

World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for 

Development in the Age of Global Value Chains. Washington, 

DC: World Bank. 

Zimmerman, M. A. (2000). “Empowerment Theory: Psychological, 

Organizational and Community Levels of Analysis.” Dalam 

Handbook of Community Psychology. New York: Springer. 

 

 

 

 

 

  



155  Buku Referensi 

 

  



Motivasi Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Posyandu  156 

 

GLOSARIUM 
 

 

Agen Perubahan Individu yang mendorong perubahan di 

masyarakat. 

Balita Balita merupakan kelompok yang 

paling rentan terhadap masalah 

kesehatan. Oleh karena itu, kehadiran 

ibu di posyandu sangat penting untuk 

memantau pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Dukungan Sosial Dukungan sosial berasal dari suami, 

keluarga, dan lingkungan sekitar. 

Dukungan ini dapat meningkatkan 

motivasi ibu untuk mengikuti kegiatan 

posyandu secara rutin. 

Edukasi Kesehatan Pemberian informasi yang bertujuan 

mengubah perilaku menjadi lebih sehat. 

Fasilitas Kesehatan Sarana seperti posyandu yang 

menyediakan layanan kesehatan dasar. 

Gizi Seimbang Gizi seimbang adalah pola makan yang 

mengandung karbohidrat, protein, 

vitamin, dan mineral dalam jumlah 

cukup. Posyandu memberikan edukasi 

agar ibu mampu memenuhi kebutuhan 

gizi anak. 

Imunisasi Imunisasi adalah upaya pencegahan 

penyakit melalui vaksin. Posyandu 
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menjadi tempat utama pelaksanaan 

imunisasi dasar bagi anak. 

Interaksi Sosial Hubungan antara ibu dengan kader dan 

masyarakat. 

Kader Posyandu Kader posyandu adalah relawan yang 

berperan penting dalam menggerakkan 

ibu-ibu. Mereka menjadi penghubung 

antara tenaga kesehatan dan masyarakat 

serta berfungsi sebagai edukator. 

Kebiasaan Sehat Kebiasaan sehat adalah perilaku rutin 

seperti menimbang anak setiap bulan. 

Posyandu membantu membentuk 

kebiasaan ini. 

Kegiatan Preventif Upaya pencegahan penyakit. 

Kesadaran Gizi Pemahaman pentingnya nutrisi. 

Kesadaran Kolektif Pemahaman bersama tentang 

pentingnya kesehatan. 

Kesadaran Preventif  Pemahaman untuk mencegah penyakit. 

Kesehatan Ibu dan Anak  KIA adalah program yang bertujuan 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

Posyandu menjadi salah satu 

implementasi dari program ini di 

tingkat masyarakat. 

Keterlibatan Aktif Menunjukkan partisipasi ibu tidak 

hanya hadir, tetapi juga mengikuti 

kegiatan secara penuh dan 

menerapkannya di rumah. 
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Motivasi Ekstrinsik Motivasi ekstrinsik berasal dari luar, 

seperti ajakan kader, program 

pemerintah, hadiah, atau tekanan sosial.  

Motivasi Intrinsik Keinginan yang muncul dari dalam diri 

sendiri tanpa paksaan, seperti kesadaran 

menjaga kesehatan anak. 

Motivasi Sosial Dorongan akibat pengaruh lingkungan 

sekitar. 

Motivasi Dorongan internal maupun eksternal 

yang memengaruhi seseorang untuk 

bertindak atau berpartisipasi dalam 

suatu kegiatan. 

Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah 

keterlibatan aktif ibu dalam kegiatan 

posyandu, mulai dari hadir, mengikuti 

penyuluhan, hingga menerapkan 

pengetahuan yang didapat. Tingkat 

partisipasi mencerminkan keberhasilan 

program. 

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah 

proses meningkatkan kemampuan ibu 

agar mandiri dalam menjaga kesehatan 

keluarga melalui pengetahuan dan 

keterampilan. 

Pengasuhan Anak Proses merawat, mendidik, dan 

memenuhi kebutuhan anak. Posyandu 

memberikan panduan pengasuhan yang 

sehat. 

Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan 

edukasi yang bertujuan meningkatkan 
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pengetahuan ibu tentang kesehatan. 

Materinya meliputi gizi, kebersihan, 

dan pencegahan penyakit. 

Peran Kader  Fungsi kader sebagai penggerak dan 

edukator. 

Peran Sosial Peran sosial ibu mencakup tanggung 

jawab sebagai pengasuh dan pendidik 

anak dalam keluarga. Peran ini 

mendorong ibu untuk aktif dalam 

kegiatan posyandu. 

Perilaku Adaptif Kemampuan menyesuaikan diri dengan 

informasi baru. 

Perilaku Kesehatan Perilaku kesehatan mencakup tindakan 

nyata seperti membawa anak ke 

posyandu, memberikan makanan 

bergizi, dan menjaga kebersihan. 

Perilaku ini dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan motivasi. 

Persepsi Persepsi adalah cara ibu memandang 

manfaat posyandu. Persepsi yang baik 

akan meningkatkan motivasi untuk 

hadir. 

Pola Asuh Cara ibu mendidik dan merawat anak. 

Posyandu  Posyandu adalah layanan kesehatan 

berbasis masyarakat yang menyediakan 

imunisasi, penimbangan balita, 

penyuluhan gizi, dan layanan kesehatan 

ibu. Posyandu menjadi sarana edukasi 

sekaligus pelayanan preventif bagi 

masyarakat. 
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SINOPSIS 
 

 

Buku referensi“Motivasi Ibu Rumah Tangga dalam Kegiatan 

Posyandu Perspektif Pendidikan Masyarakat” membahas peran 

pendidikan masyarakat dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi ibu 

rumah tangga terhadap kegiatan Posyandu sebagai upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak. Buku referensi ini membahas konsep pendidikan 

nonformal, pendidikan orang dewasa, pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dan 

perubahan perilaku. Selain itu, buku referensi ini membahas peran kader, 

strategi pembelajaran masyarakat, serta tantangan dan peluang 

pendidikan masyarakat di era globalisasi dan digitalisasi. 
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